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BAB 1 
PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH 
  
Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Islam  
2. Ajaran Islam 
3. Akuntansi Dalam Islam 
4. Pengertian Akuntansi Syariah 
5. Tujuan Akuntansi Syariah 
6. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah  
……………………………………………………………………………………… 
A. Pengertian Islam 
Islam secara etimologi berasal dari akar kata kerja ‘salima’ yang berarti 
selamat, damai, dan sejahtera, lalu muncul kata ‘salam’ dan ‘salamah’. Dari 
‘salima’ muncul kata ‘aslama’ yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan 
mensejahterakan. Kata ‘aslama’ juga berarti menyerah, tunduk, atau patuh. Dari 
kata ‘salima’ juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antaranya adalah kata 
‘salam’ dan ‘salamah’ artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan 
penghormatan, ‘taslim’ artinya penyerahan, penerimaan, dan pengakuan, ‘silm’ 
artinya yang berdamai, damai, ‘salam’ artinya kedamaian, ketenteraman.1 
Sedangkan secara terminologis disepakati oleh para ulama bahwa Islam 
adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan ke 
muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-
Qur’an yang suci diwahyukan tuhan kepada nabi-Nya yang terakhir, yakni Nabi 
Muhammad SAW satu kaidah hidup yang memuat tuntutan yang jelas dan lengkap 
mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material.2 
Menurut Harun Nasution “Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya  
diwahyukan Tuhan kepada masyarakat  manusia melalui Nabi Muhammad sebagai  
Rasul. Islam pada hakekatnya membawa  ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai  
satu segi, tapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia.” Sedangkan Nurcholis 
Madjid lebih  menekankan makna  Islam “berserah diri pada Tuhan” sebagai  
hakekat dari pengertian Islam, sebagai ajaran  yang diajarkan Tuhan sejak manusia 
dalam  kandungan, lebih sebagai potensi (fitrah insani), tidak ada unsur pemaksaan 
dan keterpaksaan. 
 
 
 
 
                                                          
1 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 
Progresif), hlm 654-656. 
2 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm 32. 
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B. Ajaran Islam 
Dalam agama islam terdapat tiga unsur utama ajaran, yakni ajaran yang 
berkaitan dengan keyakinan, nilai, norma atau aturan dan perilaku atau dengan 
istilah lain aqidah, syariah dan ahlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ajaran Tentang Aqidah 
Secara etimologi aqidah berarti ikatan, janji, keyakinan.3 Aqidah 
secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Iman berasal dari bahasa 
Arab, yaitu  ناميإ  diambil dari kata kerja 'aamana' (نمأ) - yukminu' (نمؤي) yang 
berarti 'percaya' atau 'membenarkan'. Secara istilah, Iman adalah:  
 
 ِب ٌقْيِدَْصت ِناَكَْرْلْاِب ٌلَمَعَو ِناَسلِ لاِبٌرْيِرَْقتَو ِبْلَقْل  
“Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, 
mengamalkan dengan perbuatan” 
Dengan pengertian ini iman tidak hanya terkait dengan pembenaran 
dengan hati atau sekedar meyakini adanya Allah saja. Misalnya, Iman kepada 
Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada, membuktikannya dengan ikarar 
syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat dzikir kepada Allah, dan 
mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. 
Inilah makna iman yang sebenarnya, sehingga orang yang beriman berarti 
orang yang hatinya mengakui adanya Allah (dzikir hati), lidahnya selalu 
melafalkan kalimat-kalimat Allah (dzikir lisan), dan anggota badannya selalu 
melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah (dzikir 
perbuatan). 
Untuk mengembangkan konsep kajian aqidah ini, para ulama dengan 
ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. 
Mereka juga menanamnya dengan ilmu Kalam, Ushuluddin, atau teologi 
Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep aqidah yang 
termuat dalam al-Quran dan Hadis dengan kajian-kajian yang lebih 
mendalam yang diwarnai dengan perbedaan pendapatan di kalangan mereka 
dalam masalah-masalah tertentu. 
 
                                                          
3 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progesif, 
1997), h. 953 
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2. Ajaran Tentang Syariah 
Secara etimologi, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang 
harus di ikuti, yakni jalan kearah sumber pokok bagi kehidupan.4 Orang-
orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju 
palung air yang tetap dan di beri tanda yang jelas terlihat mata. Secara 
terminologi, syariat adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para 
hamba-Nya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, muamalah, adab, maupun 
akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan 
antar-sesama makhluk. (Tarikh Tasyri’ Al-Islami, Manna’ Qathan, hlm. 13). 
Allah berfirman, 
اَهِْعبَّتاَف ِرَْمْلْا َنِم ٍةَعيِرَش ىَلَع َكاَنْلَعَج َُّمث 
“Kemudian Aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat 
itu…” (QS. Al-Jatsiyah: 18) 
Makna ayat, “Aku jadikan kamu berada di atas manhaj (jalan hidup) yang 
jelas dalam urusan agama, yang akan mengantarkanmu menuju kebenaran.” 
(Tafsir Al-Qurthubi, 16/163). 
Secara garis besar syariah dapat di klasifikasi dalam 2 jenis, yaitu 
syariah ibadah dan syariah muamalah (sosial).  
 
 
 
 
 
Aturan atau hukum yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan 
Tuhannya (hablum minallah) atau fikih ibadah. Dan aturan atau hukum yang 
mengatur hubungan dengan sesamanya (hablum minannas) atau fikih 
muamalah. 
Dalam arti yang khusus (ibadah mahdla), terwujud dalam rukun Islam 
yang ke lima, yaitu mengucap dua kalimat syahadah (persaksian), mendirikan 
shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi 
                                                          
4 Abdul Wahab Khalaf, Searah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1 
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yang mampu. Sedangkan muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk 
aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk 
hubungan ini bisa berupa hubungan perkawinan (munakahat), pembagian 
warisan (mawaris), ekonomi (muamalah), pidana (jinayah), politik 
(khilafah), hubungan internasional (siyar) dan peradilan (murafa’at). 
Pengamalan konsep dasar Islam ini dalam al-Quran disebut dengan ala’mal 
al-shalihah (amal-amal shalih). Dari penjelasan tersebut di atas, terdapat 
perbedaan yang jelas antara syariah ibadah dan syariah muamalah (sosial). 
Berikut ini adalah perbedaan antara syariah ibadah dan syariah muamalah 
(sosial) : 
Tabel 1.1. Perbedaan karakter syariah ibadah dan syariah muamalah 
(sosial) 
 
3. Ajaran Tentang Akhlak 
Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab (قلاخا) bentuk 
jamak dari (قلخ) yang biasa berartikan tabiat, perangai, tingkah laku, 
kebiasaan bahkan agama. Kalimat tersebut mengandung segi persesuaian dan 
perkataan dengan kata (قلاخ) yang berarti kejadian yang erat hubunganya 
dengan pencipta dan kata yang berarti yang diciptakan. Pada hakikatnya 
khuluq (budi pekerti) atau akhlak secara terminologi ialah suatu kondisi atau 
sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ 
timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa 
dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran. 
Imam Al-Ghazali dalam kitab “Ihya’ al-Ulumuddin” menyatakan : 
“Khuluq (akhlak) ialah hasrat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari 
padanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa 
memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika hasrat itu melahirkan 
perbuatan-perbuatan yang dipuji menurut akal dan syara’ maka itu 
dinamakan akhlak yang bagus dan jika melahirkan akhlak darinya 
perbuatan-perbuatan yang jelek maka hasrat yang keluar dinamakan akhlak 
yang jelek.” 
Dari pengertian akhlak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 
pengertian akhlak adalah suatu sifat yang melekat didalam jiwa yang keluar 
No SYARIAH IBADAH SYARIAH MUAMALAH 
1 Mengatur hubungan vertical 
dengan Allah 
Mengatur hubungan horizontal 
hamba dengan makhluk 
2 Tidak Reasonable Reasonable 
3 Kesahannya memerlukan niat Dalam kasus tertentu kesahannya 
tidak memerlukan niat 
4 Pada prinsipnya, semua bentuk 
ibadah dilarang kecuali yang 
diizinkan 
Pada prinsipnya, semua bentuk 
muamalah diizinkan kecuali yang 
dilarang 
5 
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secara spontanitas dan tidak dipikirkan terlebih dahulu dalam melakukan 
sebuah tindakan. Atau akhlak ialah salah satu faktor yang menentukan derajat 
keislaman dan keimanan seseorang. Dilihat dari sifatnya, akhlak terbagi 
menjadi dua bagian yaitu: Akhlaqul Karimah (akhlak terpuji), ialah akhlak 
yang baik dan benar menurut syari’at Islam, dan Akhlaqul Madzmumah 
(akhlak tercela) yaitu suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar 
menurut islam.5 
 
C. Akuntansi Dalam Islam 
Akuntansi syariah baik dalam praktis maupun teoritis harus selalu mengacu 
pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam. Sumber hukum 
dijadikan rujukan akuntansi syariah dalah Al Qur’an dan Al Hadist. 
 
1. Akuntansi Ditinjau dari Al-Qur’an 
Dalam QS Al-Baqarah (2) Ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat 
mukmin untuk menulis setiap transaksi. 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)........” 
 
Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran dan secara jelas 
berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini 
merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi, 
terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat (بتك) dalam ayat tersebut, 
sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. 
Dalam Q.S An Nahl (16) Ayat 90 Allah memerintahkan untuk berbuat 
adil dan kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan 
dalam menjalankan tugasnya. Bahkan ‘adalah/keadilan adalah asas dalam 
akuntansi syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai posisinya. 
Sedang kebalikan dari keadilan adalah kedzhaliman. 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran”. 
 
Allah menerangkan dalam Q.S Al Muthaffifin (83) Ayat 1-3, sebagai 
berikut : 
                                                          
5 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 
2007), hlm., 12. 
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1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 
mereka minta dipenuhi, 
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 
mereka mengurangi. 
Ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud 
dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam 
menakar dan menimbang. Dalam akuntansi syariah dilarang dalam berbuat 
curang. Kita mengenal beberapa kasus kecurangan dalam akuntansi yang 
menyebabkan suatu perusahaan pailit, yang terkenal kasus enron. Termasuk 
praktek earning management dilarang dalam akuntansi syariah kecuali untuk 
mendatang mashlahah dan menghindari mudharat. 
2. Akuntansi di Tinjau dari Al-Hadist 
Rasulullah saw. menaruh perhatian khusus terhadap muamalah maliah 
(keuangan) yang bersih dan bebas dari unsur-unsur riba dan dari segala 
bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala 
usaha pengambilan harta orang lain secara bathil. Sebagai mana hadist 
sebagai berikut : 
a) Hadist tentang pembukuan pencatatan (transaksi) 
(IBNUMAJAH - 2356) : Telah menceritakan kepada kami 
Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki 
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul 
Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia 
berkata ketika dia membaca ayat ini: ' Wahai orang-orang yang 
beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, 
hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan tetapi jika 
sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia 
mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya." 
b) Hadis tentang penghitungan 
Rasulullah bersabda “Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung 
(hisab) timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah 
lebih ringan kalian menghitung diri kalian sebelum besok dihitung”. 
Hadis diatas mendorong manusia untuk melakukan 
penghitungan yang sebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang 
telah mereka hitung sebelum dipertanggung jawabkan di akhirat 
kelak. Pada hal ini kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan 
hasil yang sebenar-benarnya dalam penghitungan tersebut. Semua 
perbuatan hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 
Maka perbuatan seorang akuntan harus melakukan penghitungan yang 
sebenar-benarnya karena masih akan dipertanggungjawabkan kelak. 
 
7 
Pengantar Akuntansi Syariah 
c) Hadis tentang ketelitian 
Rasulullah saw: Perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu 
dari setan. . (Al Mahâsin) 
Hadis diatas menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti 
bersabar dan penuh ketelitian dalam menjalankan sesuatu adalah 
bimbingan Allah. Dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh 
nafsu setan. Seorang akuntan diharapkan mempunyai sifat seperti 
diatas yaitu bersabar dan  penuh ketelitian dalam mengerjakan 
tugasnya dalam hal penghitungan keuangan. 
 
D. Pengertian Akuntansi Syariah 
Pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan secara sederhana melalui 
akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi 
adalah identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran 
transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 
mengambil keputusan. Sedangkan syariah didefinisikan dengan aturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah swt untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala 
aktivitas hidupnya di dunia.  
Dalam bahasa Arab akuntansi diartikan dengan kata muhasabah 
. Kata muhasabah berasal dari kata hasaba  dan diucapkan juga dengan 
hisab  hasibah  muhasabah  dan hisaba . Kata 
kerja hasaba termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang 
dengan orang lain. 
Arti kata musabah secara bahasa adalah “menimbang” atau 
‘memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya’, seperti firman 
Allah, 
 
“Dan, berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah 
Tuhan mereka dan rasul-rasulNya, maka Kami hisab penduduk negeri itu 
dengan hisab yang keras dan Kami azab mereka dengan azab yang 
mengerikan” (ath-Thalaaq:8) 
Selanjutnya, akar kata hasaba ialah hisaba, yaitu ‘menghitung dengan 
saksama atau teliti yang harus tercatat di surat-surat atau buku-buku, seperti firman 
Allah, 
 
8 
Pengantar Akuntansi Syariah 
 
“Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia 
akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.” (al-Insyiqaaq: 7-8) 
    Menghisab sesuatu juga bisa berarti “mengkalkulasi dan mendata”. 
Menghisab sesuatu juga bisa berarti mendata, menyusun, dan mengkalkulasi, 
seperti firman Allah: 
   
“Dan, Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami 
hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu 
mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan 
tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan 
dengan jelas.” (al-Israa:12) 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi 
Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan untuk 
mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak 
mengandung riba, maysir (judi), gharar (penipuan), dan zhulum (kezaliman). 
Selain pengertian tersebut, ada pula pengertian akuntansi syariah menurut 
para ahli. Diantaranya sebagai berikut : 
a. Menurut Sofyan S Harahap. Akuntansi syariah adalah penggunaan 
akuntansi yang secara nyata telah diterapkan sejak era Nabi Muhammad 
SAW, Khulafaurrasyidin dan pemerintah islam lainnya dengan 
menjalankan syariah islam. 
b. Menurut Karim, Akuntansi Syariah atau Akuntansi Islam adalah 
suatu bidang baru dalam studi akuntansi, pada prinsipnya akuntansi ini 
dikembangkan dengan landasan nilai-nilai, etika dan syariah islam. 
c. Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah adalah suatu 
aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatn transaksi-transaksi, 
tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan 
jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta 
berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang 
berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-
keputusan tersebut untuk membentu pengambilan keputusan yang tepat. 
d. Menurut Adnan M Akhyar, Akuntansi Syariah (Islamic Accounting) adalah 
akuntansi yang memiliki tujuan untuk membantu mencapai keadilan 
sosial ekonomi (Al-Falah) baik bagi individu atau masyarakat dan 
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sebagai upaya untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada 
Tuhan. Semua unsur yang terlibat aktivitas ekonomi seperti akuntan, 
auditor, pemilik, manajer dan pemerintah sebagai bentuk sarana ibadah. 
 
 
E. Tujuan Akuntansi Syariah 
Penerapan syariah dalam sistem akuntansi mengarah pada tercapainya 
kebaikan kesejahteraan, serta untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. 
Sehingga muncullah beberapa pemikir mencoba merumuskan tujuan akuntansi 
syariah dengan bervariasi, diantaranya sebagai berikut : 
a) Menurut Triyuwono tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan 
informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi 
perilaku para pengguna (users) informasi akuntansi kea rah 
terbentuknya peradaban ideal.6 
b) Menurut Sofyan Syafri Harahap tujuan dari akuntansi syariah adalah 
mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan 
akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 
c) Sementara Gambling dan Karim berorientasi pada tujuan pengungkapan 
zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Orientasi ini membawa 
konsekuensi pada perombakan bentuk akuntansi. 
d) Sedangkan Husein Syahatah dalam buku “Ushulul-Fikr al-Muhasabi al-
Islami”, merumuskan tujuan akuntansi (muhasabah) dalam islam ada 6 
(enam), yaitu : 
i. Hifzul amwal (memelihara uang) 
ii. Eksistensi al-Kitabah ’pencatatan’ ketika ada perselisihan 
iii. Dapat membantu dalam pengambilan keputusan 
iv. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan diZakatkan 
v. Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat 
vi. Menetukan imbalan, balasan atau sanksi.7 
 
 
F. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah 
Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung 
dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah; 282, dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Prinsip pertanggung jawaban 
Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang 
tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu 
berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah 
merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam 
kandungan.. manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi 
kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau 
                                                          
6 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah : Prespektif, metodologi, dan teori, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2012), hlm. 219. 
7 Safaruddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah, Sesuai PAPSI Tahun 2013, 
(Medan: Febi-UINSU Press, 2015), hlm 105. 
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menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 
proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka 
bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang 
terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa 
yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 
 
b. Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 
mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan 
ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan 
bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah 
manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas 
dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam 
konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, 
secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh 
perusahan harus dicatat dengan benar.  
Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi 
mengandung dua pengertian, yaitu : pertama, adalah berkaitan dengan praktik 
moral yaitu kejujuran, yang merupakank faktor yang dominan. Tanpa 
kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan 
merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (akan 
tetap berpijakdalam nilai nilai etika/syariah dan moral). 
 
c. Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan 
dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu 
dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan 
dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, 
kebenaran ini kan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, 
mengukur dan melaporkan tansaksi-transaksi dalam ekonomi. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
SOAL LATIHAN 
1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Islam? 
2. Jelaskan unsur-unsur utama ajaran Islam? 
3. Jelaskan ayat Al Quran yang melandasi akuntansi dalam Islam? 
4. Jelaskan dasar akuntansi syariah ditinjau dari Al Hadist? 
5. Jelaskan apa yang disebut dengan akuntansi syariah? 
6. Jelaskan apa tujuan akuntansi syariah? 
7. Jelaskan prinsip dasar akuntansi syariah? 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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AKUNTANSI SYARIAH DALAM KHASANAH ISLAM 
 
Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Sejarah akuntansi di kalangan Arab sebelum Islam 
2. Sejarah akuntansi pada masa Rasul dan Khulafa’ur Rasyidin 
3. Perkembangan akuntansi islam yang terorganisir 
4. Akuntansi Syariah di Indonesia 
………………………………………………………………….. 
 
A. Sejarah Akuntanisi Di Arab Sebelum Islam 
Bangsa Arab yang berprofesi sebagai saudagar dalam negeri maupun luar 
negeri, tercermin di dalam Alquran pada surah ke 106 (Quraisy), yang menceritakan 
kebiasaan perjalanan dagang orang Quraisy ke negeri Syam pada musim panas dan  
ke  Negeri  Yaman pada musim dingin, (saat ini wilayah itu dinamakan Syria, 
Libanon, Yordania dan Palestina). Kemajuan dalam bidang perdagangan, industri, 
keuangan, dan jasa di belahan dunia Arab memastikan adanya sarana untuk mencatat 
transaksi dikalangan mereka.  
Mahmud Syakir dalam Tarikhul-Islami sebagaimana dikutip oleh Zaid, 
menjelaskan bahwa orang-orang Arab menemukan tulisan pada tahun 3200 SM. 
Penemuan ini mendorong kemajuan besar bagi kehidupan manusia dalam mencatat 
dan menukil pengetahuan serta pemikiran- pemikiran. Chatfield dalam bukunya 
Contemporary Studies in the Evaluation of Accounting Thought, juga dikutip oleh 
Zaid, menegaskan bahwa manusia berhutang budi kepada penduduk antara  dua 
sungai di Mesir (Nigeria, Rafidin), karena mereka telah menemukan tulisan.8 
Penemuan tulisan ini menjadi awal dari penemuan akuntansi yang terjadi di 
wilayah dunia Arab. Tujuan Penggunaan Akuntansi di kalangan Arab pra Islam 
adalah untuk menghitung keuntungan. Keuntungan dihitung dari perubahan modal 
pada satu siklus perjalanan dagang, misalnya satu siklus keuntungan pada saat 
perjalanan ke Yaman dan satu siklus keuntungan pada perjalanan dagang ke 
Syam. Sangat disayangkan bangsa Arab pra Islam tidak mencatat dengan baik 
penemuan maupun perkembangan kehidupan mereka. Mereka lebih banyak 
menyebarkan pengetahuan secara lisan dan sangat mengandalkan kekuatan daya 
ingat (hafalan), ini terjadi sampai dengan masa awal Islam. (1 H atau 622 M).9 
 
                                                          
8 Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar Sejarah Keuangan 
Dalam Masyarakat Islam, terjemahan M. Syafi’I Antonio dan Sofyan S. Harahap, 
(Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2004), h. 5. 
9 Ibid, hlm. 8. 
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B. Sejarah Akuntansi Pada Masa Rasul Dan Khulafa’ur Rasyidin 
1. Masa Rasulullah 
Setelah Hijrah ke Madinah, Rasulullah langsung mendirikan Masjid yang 
dinamakan Masjid Nabawy. Masjid ini selain berfungsi sebagai tempat shalat, 
ternyata berfungsi juga menjadi pusat pertemuan. Rasul memimpin shalat 
sekaligus memimpin urusan umat dan negara melalui masjid. Rasul menerima 
kunjungan tamu negara dan utusan para suku dan melakukan berbagai 
perjanjian di beranda Masjid. Wilayah Negara Islam pada masa rasul berpusat 
di Madinah dan dibagi kepada beberapa wilayah propinsi, yaitu Madinah, 
Makkah, Tayma, Janad, Yaman, Oman, Najran, Bahrayn dan Hadramawt. Dari 
Masjid ini Rasul mengangkat Gubernur dan petugas pemungut zakat (Amil). 
Masjid menjadi tempat Rasul mendengarkan keluh kesah, pengaduan sampai 
mengadili dan memutuskan berbagai perkara. Masjid sekaligus menjadi kantor 
resmi sekretariat pemerintahan dan selama hayat Rasul tidak ada dibangun 
tempat khusus lain untuk menjadi basis pemerintahan beliau.  10 
Rasul adalah orang yang pertama menjadikan pusat pemerintahan di arab 
dan yang pertama mendirikan institusi keuangan publik (public Treasury) yang 
belakangan bernama Baitul Mal. Pada masa Rasul keuangan negara bersumber 
dari Zakat, Ushr, Jizya, Kharaj, Ghanimah dan Fay’i. Dalam rangka 
pengelolaan Zakat, Rasulullah SAW menunjuk petugas zakat yang dinamakan 
Musaddiq (قدصم) atau Sa’i (  عاس-  يعاس- ةاعس ) yang berperan melakukan 
penagihan zakat dan melakukan penghitungan zakat dengan teliti. 
Penghitungan dengan teliti ini perlu didasarkan pada pengetahuan yang 
memadai tentang jenis, haul (tahun buku) dan jumlah harta yang harus dizakati, 
sebagai bahagian dari akuntansi zakat. 
Akuntansi Zakat yang dipraktekkan pada masa Rasul meliputi: Tugas 
Pengumpul (Jabin), Penyimpan (Khazin), Penulis (Katib), Penghitung (Hasib) 
dan sebagainya. Imam Nawawi didalam arRaudhah, sebagaimana dikutip 
Qardhawy berkata: “Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang diserahi 
tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahiq serta 
mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mereka. Sehingga atas seluruh 
zakat segera diselesaikan hak yang empunya dan untuk menjaga terjadinya 
kerusakan barang yang ada padanya”.11 
 
2. Masa Khulafa’ur Rasyidin 
Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar secara aklamasi terpilih menjadi 
Khalifah. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat 2 (dua) tahun (11-13 
H/632-634 M), Abu Bakar disibukkan dengan adanya pemurtadan dikalangan 
umat dan enggan membayar Zakat karena Rasul meninggal dunia. Menghadapi 
yang demikian terpaksa Abu Bakar memaklumkan perang.  Disamping 
kesibukannya yang demikian,  Khalifah Abu Bakar tetap mencurahkan 
perhatian yang besar terhadap administrasi pemerintahan negara yang terbilang 
baru.  Abu Bakar senantiasa mengikuti kebiasaan Rasul, yaitu segera membagi 
                                                          
10 Safaruddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah…. Ibid, hlm 3. 
11 Ibid, hlm. 5. 
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seluruh penerimaan tanpa sisa, karenanya seluruh penduduk Madinah 
memperoleh  bagian masing-masing. Abu Bakar pada masanya memisahkan 
jabatan Amir al-Kharaj (pengumpul Pajak) dan Sahib Baitul Mal (pejabat 
bendahara), karena peningkatan volume kerja Dalam kitab al-Amwal 
diriwayatkan bahwa pada tahun pertama Abu Bakar menjadi Khalifah  setiap 
orang menerima 10 dirham dan pada tahun kedua masing-masing menerima 20 
dirham. Pada masa Abu Bakar telah berdiri bangunan khusus tempat 
penyimpanan harta (Baitul Mal), namun harta tidak pernah bersisa didalam 
tempat penyimpanan ini, karena segera dibagikan. Setelah wafatnya Abu 
Bakar, pada ketika tempat penyimpanan ini diperiksa, ternyata hanya tertinggal 
uang sebanyak 1 dirham.12 
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (13-24 H/634-644 M), wilayah 
pemerintahan Islam telah meliputi  Irak, Iran, Syiria dan Mesir. Penerimaan 
yang diperoleh pemerintah Madinah dalam bentuk Ghanimah, Jizyah, Kharaj, 
Ushr, Fay’i dan selainnya sangat melimpah. Pada saat yang sama beban 
organisasi tentara, pengaturan tanahtanah yang ditaklukkan beserta 
penanggungan kesejahteraan umat mengharuskan Keuangan Negara dikelola 
secara sistematis. Karena itu sejak pemerintahan Umar, dana perolehan 
pemerintah tidak dapat dibagikan habis, tetapi ditahan sebahagian dan 
diadministrasikan secara khusus dan harus dilakukan perencanaan keuangan 
dengan baik dalam tatanan perbendaharaan Negara (Baitul Mal). 13 
Lembaga Perbendaharaan Umat islam mulai dioperasikan secara nyata 
yang dikenal dengan sistim Diwan.  Diwan berasal dari bahasa Persia yang 
artinya pencatatan dalam bentuk daftar. Daftar pada ketika itu berisi  nama-
nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiun. K. Ali memaknai Diwan 
dengan Departement of Finance (Departemen Keuangan). Diwan ini mengatur 
penerimaan dan pengeluaran negara. Surplus dana setelah dikurangi seluruh 
biaya umum maupun pendanaan tentara, didistribusikan dikalangan umat Islam 
yang penetapannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yaitu : (1) Hubungan dengan 
Rasul, (2) urutan masuk islam dan (3) Keikutsertaan dalam peperangan. 
Pembagian santunan antara lain menurut K. Ali sebagai berikut: (1) Janda 
Rasul memperoleh 10.000 dirham setiap tahun. (2) Veteran perang Badar 
mendapat 5.000 dirham, (3) Veteran perang Uhud mendapat 4.000 dirham, (4) 
Memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah menerima 3.000 dirham setahun. 
Tentara yang pernah mengikuti perang di zaman Umar  mendapat 500-600 
dirham setahun. Bahkan budak, wanita, anak baru lahir dan tanggungan dari 
seorang muslim mendapat bahagian dari Baitul Mal. Sistem Santunan yang 
dibuat Khalifah Umar adalah yang pertama terjadi, dimana   diperkirakan 
belum ada bandingannya sekalipun di Amerika dan Eropa pada ketika itu.14 
                                                          
12 Ibid, hlm. 7. 
13 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba 
Empat, 2009), hlm. 42 
14 Safaruddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah…. Ibid, hlm 8. 
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Khalifah Utsman Bin Affan (24-36 H/644-656 M) tidak ada melakukan 
perubahan terhadap sistem Administrasi yang ditinggalkan Khalifah Umar. 
Penerimaan negara pada ketika itu melimpah. Umar Bin Khattab adalah orang 
yang sangat dermawan, sehingga tercatat beliau tidak pernah menerima 
sesuatupun dari harta negara, baik gaji maupun fasilitas. Bahkan beliau yang 
menyumbangkan hartanya untuk kepentingan negara. Pada hari terakhir 
kehidupannya, tercatat peninggalannya hanya 2 ekor unta untuk keperluan 
menunaikan ibadah haji. 28 Dalam kitab Al-Amwal tercatat adanya terdapat 
tambahan santunan pada masa Khalifah Usman bin Affan, yaitu setiap bayi 
lahir mendapat 50 Dirham, dan jika sudah berusia setahun dinaikkan menjadi 
100 dirham setahun.15  
Khalifah Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M) juga relatif tidak 
melakukan perubahan terhadap sistem Administrasi, sebab disibukkan 
menghadapi perpecahan didalam negeri atas perseteruan dengan Muawiyah 
Bin Abi Sufyan, yang tidak mau tunduk dibawah kepemimpinan Ali Bin Abi 
Thalib. 
C. Perkembangan Akuntansi Islam Yang Terorganisir  
Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan Akuntansi Islam 
secara Internasional ditandai dengan berdirinya  AAOIFI (Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions), sebuah organisasi akuntansi Islam  
internasional nirlaba yang berpusat di Bahrain, didirikan pada 27 Maret 1991. 
Tujuan AAOIFI adalah :  
1) Mengembangkan kajian Akuntansi dan Auditing yang relevan untuk 
lembaga keuangan Islam  
2) Melakukan diseminasi pemikiran akuntansi dan Auditing yang relevan 
untuk lembaga keuangan islam melalui training, seminar, publikasi 
priodik, riset dan sejenisnya.  
3) Menyiapkan dan menyebarluaskan dan menginterpretasikan standar 
akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.  
4) Merevies dan melakukan perubahan standar akuntansi dan auditing untuk 
lembaga keuangan islam.  
 
Untuk pelaksanaan kegiatan operasional AAOIFI  pendanaannya berasal dari 
Founding Members, yaitu : IDB (Islamic Development Bank), Dar Al Maal Al 
Islami Group, Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Dallah Albaraka dan 
Kuwait Finance House serta  Uang pendaftaran dan iyuran tahunan dari 
anggotanya. 
Keanggotaan AAOIFI terdiri dari Founding Members (Pendiri), Non 
Founding Members (Non Pendiri) dan Observer (Pengamat). Non Founding 
Members terdiri dari :  
1) Lembaga Keuangan Islam. 
2) Regulator dan otoritas (Bank Sentral, Perwakilan moneter dan 
sejenisnya.  
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3) Dewan Pengawas Syariah. 
Adapun Observer terdiri dari :  
1) Organisasi dan Asosiasi yang bertanggungjawab terhadap pengaturan 
akuntansi dan profesi auditing dan yang bertanggungjawab menyusun 
standard akuntansi dan auditing di negeri-negeri islam.  
2) Praktisi Akuntansi dan bersertifikasi  dan perusahaan jasa audit yang 
memiliki perhatian terhadap praktek akuntansi dan auditing terhadap 
lembaga keuangan islam. 
3) Lembaga Keuangan Islam yang terkait dengan kegiatan keuangan islam 
dan pengguna laporan lembaga keuangan Islam. 
Saat ini organisasi AAOIFI beranggotakan sebanyak 200 institusi yang 
berasal dari 40 negara. AAOIFI telah mampu memberi jaminan dukungan terhadap 
implementasi standar yang telah diadopsi Kerajaan Bahrain, Dubai International 
Financial Centre, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan dan Syria.  Termasuk pula otoritas 
di  Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Saudi Arabia dan  Afrika 
Selatan, yang telah menerbitkan standar dan pernyataan yang didasarkan  AAOIFI. 
Total standar yang telah diterbitkan sampai akhir Desember 2014 sebanyak 88 
Standar, terdiri dari: 48 Standar Syariah, 26 Standar Akuntansi, 5 Standar Auditing, 
7 Standar Governance dan 2 Kode Etik.16 
D. Akuntansi  Syariah Di Indonesia 
Dengan kedatangan Islam di Indonesia, memberikan pengetahuan baru 
tentang cara menulis dan penggunaan mata uang coin dalam transaksi ekonomi. 
Tulis menulis dan mata uang adalah bahan dasar pencatatan dan pengukuran bagi 
akuntansi modern. Menurut prasasti Cina, ratu Sima dari kerajaan Kalingga telah 
memiliki hubungan dengan pendatang ke Indonesia. Hubungan yang dimaksud 
adalah kontak antara orang Ta-shih (Arab Muslim) pendatang dengan Ratu Sima. 
Orang Ta-Shih  masuk indonesia pada abad ke 7 Masehi melalui pesisir Pantai Barat 
Sumatera. Penyebaran Islam demikian pesat , sehingga sebelum abad ke 8 telah 
banyak kontrak dagang yang terjadi antara orang Ta-shih, Cina dan Indonesia. 
Menyebarnya orang Arab Muslim  terjadi pada masa Dinasti Umayyah  (660-749 
M). Pada ketika itu kekuatan dunia ada pada Dinasti Umayyah di Timur Tengah,  
Kerajaan Sriwijaya (Abad ke 7-13 M) di Asia Tenggara  Dan Dinasti Cina T’ang di 
Asia Timur. Pedagang muslim ketika itu tersebar luar ke Indonesia.17 
Perkembangan Islam lainnya yang mempengaruh akuntansi adalah 
penyebaran Islam terkait dengan sumber-sumber pendapatan kerajaan. 
Sebagaimana pembelanjaan yang meningkat, maka diperlukan pula sumber 
pendapatan dengan melakukan perencanaan yang lebih baik. Inilah titik awal 
keberadaan keuangan kerajaan Iislam di Indonesia. Adapun sumber-sumber 
pendapatan dihimpun melalaui kharaj (ajak tanah), Ushr (pajak Impor/Ekspor), 
Pajak orang asing, zakat, upeti, perkawinan, cerai, warisasn, khitan dan 
penguburan. Penerimaan digunakan untuk membiayai pemeliharaan masjid, 
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santunan orang miskin, Gaji para pemungut pajak, honor para imam.89 Berbeda 
dengan kerajaan indragiri Minangkabau dan Kerajaan Samudara Pasai di Aceh 
(Abad 13), yang memperoleh pendapatan dari produksi dan perdagangan emas. 
Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu 
Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri 
Belanda pada tahun 1956. Akuntanakuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri 
adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, 
mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. 
Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa 
Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA 
(Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch 
Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat 
tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan 
akuntan Indonesia.  
Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan 
di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan 
akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan 
yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan 
Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk 
menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai 
ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan 
Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan 
Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.  
Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang 
diadakan di aula UI pada pukul 19.30.  
Susunan pengurus pertama terdiri dari:  
Ketua     :  Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo  
Panitera  :  Drs. Mr. Go Tie Siem  
Bendahara :  Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)  
Komisaris  :  -  Dr. Tan Tong Djoe      
         -  Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan) 
Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah  
Prof. Dr. Abutari  
Tio Po Tjiang  
Tan Eng Oen  
Tang Siu Tjhan  
Liem Kwie Liang  
The Tik Him  
Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 
dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman 
mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI 
ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah (1) Membimbing 
17 
Akuntansi Syariah Dalam  
Khazanah Islam 
 
 
perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. (2) 
Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.18 
Terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi 
keuangan di Indonesia. Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar 
modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI 
melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia 
dalam suatu buku ” Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).”  
Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984 dan melakukan kodifikasi 
dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 01 Oktober 1994.” Sejak 
tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan 
standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Tonggak sejarah 
ketiga adalah pengembangan selanjutnya, dengan terjadinya perubahan dari 
harmonisasi ke adaptasi, kemudian mengadopsi dalam rangka konvergensi dengan 
International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Dalam pengembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara 
berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru 
sejak tahun 1994. Proses revisi sudah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 
Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2010. 
buku ”Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2010” ini di dalamnya sudah 
bertambah di bandingkan dengan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK 
Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. 
Ada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK 
diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan 
diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu 
telah dibentuk juga Komite Akuntansi Syariah (KAS)  pada tanggal 18 Oktober 
2005 yang dimaksudkan untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK 
yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi Syariah yang dilakukan oleh 
DSAK. Anggota DSAK terdiri atas profesi akuntan dan dari luar profesi akuntan, 
yang mewakili para pengguna, sebagai mitra DSAK dalam merumuskan arah dan 
pengembangan SAK di Indonesia.  
Sebagaimana yang berwenang sebagai Penyusun standar akuntansi 
indonesiaadalah DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan), yang berada 
dibawah IAI (Ikatan akuntan Indonesia).  Pada ketika berdirinya Bank Muamalat 
Indonesia tahun 1992 sebagai Bank Syariah yang pertama, DSAK tidak serta merta 
menyapkan standar akuntansi untuk digunakan Bank Islam di Indonesia. Pada 
ketika itu Bank syariah menggunakan PSAK no. 31 tentang Standar Akuntansi 
Perbankan. Disamping itu Bank Syariah mempedomani sebagian standard AAOIFI.   
Pada tahun 1999 Bank Indonesia berinisiatif untuk mewujudkan standar 
akuntansi akuntansi bank syariah, dengan menerbitkan surat edaran no 
1/16/KEP/DGB/1999,  yang menetapkan Bank Indonesia, DSAK, Bank Muamalat 
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Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai komponen yang akan menyusun standar 
akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 
Setelah  10 tahun keberadaan Bank Islam di indonesia, yaitu  pada tanggal 1 
januari 2003, barulah diberlakukan PSAK no 59 tentang Akuntansi Bank Syariah. 
Seiring dengan peningkatan aktifitas dan jumlah bank islam, pada tahun 2005 IAI 
membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bahagian dari DSAK yang secara 
khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuntansi lembaga keuangan islam. 
Pada tahun 2010 IAI memutuskan untuk mentransformasikan komite ini menjadi 
DSAS (Dewan /standar Akuntansi Syarah) yang kedudukannya setara dengan 
DSAK. Saat ini telah terbit 10 standar akuntansi  (PSAK 101-110) yang disetujui 
untuk menggantikan PSAK 59. Dan sampai saat ini PSAK yang memuat transaksi-
transaksi yang sudah dikeluarkan IAI melalui DSAS sudah sampai PSAK Syariah 
112  tentang wakaf tahun 2018. 
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KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (KDPPLKS) 
PSAK SYARIAH 100 
Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1) Pengertian KDPPLKS 
2) Paradigma Akuntansi Syariah 
3) Asas Transaski Syariah 
4) Karakteristik Transaksi Syariah 
5) Tujuan Laporan Keuangan Syariah 
6) Asumsi Dasar 
7) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah 
8) Unsur-unsur Laporan Keuangan 
........................................................................................................................ 
A. Pengertian KDPPLKS 
Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga 
penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. DSAK (Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan) mensahkan KDPPLKS pada tanggal 27 Juni 2007. Kerangka dasar atau 
kerangka skonseptual akuntansi adalah konsep yang mendasari penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka dasar berguna 
sebagai acuan bagi :  
1) Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah.  
2) Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi 
yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.  
3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 
keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku 
umum. 
4) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan syariah.19 
 
Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (general 
purpose financial statements), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan 
keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk 
memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini 
memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang 
tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat 
tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan 
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Keuangan, PSAK No. 100, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 1. 
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karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan 
mempertimbangkan kebutuhan pemakai. 
Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan 
komersial dan atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan 
ekuitas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi 
laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan 
dana kebajikan. 
Ruang lingkup KDPPLKS meliputi 1) Tujuan Laporan Keuangan, 2) 
Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi  dalam laporan 
keuangan dan 3) definisi, pengakuan dan pengukuran unsurunsur yang membentuk 
laporan keuangan. 
 
B. Paradigma Akuntansi Syariah 
Paradigma Akuntansi Syariah Sebagai suatu bangunan teori akuntansi, 
KDPPLKS memiliki struktur yang terdiri dari : 1) paradigma sebagai landasan 
palingmen dasar, 2) Asas yang ditegakkan sebagai prinsip sebagai pilar-pilar dan 
3) Karakteristik sebagai tampilannya. Paradigma Akuntansi Syariah adalah 
”Amanah”, yaitu alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah sebagai 
titipan yang dipercayakan sebagai sarana mencapai kebahagiaan yang hakiki 
material dan spiritual (al-falah). 
Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki 
akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak 
sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma 
ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola 
yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik. 
Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat 
manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan 
interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama 
makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi 
syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang 
melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-
nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling 
menguntungkan, sinergi dan harmonis.20 
 
 
                                                          
20 Ibid, hlm 6. 
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C. Asas Transaksi Syariah 
Asas Transaksi Syariah berdasarkan pada prinsip :  
1. Persaudaraan (ukhuwah)  
Esensi dari prinsip persaudaraan ini merupakan nilai universal yang 
menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk 
kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. 
Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh 
manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat 
keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah 
berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), 
saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan 
beraliansi (tahaluf).21 
 
2. Keadilan (‘adalah)  
Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan 
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu 
sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan 
prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: 
a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah 
maupun fadhl). Setiap tambahan pada jumlah piutang yang 
dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta 
derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan tambahan  yang 
dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi 
termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai 
maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. 
b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun 
lingkungan). Menempatkan sesuatu tidak   pada tempatnya, 
memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, 
mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu 
yang tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan 
kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau membawa 
kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan 
transaksi. 
c. Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif). Setiap transaksi yang bersifat 
spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas  serta bersifat 
perjudian (gambling) 
d. Gharar (unsur ketidakjelasan). Setiap transaksi yang berpotensi 
merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, 
manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian 
pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain :  
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a) Tidak adanya kepastian penjualan untuk menyerahkan obyek 
akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada 
maupun belum ada  
b) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.  
c) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/ 
jasa.  
d) Tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat 
pembayaran.  
e) Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad 
f) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan 
yang ditentukan dalam transaksi.  
g) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang 
kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan dan ketidakpahaman 
yang ditransaksikan. 
e. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas 
operasional yang terkait). Segala unsur  yang dilarang secara tegas 
dalam Al Quran dan As Sunah. 
 
3. Kemaslahatan (maslahah)  
Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi 
duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. 
Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan 
syariah (halal) serta bermanfaatdan membawa kebaikan (thayib) dalam semua 
aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi 
syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan 
unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu 
berupa pemeliharaan terhadap :  
a) Akidah, keimanan dan ketakwaan (dien)  
b)  Akal (‘aql)  
c) Keturunan (nasl)  
d) Jiwa dan keselamatan (nafs)  
e) Harta benda (mal). 
 
4. Kesimbangan (tawazun)  
Meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan 
publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan 
aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya 
menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk 
kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak 
hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang 
dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. 
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5. Universalisme (syumuliah) 
Dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan 
golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil 
alamin). 
 
D. Karakteristik Transaksi Syariah 
Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi 
syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :  
1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling 
ridha; 
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik 
(thayib);  
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, 
bukan sebagai komoditas; 
4. Tidak mengandung unsur riba; 
5. Tidak mengandung unsur kezaliman; 
6. Tidak mengandung unsur maysir; 
7. Tidak mengandung unsur gharar; 
8. Tidak mengandung unsur haram; 
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) 
karena keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha terkait dengan 
resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip 
al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);  
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar 
serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain 
sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk 
satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang 
berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad;  
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun 
melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan  
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). 
Berdasarkan IAI (2007 Paragraf 28-29) transaksi syariah dapat berupa 
aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang nonkomersial. 
Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk 
mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau 
pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah 
nonkomersial dilakukan antara lain berupa: penberian dan pinjaman atau talangan 
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(qardh); penghimpunan dana dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, 
sedekah, waqaf dan hibah.22 
E. Tujuan Laporan Keuangan  
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:  
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 
dan kegiatan usaha;  
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap kepatuhan prinsip syariah, 
serta informasi aset,  kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai 
dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan 
penggunaannya;  
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 
entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 
menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.; 
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh 
penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi 
mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas 
syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan 
wakaf.  
Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 
bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 
keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 
informasi non keuangan. 
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 
(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau 
dipertanggumgjawabkan manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 
membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, 
keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau 
keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.23 
 
 
 
 
                                                          
22 Ibid, hlm 9. 
23 Ibid, hlm 10-11. 
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F. Asumsi Dasar  
1. Dasar akrual  
Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. 
Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 
kejadian ( dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan 
diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan 
keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun 
atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya 
transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi 
juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang 
mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh kerena itu, 
laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan 
peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan 
keputusan ekonomi.  
Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha 
menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha 
berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah 
keuntungan bruto (gross Profit). 
 
2. Kelangsungan Usaha  
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan 
usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Karena 
itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan 
melikuidasi atau mengurangi secara material sekala usahanya. Jika maksud 
atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun 
dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. 
 
 
G. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah  
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 
laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif 
pokok yaitu:  
1. Dapat Dipahami  
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 
adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud 
ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 
aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 
informasi dengan ketekunan yang wajar. Dengan demikian, informasi 
kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat 
dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 
sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu. 
 
 
26 
PSAK 100 - KDPPLKS 
2. Relevan  
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 
relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 
depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.  
Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan 
(confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan 
besarnya aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka 
berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan 
peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama 
juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap 
prediksi yang lalu misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas 
syariah diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang 
direncanakan.  
Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali 
digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja 
masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, 
seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan 
kemampuan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh 
tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam 
keadaan peramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan 
keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan 
informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif 
laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban 
yang tidak biasa, abnormal dan jarang diungkapkan secara terpisah. 
 
Materialitas  
Relevansi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam 
beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan 
relevansinya. Misal, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi 
penilaian resiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa 
mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut 
dalam priode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas 
dipandang penting, misal jumlah serta kategori persediaan yang sesuai 
dengan kebutuhan entitas syariah.  
Informasi dipandang material kalau kelalaian mencantumkan atau 
kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 
ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas 
tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 
situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (ommision) atau 
kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih 
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merupakan suatu ambang batas atau titik pemisahan dari pada suatu 
karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang 
berguna. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan 
jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep 
materialistis. 
3. Keandalan  
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 
memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 
kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang 
tulus dan jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau 
yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.  
Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak 
dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 
menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian 
dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat 
bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam 
neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan 
dari tuntutan tersebut. 
a) Penyajian jujur  
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 
wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus 
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk 
aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuisitas syariah pada tanggal 
pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. 
Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian 
yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal 
tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi 
lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi 
serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau 
menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi 
dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan 
dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak 
mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan 
usahanya entitas syariah dapat menghasilkan goodwill secara andal. Namun, 
dalam kasus lain pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan 
mengungkapkan resiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan 
pengukurannya. 
b) Substansi Mengungguli Bentuk  
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur, transaksi 
serta peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi 
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dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi 
atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk 
hukum. 
c) Netralitas  
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada 
usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, 
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai 
kepentingan yang berlawanan. 
d) Pertimbangan sehat  
Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian 
peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, 
prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan 
garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan 
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan 
pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. 
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 
prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak 
dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat 
tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau 
penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau 
penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih 
tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral dan karena itu, tidak 
memilliki kualitas andal. 
e) Kelengkapan  
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 
lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 
mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar 
atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna 
ditinjau dari segi relevansi. 
4. Dapat dibandingkan  
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas 
syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi 
dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 
keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 
serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran 
dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa 
harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode 
entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun 
dengan entitas lain.  
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Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan 
adalah bahwa pemakai harus mendapat iinformasi tentang kebijakan 
akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan 
perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus 
dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasikan perbedaan kebijakan 
akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama 
dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas 
syariah yang berbeda. 
 
H. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal  
1. Tepat Waktu  
Jika terdapat penundaan yang semestinya dalam peloporan, maka 
informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen 
mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu 
dan ketentuan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk 
menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum 
seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga 
mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai 
seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tapi 
kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam usaha mencapai 
keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan 
keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. 
2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat  
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu 
kendala yang dapat terjadi (perpasive) dari pada suatu karakteristik kualitatif. 
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya 
penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan 
manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (judgement process). Biaya 
tidak harus  dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin 
juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan 
penyampaian informasi. Karena alasan inilah maka sulit untuk 
mengaplikasikan uji biayamanfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, 
dewan penyusun standar akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan 
pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini. Dalam praktek, 
keseimbangan atau trade off diantara berbagai karakteristik kualitatif sering 
diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu 
keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi 
tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik 
dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan 
profesional. 
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3. Penyajian Wajar  
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan wajar 
dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi, kinerja serta perubahan posisi 
keuangan suatu entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak 
menanangani secara langsung. Konsep tersebut, penetapan karakteristik 
kualitatif, pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya 
menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada 
umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau 
menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu. 
 
I. Unsur-Unsur Laporan Keuangan  
Sesuai karekteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain 
meliputi: 
1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil : 
Laporan posisi keuangan (neraca), Laporan laba rugi, Laporan arus kas, 
Laporan perubahan ekuitas;  
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial: 
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan Laporan sumber dan 
penggunaan dana kebijakan.  
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan 
tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. 
 
Posisi Keuangan  
Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah Aset, Kewajiban, Dana 
Syirkah Temporer dan Ekuitas. Pos-pos ini didefenisikan sebagai berikut: 
a) Aset adalah sumber daya yang dikuasasi entitas syariah sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan dapat 
diperoleh. 
b) Kewajiban adalah hutang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa 
masa lalu. Penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber daya 
entitas syariah.  
c) Dana Syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi 
dengan jangka waktu tertentu dimana entitas memiiki hak untuk mengelola 
dan menginvestasikannya dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. 
d) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi 
semua kewajiban dan dana syirkah temporer. 
e) Kinerja dalam Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai 
ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan 
investasi (return on investment) atau penghasilan persaham (earning per 
share). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan 
bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. 
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f) Penghasilan didefinisikan meliputi baik pendapatan (revenue) maupun 
keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas 
syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti 
penjualan, penghasilan jasa (fees), bagi hasil, dividen, royalti dan sewa. 
g) Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam 
pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Beban yang timbul dalam 
pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Baban yang timbul dalam 
pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban 
pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk 
arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan 
dan aset tetap. 
h) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian  
bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi 
bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak 
ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika 
untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi 
hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas 
investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. 
 
J. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan  
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. 
Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran itu. Sejumlah dasar pengukuran 
yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan 
keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Biaya historis  
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau 
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk 
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar 
jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau 
dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas 
(atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi 
kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.  
2. Biaya kini (current cost) 
Aset ini dinilai  dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya 
dibayar jika aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban 
dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan 
(undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan 
kewajiban (obligation) sekarang.  
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3. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value) 
Aset dinyatakan dalam jumlah  kas (atau setara kas) yang dapat 
diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (ordely 
disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu jumlah kas 
(atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan 
untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha secara normal.24 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
SOAL LATIHAN 
 
1) Sebutkan pengertian KDPPLKS? 
2) Sebutkan dan jelaskan paradigma akuntansi syariah? 
3) Sebutkan dan jelaskan Asas Transaski Syariah? 
4) Sebutkan dan jelaskan Karakteristik Transaksi Syariah? 
5) Sebutkan dan jelaskan Tujuan Laporan Keuangan Syariah? 
6) Sebutkan dan jelaskan Asumsi Dasar? 
7) Sebutkan dan jelaskan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
Syariah? 
8) Sebutkan dan jelaskan Unsur-unsur Laporan Keuangan? 
 
                                                          
24 Ibid, hlm 41. 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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PSAK SYARIAH 101 
Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1) Ruang Lingkup Pengaturan Psak Syariah 101 
2) Tujuan Laporan Keuangan 
3) Komponen Laporan Keuangan 
4) Unsur-unsur Laporan Keuangan 
5) Pertimbangan Menyeluruh Penyusunan Laporan Keuangan Syariah 
6) Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
…………………........................................................................................................ 
 
A. Pendahuluan 
PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pertama terbit pada 
27 Juni 2007. PSAK ini kemudian direvisi dengan pengesahannya pada 16 
Desember 2011 dan selanjutnya direvisi kembali dengan pengesahannya pada 15 
Oktober 2014. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah ini memuat 
tujuan laporan keuangan, tanggungjawab atas laporan keuangan, Karakteristik 
Umum, perubahan dalam kebijakan akuntansi serta Struktur dan Isi laporan 
keuangan. PSAK 101 juga memuat ilustrasi format  laporan keuangan beberapa 
entias syariah, seperti Bank Syariah, dan Asuransi Syariah dan Amil Zakat. 
 
B. Ruang Lingkup Pengaturan PSAK Syariah 101 
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa PSAK Syariah 2007 berlaku bagi 
entitas syariah maupun entitas konvensional yang menjalankan transaksi syariah. 
Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan 
transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 
dinyatakan dalam anggaran dasarnya (paragraf 3). 
Kegiatan setiap entitas harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan 
keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. 
Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang 
disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti 
laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan 
keuangan konsolidasian. 
Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan 
sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas 
independen, bank sentral, dan sebagainya. Pernyataan ini menggunakan 
terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk 
entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, 
pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin 
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perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang 
terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta 
dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan 
keuangannya. 
Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas 
saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap 
penyajian dalam laporan keuangannya.25 
 
C. Tujuan Laporan Keuangan  
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 
dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan secara 
umum adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 
keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna 
dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan 
informasi mengenai entitas syariah yang meliputi : 
1. Aset; 
2. Kewajiban; 
3. Dana syirkah temporer; 
4. Ekuitas; 
5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 
6. Arus kas; 
7. Dana zakat, dan 
8. Dana kebajikan. 
Informasi yang disajikan oleh entitas syariah memiliki komponen yang lebih 
banyak dibandingkan komponen entitas konvensional lainnya yang biasanya hanya 
menampilkan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk 
keuantungan dan kerugian, dan arus kas. Informasi tentang dana syirkah temporer, 
dana zakat maupun dana kebajikan merupakan karakteristik khusus yang dimiliki 
oleh entitas syariah. 
Pos dana syirkah temporer memberikan kesempatan bagi entitas syariah 
untuk membuat kekhususan baru dalam mengategorikan investasi yang bukan 
merupakan modal atau ekuitas dari entitas syariah tersebut. Hal ini lazim terjadi 
disektor perbankan syariah. Pemegang rekening tabungan dan deposito tidak 
dikategorikan sebagai pemodal (Shareholder) yang memiliki hak kepemilikan atas 
entitas syariah. Pemegang rekening tersebut berhak atas bagi hasil entitas syariah, 
namun tidak memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan atas entitas 
tersebut.26 
                                                          
25 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Penyajian Laporan 
Keuangan, PSAK No. 101, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 1. 
26 Ibid, hlm 2. 
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D. Komponen Laporan Keuangan 
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut 
ini:  
1) Neraca;  
2) Laporan Laba Rugi;  
3) Laporan Arus Kas;  
4) Laporan Perubahan Ekuitas;  
5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;  
6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan  
7) Catatan atas Laporan Keuangan. 
PSAK 101 mengatur, apabila Entitas Syariah merupakan lembaga keuangan, 
maka selain komponen diatas, entitas syariah menyajikan komponen laporan 
keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas syairah tersebut 
jika substansi informasinya belum tercakup pada beberapa laporan diatas. 
Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang 
menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi 
keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut 
dapat meliputi:  
a) faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan kinerja keuangan, 
termasuk perubahan lingkungan dimana entitas syariah beroperasi, respon 
yang diambil dan hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan 
memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya;  
b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio kewajiban terhadap 
ekuitas; dan  
c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam neraca sebagaimana 
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.27 
 
E. Pertimbangan Menyeluruh Penyusunan Laporan Keuangan Syariah 
 
1. Penyajian Secara Wajar 
Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, 
kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang 
diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan 
penyajian yang wajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskan oleh 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 
Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan belum mengatur 
masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu 
transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui 
                                                          
27 Ibid, hlm 2. 
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pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta 
menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan 
informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 
PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar 
posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan 
tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan 
informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna 
menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas 
syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan 
sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. 
Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering mengakibatkan belum 
diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, 
penyajian secara wajar laporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan 
menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan 
informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam Kerangka Dasar 
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 
2. Kebijakan Akuntansi 
Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan manajemen yang memilih dan 
menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan 
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus menetapkan 
kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi: 
a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk 
pengambilan keputusan; dan  
b. dapat diandalkan, dengan pengertian:  
1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan 
entitas syariah;  
2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau 
transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;  
3) netral yaitu bebas dari keberpihakan;  
4) mencerminkan kehati-hatian; dan  
5) mencakup semua hal yang material. 
Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, 
dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka manjemen 
menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang 
memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. 
Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan: 
a. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip 
dengan masalah terkait; 
b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dana 
syirkah temporer, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam 
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Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah; dan  
c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik 
industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf (a) dan (b) 
paragraf ini. 
 
3. Kelangsungan Usaha 
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai 
(assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan 
keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali 
manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak 
mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian 
kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait 
dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas 
kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak 
disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut 
harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan 
usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. 
Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah 
asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan 
laporan keuangan. Dalam mempertimbang-kan apakah dasar asumsi 
kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan semua 
informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan dari tanggal neraca. 
4. Dasar Akrual 
Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, 
kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan 
pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha 
didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar 
kas). 
5. Konsistensi Penyajian 
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar 
periode harus konsisten, kecuali:  
a. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas 
syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian 
yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau  
b. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan. 
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Akusisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang terhadap 
penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa 
laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah 
mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian 
tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan 
kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru akan digunakan 
seterusnya, sehingga tidak menurunkan daya komparatifnya. Ketika 
melakukan perubahan penyajian, entitas syariah harus mengklasifikasi ulang 
informasi komparatif. 
6. Materialitas dan Agregasi 
Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan 
sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki 
sifat atau fungsi yang sejenis. 
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas sejumlah transaksi 
yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses 
penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan 
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasi pos 
tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam 
laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu pos mungkin 
tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi 
cukup material untuk disajikan terpisah dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. Informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya 
informasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos 
maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis dimana masing-masing 
dapat menjadi faktor penentu. Penerapan konsep materialitas berarti 
pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataan atau 
Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yang diungkapkan adalah 
tidak material. 
7. Saling Hapus (Offsetting) 
Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban 
disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam 
Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. 
Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan 
keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi 
penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa 
depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang 
dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk 
kategori saling hapus. 
Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi-
transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama pendapatan dan 
bersifat insidentil. Hasil dari transaksi tersebut disajikan dengan 
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mengurangkan setiap pendapatan dengan beban yang berkaitan sepanjang 
penyajian tersebut menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa 
tersebut. Contoh:  
a. keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar termasuk 
investasi dan aset operasional dilaporkan dengan mengurangkan 
penerimaan dengan nilai tercatat dan beban yang timbul akibat 
pelepasan aset tersebut; 
b. pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrak dengan 
pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelah dikurangi dengan 
penggantian yang diterima; dan  
c. pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajak terkait 
dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
 
8. Informasi Komparatif 
Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan 
periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan 
deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali 
apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 
Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan 
keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada 
periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, 
dimana hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya 
dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada 
periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh manfaat dari 
informasi adanya ketidakpastian pada tanggal Neraca sebelumnya dan 
langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi 
ketidakpastian tersebut. 
Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 
diubah maka jumlah komparatif harus direklasifikasi kecuali tidak praktis 
dilakukan. Apabila jumlah komparatif direklasifikasi maka harus 
diungkapkan:  
a. sifat dari reklasifikasi;  
b. jumlah setiap pos atau kelompok pos yang di-reklasifikasi; dan  
c. alasan reklasifikasi. 
Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan maka 
harus diungkapkan:  
a. alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut; dan  
b. sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut 
direklasifikasi. 
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Informasi komparatif antar periode membantu pemakai dalam 
pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi 
keuangan untuk maksud membuat prediksi. Terdapat suatu keadaan dimana 
reklasifikasi untuk menjaga daya banding informasi komparatif dengan 
informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada 
periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak 
memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan 
kembali informasi tersebut. 
 
F. Struktur Dan Isi 
1. Identifikasi Laporan Keuangan 
Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari 
informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Laporan keuangan sering 
disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau 
prospektus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku 
untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen 
lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mampu 
membedakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dari 
informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi 
tidak perlu disajikan sesuai dengan PSAK. 
Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di 
samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, 
pada setiap halaman laporan keuangan:  
a. nama entitas syariah pelapor atau identitas lain;  
b. cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau 
beberapa entitas;  
c. tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana 
yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;  
d. mata uang pelaporan; dan  
e. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 
Ketentuan di atas dapat dipenuhi dengan menyajikan judul halaman dan 
singkatan judul kolom pada setiap halaman laporan keuangan. Diperlukan 
pertimbangan dalam menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi 
tersebut di atas. Disamping itu, laporan keuangan sering lebih mudah 
dipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalam ribuan, jutaan, 
atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan 
penyajian diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang. 
2. Periode Pelaporan 
Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun 
buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk 
periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka 
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sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas 
syariah harus mengungkapkan:  
a. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; 
dan  
b. fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan 
Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 
Kebajikan, serta catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan. 
Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten yang mencakup 
periode satu tahun. Tetapi untuk alasan kepraktisan, beberapa entitas 
menyusun laporan keuangannya yang mencakup periode 52 minggu. 
Pernyataan ini tidak melarang praktik tersebut karena laporan keuangan yang 
dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajian laporan 
keuangan untuk satu tahun. 
 
G. Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
1. Laporan Keuangan Bank Syariah 
a. Komponen Laporan Keuangan 
Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari:  
1) Neraca;  
2) Laporan laba rugi;  
3) Laporan arus kas;  
4) Laporan perubahan ekuitas;  
5) Laporan perubahan dana investasi terikat;  
6) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;  
7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;  
8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan  
9) Catatan atas laporan keuangan. 
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PT Bank Syariah “X” 
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
Per 31 Desember 20X1 
Aset  
Kas        xxx  
Penempatan pada Bank Indonesia     xxx  
Giro pada bank lain      xxx  
Penempatan pada bank lain     xxx  
Investasi pada efek/surat berharga    xxx  
Piutang:  
Murabahah       xxx  
Salam       xxx  
Istishna       xxx  
Ijarah       xxx 
Pembiayaan:  
Mudharabah       xxx  
Musyarakah       xxx  
Persediaan       xxx  
Tagihan dan kewajiban akseptasi     xxx  
Aset ijarah       xxx  
Aset istishna dalam penyelesaian     xxx  
Penyertaan pada entitas lain      xxx  
Aset tetap dan akumulasi penyusutan     xxx  
Aset lainnya       xxx  
Jumlah Aset       xxx 
KEWAJIBAN  
Kewajiban segera       xxx  
Bagi hasil yang belum dibagikan     xxx  
Simpanan       xxx  
Simpanan dari bank lain      xxx  
Utang:  
Salam       xxx  
Istishna’       xxx  
Kewajiban kepada bank lain      xxx  
Pembiayaan yang diterima      xxx  
Utang pajak       xxx  
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi    xxx 
Pinjaman yang diterima      xxx  
Kewajiban lainnya       xxx  
Pinjaman subordinasi      xxx  
Jumlah Kewajiban      xxx 
DANA SYIRKAH TEMPORER  
Dana syirkah temporer dari bukan bank:  
Tabungan mudharabah      xxx  
Deposito mudharabah      xxx  
Dana syirkah temporer dari bank:  
Tabungan mudharabah      xxx  
Deposito mudharabah      xxx  
Musyarakah       xxx  
Jumlah Dana Syirkah Temporer     xxx 
EKUITAS  
Modal disetor      xxx  
Tambahan modal disetor      xxx  
Saldo laba (rugi)       xxx  
Jumlah Ekuitas       xxx 
Jumlah Kewajiban,  
Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas    xxx 
 
Ilustrasi 1 
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Ilustrasi 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Laba Rugi 
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 
 
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh  
Bank sebagai Mudharib  
Pendapatan dari jual beli:  
Pendapatan marjin murabahah    xxx  
Pendapatan neto salam paralel    xxx  
Pendapatan neto istishna paralel    xxx  
Pendapatan dari sewa:  
Pendapatan neto ijarah     xxx  
Pendapatan dari bagi hasil:  
Pendapatan bagi hasil mudharabah  xxx  
Pendapatan bagi hasil musyarakah   xxx  
Pendapatan usaha utama lainnya   xxx  
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana  
oleh Bank sebagai Mudharib    xxx 
Hak pihak ketiga atas bagi hasil            (xxx)  
Hak bagi hasil milik Bank     xxx 
Pendapatan Usaha Lainnya  
Pendapatan imbalan jasa perbankan    xxx  
Pendapatan imbalan investasi terikat    xxx  
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya   xxx 
Beban Usaha  
Beban kepegawaian      (xxx)  
Beban administrasi      (xxx)  
Beban penyusutan dan amortisasi    (xxx)  
Beban usaha lain      (xxx)  
Jumlah Beban Usaha     (xxx) 
Laba (Rugi) Usaha      xxx 
Pendapatan dan Beban Nonusaha  
Pendapatan nonusaha      xxx  
Beban nonusaha              (xxx)  
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha   xxx 
Laba (Rugi) sebelum Pajak    xxx 
Beban Pajak                (xxx) 
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan   xxx 
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Ilustrasi 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrasi 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 
 
Saldo awal                xxx  
Jumlah unit penyertaan investasi awal     
periode       xxx  
Nilai per unit penyertaan investasi   xxx  
Penerimaan dana      xxx  
Penarikan dana      (xxx)  
Keuntungan (kerugian) investasi    xxx  
Biaya administrasi              (xxx)  
Imbalan bank sebagai agen investasi            (xxx)  
Saldo investasi pada akhir periode    xxx 
Jumlah unit penyertaan investasi pada      
akhir periode      xxx  
Nilai unit penyertaan investasi pada      
akhir periode      xxx 
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 
 
Pendapatan Usaha Utama (Akrual) xxx 
Pengurang:  
Pendapatan periode berjalan yang kas atau  
setara kasnya belum diterima:  
Pendapatan margin murabahah    (xxx)  
Pendapatan istishna’     (xxx)  
Hak bagi hasil:  
Pembiayaan mudharabah    (xxx)  
Pembiayaan musyarakah    (xxx)  
Pendapatan sewa      (xxx)  
Jumlah pengurang      (xxx) 
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Ilustrasi 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Penambah:  
Pendapatan periode sebelumnya yang  
kasnya diterima pada periode berjalan:  
Penerimaan pelunasan piutang:  
Margin murabahah     xxx  
Istishna’       xxx  
Pendapatan sewa      xxx  
Penerimaan piutang bagi hasil:  
Pembiayaan mudharabah    xxx  
Pembiayaan musyarakah    xxx  
Jumlah penambah      xxx 
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil  xxx  
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah   xxx  
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana   xxx  
Dirinci atas:  
Hak pemilik dana atas bagi hasil    
yang sudah didistribusikan    xxx  
Hak pemilik dana atas bagi hasil    
yang belum didistribusikan    xxx 
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat 
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 
 
Sumber Dana Zakat  
Zakat dari dalam bank syariah     xxx  
Zakat dari pihak luar bank syariah    xxx  
Jumlah sumber dana zakat              xxx 
Penggunaan Dana Zakat  
Fakir       (xxx)  
Miskin       (xxx)  
Amil       (xxx)  
Muallaf       (xxx)  
Orang yang terlilit hutang (gharim)    (xxx)  
Riqab       (xxx)  
Fisabilillah       (xxx)  
Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)   (xxx)  
Jumlah penggunaan dana zakat           (xxx) 
Kenaikan (penurunan) dana zakat              xxx  
Saldo awal dana zakat               xxx  
Saldo akhir dana zakat               xxx 
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Ilustrasi 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan 
Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 
dan PSAK terkait. 
  
PT Bank Syariah “X” 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 
 
Sumber Dana Kebajikan  
Infak Zakat dari dalam bank syariah    xxx  
Sedekah       xxx  
Hasil pengelolaan wakaf     xxx  
Pengembalian dana kebajikan produktif   xxx  
Denda        xxx  
Pendapatan nonhalal      xxx  
Jumlah Sumber Dana Kebajikan    xxx 
Penggunaan Dana Kebajikan  
Dana kebajikan produktif     (xxx) 
 Sumbangan       (xxx)  
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum  (xxx) 
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan   (xxx) 
Kenaikan (penurunan    
dana kebajikan      xxx  
Saldo awal dana kebajikan     xxx  
Saldo akhir dana kebajikan    xxx 
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PT Asuransi Syariah “X” 
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
Per 31 Desember 20X1 
Aset  
Kas dan Setara Kas     xxx  
Piutang Kontribusi      xxx  
Piutang Reasuransi      xxx  
Piutang:  
Murabahah      xxx  
Salam       xxx  
Istishna       xxx  
Investasi Surat Berharga    xxx 
Pembiayaan:  
Mudharabah      xxx  
Musyarakah      xxx  
Investasi pada entitas lain    xxx  
Properti Investasi      xxx  
Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan   xxx  
Jumlah Aset Tetap     xxx 
 
2. Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah 
Ketentuan mengenai komponen dan ilustrasi laporan keuangan entitas 
asuransi syariah ini merupakan penambah dari komponen dan iliustrasi 
Laporan Keuangan Entitas Syariah yang telah ada. Ketentuan ini berlaku 
selaras dengan diberlakukannya PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi 
Syariah yang berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan entitas asuransi syariah pada atau setelah 1 Januari 2010. 
 
a. Komponen Laporan Keuangan 
Laporan keuangan asuransi syariah yang lengkap terdiri dari:  
1) Neraca;  
2) Laporan laba rugi;  
3) Laporan arus kas;  
4) Laporan perubahan ekuitas;  
5) Laporan perubahan dana investasi terikat;  
6) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;  
7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;  
8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan  
9) Catatan atas laporan keuangan. 
 
Ilustrasi 1 
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
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KEWAJIBAN  
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak   xxx  
Utang Klaim       xxx  
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan xxx  
Bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang  
Masih harus dibayar     xxx  
Bagian peserta atas surplus underwriting dana  
tabarru’ yang masih harus dibayar    xxx   
Utang reasuransi      xxx  
Utang dividen       xxx  
Utang pajak       xxx 
Jumlah Kewajiban      xxx 
 
Dana Peserta  
Dana syirkah temporer  
Mudharabah      xxx  
Dana tabarru’      xxx  
Jumlah dana peserta      xxx 
Ekuitas  
Modal disetor       xxx  
Tambahan modal disetor     xxx  
Saldo Laba       xxx  
Jumlah ekuitas      xxx  
Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas  xxx 
PT Asuransi Syariah “X” 
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ 
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1 
 
Pendapatan Asuransi  
Kontribusi bruto      xxx  
Ujrah pengelola      (xxx)  
Bagian reasuransi (atas risiko)     (xxx)  
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak   (xxx)  
Jumlah pendapatan asuransi     xxx 
Beban Asuransi  
Pembayaran klaim      xxx 
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain  (xxx)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrasi 2 
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ 
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Klaim yang masih harus dibayar    xxx  
Klaim yang masih harus dibayar yang  
ditanggung reasuransi dan pihak lain   (xxx)  
Penyisihan teknis:    
Beban Penyisihan teknis     xxx  
Jumlah beban asuransi      xxx 
Surplus (Defisit) Neto Asuransi     xxx  
Pendapatan Investasi Total pendapatan investasi  xxx  
-/- Beban pengelolaan portofolio investasi   xxx  
Pendapatan investasi neto     xxx 
Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’   xxx 
PT Asuransi Syariah “X” 
Laporan Perubahan Dana Tabarru 
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1 
 
Surplus underwriting dana tabarru’ (dasar akrual)  xxx    
Distribusi ke peserta     (xxx)    
Distribusi ke pengelola     (xxx)  
Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’   xxx  
Saldo awal       xxx  
Saldo akhir       xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrasi 3 
Laporan Perubahan Dana Tabarru’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
PSAK 101   
Penyajian Laporan Keuangan 
PT Asuransi Syariah “X” 
Laporan Laba Rugi 
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1 
 
Pendapatan  
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah)  xxx  
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi  
dana peserta      xxx  
Pendapatan pembagian surplus underwriting   xxx  
Pendapatan investasi      xxx  
Jumlah pendapatan      xxx 
Beban  
Beban komisi       xxx  
Ujrah dibayar       xxx  
Beban umum dan administrasi     xxx  
Beban pemasaran      xxx  
Beban pengembangan      xxx  
Jumlah beban       xxx 
Laba Usaha       xxx 
Pendapatan (beban) nonusaha neto    xxx 
Laba Sebelum Pajak      xxx 
Beban pajak       xxx 
Laba Neto       xxx 
 
Ilustrasi 4 
Laporan Laba Rugi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan Perubahan Ekuitas 
Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai 
dengan PSAK yang relevan. 
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……………………………………………………………………………………… 
SOAL LATIHAN 
 
1) Sebutkan Ruang Lingkup Pengaturan Psak Syariah 101? 
2) Sebutkan Tujuan Laporan Keuangan? 
3) Sebutkan Komponen Laporan Keuangan? 
4) Sebutkan Unsur-unsur Laporan Keuangan? 
5) Sebutkan Pertimbangan Menyeluruh Penyusunan Laporan Keuangan 
Syariah? 
6) Tuliskan Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada entitas 
syariah? 
 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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PSAK SYARIAH 102 
 
Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Akad Murabahah  
2. Jenis Akad Murabahah 
3. Landasan Syariah 
4. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 
5. Ketentuan Akad Murabahah 
6. Standar Akuntansi Murabahah 
7. Perlakuan Akuntansi Murabahah  
……...………………………………………………………………….. 
 
Pengantar 
PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pertama terbit pada 27 Juni 2007. 
PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah ini memuat tujuan transaksi yang saat ini 
banyak dilakukan oleh bank syariah, baik umum syariah, cabang syariah bank 
konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah transaksi 
Murabahah. 
 
A. Pengertian Akad Murabahah 
Salah satu bentuk akad jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam 
fiqih muamalah isalamiah adalah Akad Murabahah. Murabahah berasal dari berasal 
dari kata ribh yang artinya laba, keuntungan, atau tambahan.28 Transaksi murabahah 
telah lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, 
yang dimaksud dengan murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut 
ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan 
bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural 
certainty contracts, karena dalam murabahah ini ditentukan berapa requires rate of 
profit-nya, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dalam transaksi ini.29  
Dalam teknis yang ada di perbankan Islam, murabahah merupakan akad jual 
beli yang terjadi antara pihak bank Islam selaku penyedia barang yang menjual 
dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan 
yang diperoleh dari pihak bank Islam dalam transaksi ini merupakan keuntungan 
jual beli yang telah disepakati secara bersama. 
Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, 
karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang 
harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan 
                                                          
28 Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan, Yogyakarta: Kaukaba, 
2014, h. 408. 
29 Adiwarman Karin, Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan, Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2016, h. 408 
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pada biaya atau (cost) tersebut.30 Karakteristik lain dari murabahah adalah cara 
pembayarannya. Cara pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan secara tunai 
atau cicilan. 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah adalah 
Akad jual-beli dimana pihak penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian 
produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang disepakati dengan nasabah. 
Pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan sescara tunai atau cicilan.31 
Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud 
dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya 
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.32 
 
B. Jenis-Jenis Akad Murabahah 
Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam : 
1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah 
menyediakan barang dan 
2. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan 
transaksi jual beli apabila ada yang pesan. 
Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam : 
a. sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut 
mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. 
b. sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan 
pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang 
tersebut.33 
 
 Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi pembayaran 
tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah 
saat ini adalah Murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara 
pembayaran tangguh. 
 
C. Landasan Syariah  
1) Al-Qur‟an  
 
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (al-
Baqarah: 275) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-nisa: 29) 
2) Hadits  
                                                          
30 Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 13 
31 Widodo, Moda,...h.409 
32 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi 
Murabahah, PSAK No. 102, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 1. 
33 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan 
Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hlm 111. 
54 
PSAK 102  
Akuntansi Murabahah 
Dari Suhaib ar-Rumi r.a Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di 
dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 
rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah) 
3) Ijma  
Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi 
riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah. 
 
D. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 
1. Dalam Murabahah, rukun-rukunnya terdiri dari : 
a. Ba’i = penjual (pihak yang memiliki barang) 
b. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang) 
c. Mabi’ = barang yang akan diperjualbelikan 
d. Tsaman = harga, dan 
e. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima34 
 
2. Syarat Murabahah menurut Syafi’i Antonio adalah: 
a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah 
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 
c. Kontrak harus bebas dari riba 
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian 
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang35 
 
 
E. Ketentuan Akad Murabahah 
 Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Murabahah 
sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba 
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam 
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya 
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang 
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 
ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
                                                          
34 Ibid, hlm 112 
35 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek. (2005): 102 
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nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 
barang, secara prinsip, menjadi milik bank 
  
2. Ketentuan murabahah kepada nasabah 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau asset kepada bank 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 
harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli 
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan 
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka tersebut 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka : 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah 
wajib melunasi kekurangannya 
  
3. Jaminan dalam murabahah 
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang 
 
4. Hutang dalam murabahah 
a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan 
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual 
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap 
berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank 
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b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, 
ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya 
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 
harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
 
5. Penundaan pembayaran dalam murabahah 
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian hutangnya 
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
 
 
6. Bangkrut dalam murabahah 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, 
bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau 
berdasarkan kesepakatan. 
 
  
7. Uang Muka dalam Murabahah  
Sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pemesanan, bank syariah 
dapat meminta uang muka.  
Berkenaan dengan uang muka, yang tercantum dalam Fatwa nomor 
4/DSN-MUI/IV/2000, Ketentuan kedua butir 4 - 7, dijelaskan kembali dalam 
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13/DSN- MUI/IX/2000 tentang Uang 
Muka Dalam Murabahah tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai 
berikut: 
a) Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (LKS) 
dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak 
bersepakat 
b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan 
c) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut 
d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta 
tambahan kepada nasabah 
e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah 
  
8. Diskon Dalam Murabahah 
Untuk memperoleh barang yang akan diperjual belikan bank syariah 
antara lain melakukan pembelian kepada suplier dan atas pembelian tersebut 
dimungkinkan suplier memberikan potongan atau diskon atas pembelian 
barang. Pada prinsipnya diskon adalah milik nasabah atau mengurangi harga 
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pokok barang. 
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Diskon Dalam 
Murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 
nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) 
sebagai berikut: 
a. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati 
oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang 
menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah 
b. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang 
diperlukan ditambah keuntungan  sesuai dengan kesepakatan 
c. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, 
harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah 
hak nasabah 
d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut 
dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad 
e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan 
dan ditandatangani 
  
9. Sanksi dalam Murabahah 
Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat 
dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi 
nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada 
pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap 
kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad 
dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul 
hasan). 
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Sanksi Atas 
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran sebagaimana tercantum 
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17/DSN- MUI/IX/2000 
tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS 
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 
pembayaran dengan sengaja 
b. Nasabah yang tidak.belum mampu membayar disebabkan force majeur 
tidak boleh dikenakan sanksi 
c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 
dikenakan sanksi 
d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya 
e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 
atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
  
 Untuk dapat membukukan transaksi Murabahah, terlebih dahulu harus 
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diketahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 102 tentang 
Akuntansi Murabahah khususnya bank sebagai penjual, yang pada dasarnya dapat 
dikategorikan dalam permasalahan, Asset / Persediaan Murabahah, Potongan dari 
pemasok baik sebelum maupun setelah akad, Uang Muka Murabahah, Piutang 
Murabahah dan Keuntungan Murabahah serta angsuran pembayaran piutang, dan 
Pembayaran Pelunasan lebih awal. Untuk mengetahui lebih rinci hal- hal yang 
berkaitan dengan permasalahan tersebut, berikut dilakukan pembahasan secara 
rinci. 
 
F. Standar Akuntansi 
 Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah 
yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 direvisi menjadi PSAK tersendiri yaitu 
PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah 
 Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbanksn Syariah hanya mengatur 
pengukuran dan pengakuan transaksi murabahah yang dilaksanakan oleh Bank 
Syariah. Sedangkan PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah membahas tentang 
pengakuan dan pengkuruan transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual dan 
pembeli. Pada umumya bank syariah dalam melaksanakan transaksi murabahah 
hanya bertindak sebagai penjual, oleh karena itu akuntansi bank syariah dalam 
transaksi murabahah hanya dibahas ”akuntansi penjual” saja. 
 
 
1. Bank sebagai Penjual (Akuntansi Untuk Penjual) 
18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan 
sebesar biaya perolehan. 
19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai 
berikut: 
(a) jika murabahah pesanan mengikat: 
(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan 
(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak 
atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, 
penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan 
mengurangi nilai aset: 
(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak 
mengikat: 
(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih 
yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan 
(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari 
biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai 
kerugian. 
20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: 
(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi 
sebelum akad murabahah 
(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad 
murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang 
menjadi hak pembeli 
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(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad 
murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak penjual 
(d) pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad 
murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad 
21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon 
pembelian akan tereliminasi pada saat: 
(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah 
potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau 
(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak 
dapat dijangkau oleh penjual. 
22. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya 
perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. 
Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai 
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang 
dikurangi penyisihan kerugian piutang. 
23. Keuntungan murabahah diakui: 
a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara 
tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau 
b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya 
untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi 
tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini 
digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik 
risiko dan upaya transaksi murabahah-nya: 
i. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. 
Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana 
risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban 
pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. 
ii. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas 
yang berhasil ditagih dari piutang  murabahah. Metode 
ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana 
risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban 
untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif 
besar juga. 
Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah 
berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi 
murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih 
dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya 
cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, 
karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak 
terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan 
penagihan kasnya. 
24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara 
proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap 
periode dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah 
piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. 
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Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin 
dan biaya perolehan aset murabahah. 
25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional 
untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset 
(pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran 
dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah 
angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah 
sbg berikut: 
Thn Angsuran 
(Rp) 
Pokok 
(Rp) 
Keuntungan 
(Rp) 
1 500,00 400,00 100,00 
2 300,00 240,00 60,00 
3 200,00 160,00 40,00 
26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada 
pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 
disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 
27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan 
dengan menggunakan salah satu metode berikut: 
(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi 
piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau 
(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima 
pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan 
potongan pelunasannya kepada pembeli. 
28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: 
(a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat 
waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; 
(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran 
pembeli diakui sebagai beban. 
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya 
sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian 
dana kebajikan. 
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 
(a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar 
jumlah yang diterima; 
(b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka 
diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian 
pokok); dan 
(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka 
dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.36 
 
2. Penyajian 
31. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan 
                                                          
36 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi……, hlm 5-8. 
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kerugian piutang. 
32. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra 
account) piutang murabahah. 
33. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra 
account) hutang murabahah. 
 
3. Pengungkapan 
34. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 
murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 
(a) harga perolehan aset murabahah; 
(b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan 
sebagai kewajiban atau bukan; dan 
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
35. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 
murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 
(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; 
(b) jangka waktu murabahah tangguh. 
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah.37 
 
G. Perlakuan Akuntansi Dan Contoh Kasus 
 Untuk memberikan gambaran yang jelas transaksi murabahah ini dan alur 
transaksinya dapat diberikan ulitrasi sebagai berikut: 
 
1. Pengadaan barang (Aset / Persediaan) Murabahah 
 Perlakuan akuntansi ini membedakan antara bank-bank Islam yang 
mempertimbangkan bahwa akad perjanjian dengan pemesan adalah bersifat 
mengikat dan yang bersifat tidak mengikat. Dalam kasus yang pertama, murabahah 
berdasarkan pesanan bersifat mengikat, bank syariah tentu saja tidak akan 
                                                          
37 Ibid, hlm 9-10. 
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memperoleh harga jual yang lebih rendah dari pada harga pokok penjualannya, 
karena hal tersebut akan menjadikan kerugian. Oleh karena itu, penggunaan 
pengukuran selain biaya historis, seperti harga jual sekarang atau biaya penggantian 
sekarang (current replacement cost), mungkin tidak lebih relevan atau tidak lebih 
bisa diandalkan untuk bentuk transaksi seperti ini. Dalam hal kasus yang kedua, 
murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat, bank Islam tidak 
mewajibkan pemesan / nasabah untuk mengambil pesanan pembelian, maka bank 
Islam akan menghadapi resiko, yaitu tidak dapat menjual barang-barang tersebut 
seharga yang menutupi kelebihan biaya (cost) yang dikeluarkan. Ini berarti bahwa 
penggunaan biaya historis di dalam mengukur asset ini akan memberikan 
informasi yang kurang akurat bagi para pemakai laporan keuangan. Tetapi, jika 
jelas bahwa bank Islam ternyata tidak akan menutup harga pokok penjualan, maka 
penggunaan nilai setara kas (net realizable value) diharapkan akan memberikan 
informasi yang relevan kepada para pemakai laporan keuangan di dalam 
pengambilan keputusan mereka. Hal ini sesuai dengan karakteristik kualitatif dari 
informasi akuntansi yang ada.38 
 Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah nasional, dalam 
transaksi murabahah, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi milik bank, 
artinya bahwa bank telah mengetahui harga sebenarnya barang tersebut, termasuk 
potongan yang diterima dari pemasok, dan harga tersebut harus diberitahukan 
kepada pembeli. Jika bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 
barang secara prinsip menjadi milik bank, dengan kata lain bank syariah tidak 
diperkenankan untuk melakukan akad murabahah tanpa ada barangnya, sehingga 
hal ini juga tidak dapat dilakukan pembukuan. 
 Yang dibukukan dalam Aset /Persediaan Murabahah adalah asset yang 
tujuannya untuk dijual kembali, sebesar harga perolehannya. Dalam menentukan 
harga perolehan adalah harga barang ditambah dengan biaya-biaya yang 
dikeluarkan sampai dengan barang tersebut dapat berfungsi secara ekonomis, dan 
dalam hal ini sangat diperlukan kejujuran bank syariah sebagai penjual, untuk 
memberitahukan harga perolehan barang tersebut. 
 Pengukuran dan pengakuan aktiva murabahah diatur dalam PSAK 102 
tentang Akuntansi Murabahah menjelaskan sebagai berikut: 
18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan 
sebesar biaya perolehan. 
19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai 
berikut: 
(a) jika murabahah pesanan mengikat: 
(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan 
(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau 
kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, 
penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan 
mengurangi nilai aset: 
(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak 
                                                          
38 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ……hlm 123. 
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mengikat: 
(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih 
yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan 
(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari 
biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 
  
 Sehubungan transaksi murabahah ini, dalam PSAK 14 tentang persediaan 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persediaan adalah aktiva tersedia untuk 
dijual dalam kegiatan usaha normal. Persediaan harus diukur berdasarkan biaya 
atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net 
realizable value). Sedangkan Biaya Persediaan harus meliputi semua biaya 
pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaan 
berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present 
location and condition). Adapun yang termasuk biaya pembelian meliputi harga 
pembelian, bea masuk dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih 
kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak), dan biaya pengangkutan, 
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat distribusikan pada 
perolehan barang jadi, bahan dan jasa. 
Contoh : 4- 1 (pembelian barang) 
Tanggal 1 April 2008 atas pesanan pembelian barang dari Tuan 
Abdullah, Bank Syariah “Amanah Ummat” membeli sebuah mobil 
Antik dari PT Oto-Mobil, seharga Rp.110.000.000,- (seratus tujuh 
belas juta rupiah). 
Atas pembelian mobil antik tersebut jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah 
Amanah Ummat adalah sebagai berikut: 
Dr. Aset/ Persediaan Murabahah Rp. 110.000.000,- 
Cr. Kas / Rekening PT Oto-Mobil Rp. 110.000.000,- 
Atas pembelian mobil antik tersebut saldo perkiraan persediaan adalah dapat 
diperlakukan sebagai harga pokok barang, antara lain beban tambahan yang 
dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk dipergunakan atau dijual. 
 
Contoh : 4- 2 (pengeluaran beban tambahan) 
Pada tanggal 10 April 2008, sebelum dijual kepada nasabah, Bank Syariah 
Amanat Ummat membayar uang balik nama dan biaya uji coba, biaya 
perbaikan lainnya atas mobil antik tersebut sebesar Rp.5.000.000,--., 
sehingga mobil dapat dipergunakan atau jual. 
Atas pengeluaran biaya balik nama dan biaya perbaikan mobil antik tersebut, jurnal 
yang dilakukan oleh Bank Amanah Ummat adalah sebagai berikut: 
Dr.    Aset /Persediaan Murabahah  Rp. 5.000.000,-- 
Cr.    Kas      Rp. 5.000.000,-- 
 
 Dalam “murabahah pesanan mengikat”, jika terjadi penurunan nilai aktiva 
tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva. Sedangkan dalam 
“murabahah tanpa pesanan” atau “murabahah pesanan mengikat dan terdapat 
indikasi kuat batal” maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan nilai mana yang 
lebih rendah, antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direaliasai dan 
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apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka 
selisihnya diakui sebagai kerugian bank. Hal ini disebabkan karena pada murabahah 
ini barang adalah milik bank (masih dalam penguasaan bank). 
 Contoh : 4 - 3 (penurunan nilai barang – sebelum diserahkan ke 
nasabah ) 
Pada tanggal 30 April 2008, pada akhir periode (tanggal pelaporan) 
dilakukan penilaian persediaan sebuah mobil antik yang telah dibeli dari PT 
Oto-Mobil, sebelum diserahkan kepada nasabah mengalami penurunan nilai 
sebesar Rp. 2.000.000,-- 
Atas penurunan nilai aktiva karena usang (sebelum jual beli) tersebut, jurnal yang 
dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Ummat adalah sebagai berikut: 
 Dr. Kerugian penurunan nilai aktiva mbh Rp. 2.000.000,-- 
 Cr. Persediaan-aktiva murabahah Rp. 2.000.000,-- 
 Catatan : penilaian aktiva Murabahah ini dapat dilakukan pada akhir bulan 
/ akhir periode pelaporan Bank Syariah, atas aktiva Murabahah yang masih menjadi 
persediaan (belum diserahkan kepada pemesan) Bila terjadi pembatalan akad oleh 
nasabah dan nilai bersih yang dapat direalisasi lebih kecil dari nilai perolehannya 
Dr. Beban selisih penilaian aktiva murabahah XXXX 
Cr. Penyisihan kerugian aktiva murabahah XXXX 
 
 
 
 
2. Potongan Harga Dari Pemasok 
 Sebagian sarjana Syari`ah mempunyai pendapat bahwa pemesan bisa 
mendapatkan potongan harga yang diperoleh dari pemasok. Ini akan mengurangi 
keuntungan Murabahah dengan jumlah yang sama dengan potongan harga 
meskipun penjual (sebagai pembeli) mendapatkan potongan harga setelah 
penjualan Murabahah dilakukan, hal ini disebabkan karena dibolehkan untuk 
mendapatkan potongan harga terhadap harga pembelian dan memasukkannya 
sebagai bagian dari harga jual. Tetapi, sebagian sarjana Syari`ah berpendapat 
bahwa bank harus mendapatkan manfaat dari potongan harga hanya jika penjual 
mendapatkannya sebelum Murabahah ditutup atau pada waktu membuat janji, jika 
tidak maka harus untuk manfaat si penjual. 
 Pada dasarnya jual beli bank dengan nasabah dilakukan setelah diperoleh 
kepastian harga pokok barang tersebut, termasuk potongan yang diperoleh dari 
pemasok, karena harga pokok ini harus diberitahukan secara jujur kepada nasabah. 
Potongan pembelian dari pemasok atas barang murabahah sebelum akad dilakukan 
diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah.39 
 Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah menjelaskan ketentuan 
tentang diskon yang diperoleh dari pemasok sebagai berikut: 
20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: 
(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad 
                                                          
39 Ibid, hlm 127. 
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murabahah 
(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 
akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak pembeli 
(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah 
dan sesuai akad yang menjadi bagian hak penjual 
(d) pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak 
diperjanjikan dalam akad 
21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan 
tereliminasi pada saat: 
(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah 
dikurangi dng biaya pengembalian; atau 
(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat 
dijangkau oleh penjual. 
  
 Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan berkaitan dengan potongan 
harga yang diterima dari pemasok sebagaimana tertuang dalam Fatwa nomor 16 / 
DSN-MUI / IX / 2000 tertanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam 
Murabahah, yang mengatur ketentuan bahwa jika dalam jual beli murabahah LKS 
mendapat potongan harga dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah 
potongan harga; karena itu, potongan harga adalah hak nasabah. Dilihat dari segi 
bank syariah bahwa potongan harga tersebut mengurangai harga pokok barang yang 
akan diperjual belikan. 
 
 Contoh : 4-5 (potongan harga sebelum akad) 
 Pada tanggal 15 Mei 2008 Bank Syariah Amanah Ummat menerima 
potongan harga atas pembelian mobil antik dari PT Oto-Mobil, sebelum 
dilakukan akad jual beli dengan Tuan Abdullah. Potongan harga mobil antik 
yang diterima dari PT Oto-Mobil sebesar Rp.3.000.000,-- dan didebet dari 
rekening PT Oto-Mobil 
Atas transaksi tanggal 15 Mei 2008 tersebut dilakukan jurnal : 
Dr. Rekening PT Oto-Mobil Rp. 3.000.000,-- 
Cr. Aset / Persediaan murabahah Rp. 3.000.000,-- 
 Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut disebutkan, bahwa jika 
potongan harga terjadi setelah akad, maka pembagian potongan harga tersebut 
harus dilakukan berdasarkan perjanjian  (persetujuan) yang dimuat dalam akad, 
oleh karena ini pada saat ditandatangani hendaknya diyakinkan bahwa hal ini telah 
termuat dalam akad. 
Potongan harga yang diperoleh setelah akad murabahah ditandatangani ini 
terjadi, apabila murabahah tersebut dilakukan berdasarkan “murabahah pesanan” 
baik pesanan mengikat maupun pesanan tidak mengikat, karena penyerahan barang 
dilakukan kemudian setelah adanya kesepakatan antara bank dan pembeli. 
Kejujuran para pengelola bank syariah sangat memegang peranan yang 
sangat penting, karena hal ini akan memberikan kepercayaan terhadap bank syariah 
tersebut dan akhlaq para pengelola bank syariah. Hal ini perlu dikemukakan 
berkenaan kemungkinan diterima potongan harga yang diterima setelah akad 
dilakukan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16 / DSN-MUI / IX / 2000 
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tertanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Murabahah, yang mengatur 
ketentuan bahwa jika pemberian potongan harga terjadi setelah akad, pembagian 
potongan harga tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang 
dimuat dalam akad dan dalam akad, pembagian potongan harga setelah akad 
hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Pembagian potongan harga setelah 
akad sangat tergantung pada isi perjanjian yang disepakati oleh bank syariah dengan 
nasabahnya. 
Akuntansi tentang potongan harga yang diterima setelah akad, sangat 
tergantung pada perjanjian yang disepakati antara nasabah / pembeli dengan bank 
syariah tersebut. 
Contoh : 4-6 (potongan harga setelah akad) 
Dalam perjanjian yang disepakati antara Tuan Abdullah dengan Bank 
Syariah Amanah Ummat, apabila diperoleh potongan harga setelah 
ditandatangani akad ini, pembagian dilakukan 50 % untuk Tuan Abdullah 
dan 50% untuk Bank Syariah Amanah Ummat. Setelah akad PT Oto-Mobil 
memberikan potongan atas harga mobil antik sebesar Rp. 2.000.000,-- 
Atas potongan tersebut oleh Bank Syariah Amanah Ummat dilakukan jurnal 
sebagai berikut: 
Dr. Rekening PT Oto-Mobil Rp.2.000.000,-- 
Cr. Rekening Tuan Abdullah Rp.1.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Non Operasional Lainnya Rp.1.000.000,-- 
 
3. Uang Muka 
Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual 
sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.40 Uang muka dalam 
murabahah dimaksudkan untuk bukti keseriusan dalam pembelian barang tersebut. 
Uang muka tersebut dapat dilakukan oleh bank kepada suplier maupun uang muka 
yang diterima bank dari pembeli. Berkenanan dengan itu, dalam hal bank menerima 
uang muka dari pembeli, dalam perlakukan akuntansinya diatur sebagai berikut: 
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 
(a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang 
diterima; 
(b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui 
sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); dan 
(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan 
kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya- biaya yang telah 
dikeluarkan oleh penjual. 
 
 Jadi uang muka akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi 
dengan kerugian riil yang dialami oleh bank syariah, jika pesanan murabahah 
dibatalkan. Sedangkan jika akad dilaksanakan, maka perhitungan keuntungan 
didasarkan pada harga porsi barang yang dibiayai oleh bank, yaitu harga barang 
setelah dikurangi dengan uang muka. 
                                                          
40 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi……, hlm 3. 
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Contoh : 4-7 (uang muka dari pembeli / nasabah) 
Pada tanggal 5 Juni 2008 sebagai tanda keseriusan pemesanan mobil 
antik kepada Bank Syariah “Amanat Ummat”, Tuan Abdullah untuk 
menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,--, sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak. 
Pada saat penerimaan uang muka dari pembeli, jurnal yang dilakukan oleh Bank 
Amanah Ummah adalah sebagai berikut: 
Dr. Kas / Rekening pembeli Rp. 10.000.000,-- 
Cr. Hutang uang muka   Rp. 10.00.000,--  
Uang muka kepada pemasok atau dealer yang dibayarkan oleh bank syariah, 
juga dimaksudkan sebagai tanda keseriusan bank syariah dalam melakukan 
pembelian barang tersebut, dan atas uang muka tersebut harus disepakati ketentuan-
ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing yang berkaitan dengan uang 
muka seperti misalnya bagaimana jika terjadi pembatalan pembeli, bagaimana jika 
pembelian tersebut jadi dilaksanakan 
Contoh : 4-8 (uang muka kepada pemasok) 
Pada tanggal 10 Juni 2008 Bank Syariah “Amanat Ummat” membayar uang 
muka pembelian mobil antik kepada PT OTOMBIL sebesar Rp.15.000.000,-
- dan kekurangannya dibayar pada saat penyerahan barang. Disepakati 
bahwa apabila pesanan dibatalkan maka uang muka tersebut dipotong 
sebesar 50% 
 
Atas pembayaran uang muka tersebut Bank Syariah Amanat Ummat melakukan 
jurnal: 
Dr. Piutang Uang muka (U M ke pemasok) Rp.15.000.000,-- 
Cr. Kas      Rp.15.000.000,-- 
 
 Oleh karena pada umumnya murabahah yang dilaksanakan oleh bank 
syariah adalah murabahah berdasarkan pesanan, maka bank syariah baru akan 
mencari barang jika ada nasabah yang membutuhkan. Dalam pengadaan barang 
yang dilakukan oleh bank syariah dapat terjadi kerugian sebagai akibat 
dibatalkannya pesanan barang yang dilakukan. Jika pembatalan tersebut sebagai 
akibat pembatalan pesanan nasabah maka kerugian dapat diganti dari uang muka 
yang diterima dari nasabah. 
 
Contoh : 4-9 (kerugian bank) 
Karena pembeli membatalkan pesanan pembelian mobil maka bank syariah 
terpaksa membatalkan pesanan mobil antik pada PT Oto-Mobil. Atas 
pembatalan tersebut PT Oto-Mobil mengenakan pemotongan uang muka 
sebesar 50% dari uang muka yaitu sebesar Rp. 7.500.000,-- sehingga Bank 
Syariah Amanah Ummat mengalami kerugian sebesar jumlah tersebut. 
Atas pembatalan pesanan, urbun diterima dari pemasok sebagian, dilakukan jurnal 
sebagai berikut: 
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Dr. Kas Rp. 7.500.000,- 
Dr. Kerugian Pemesanan Mbh Rp. 7.500.000,- 
Cr. Piutang Uang muka Rp. 15.000.000,- 
 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13 / DSN-MUI / IX / 2000 
tertanggal 16 September 2000 perihal Uang Muka Dalam Murabahah, yang 
mengatur ketentuan bahwa (a) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah 
harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, (b) Jika jumlah 
uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah 
(c) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan 
kelebihannya kepada nasabah. Yang perlu dipahami bahwa kerugian bank syariah 
yang dapat dimintakan kepada nasabah adalah kerugian bank syariah atas transaksi 
Murabahah Berdasarkan Pesanan Bersifat Mengikat. Sedangkan untuk Murabahah 
yang tanpa pesanan atau murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya tidak 
mengikat, nasabah diberi hak untuk menentukan pilihan untuk membeli atau tidak 
membeli, sehingga bank syariah tidak dapat meminta ganti rugi atas pembatalan 
pembelian atau pesanan tersebut. 
Contoh : 4-10 (penggantian kerugian bank) 
Atas pembatalan pesanan pembelian mobil antik oleh Tuan Abdullah bank 
syariah membatalkan pesananannya kepada PT Oto-Mobil dan atas 
pembatalan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat mengalami kerugian 
sebesar Rp.7.500.000,- 
 
Oleh karena transakasi Murabahah tersebut merupakan Murabahah 
Berdasarkan Pesanan dan Sifatnya Mengikat, maka kerugian tersebut dapat 
dimintakan kepada Tuan Abdullah (nasabah), sehingga jurnal yang dilakukan oleh 
Bank Syariah Amanah Ummat adalah sebagai berikut: 
Dr. Hutang uang muka  Rp. 10.000.000,- 
Cr. Kerugian Pemesanan Mbh   Rp.7.500.000,-- 
Cr. Kas / rekening pembeli ( Tn Abdulah) Rp 2.500.000,-- 
 
Kerugian yang dialami oleh bank syariah dapat saja terjadi lebih besar dari uang 
muka yang diterima dari nasabah. Jika terjadi demikian maka bank syariah meminta 
tambahan kekurangannya. 
Contoh : 4-11 (kerugian bank lebih besar dari uang muka) 
Misalnya selain kerugian atas pemotongan uang muka oleh PT OTOMBIL 
sebesar Rp. 7.500.000,-- tersebut (contoh 3-3), atas pemesanan mobil antik 
oleh Tuan Abdullah tersebut Bank Syariah Amanah Ummat juga telah 
mengeluarkan beban atas survey kelayakan mobil antik dan sebagainya 
sebesar Rp.5.000.000,-- sehingga jumlah kerugian yang ditanggung oleh 
Bank Syariah Amanah Ummat sebesar Rp.12.5000.000,-- 
 
Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut diatas bahwa apabila 
kerugian atas pembatalan pesanan yang dialami oleh bank syariah lebih besar dari 
uang muka yang diberikan oleh pembeli maka bank syariah dapat meminta 
tambahan kekurangan tersebut kepada nasabah, sehingga atas contoh diatas jurnal 
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yang dilakukan oleh Bank Syariah Amanat Ummat adalah sebagai berikut : 
Dr. Hutang Uang muka Rp. 10.000.000,-- 
Dr. Piutang Nasabah (Abdullah)  Rp. 2.500.000,-- 
Cr. Kerugian Pemesanan Murabahah Rp. 7.500.000,-- 
Cr. Beban Survey Murabahah Rp. 5.000.000,-- 
 
Tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian atas pembatalan pesanan 
barang tersebut atas kesalahan bank syariah sendiri, bukan akibat kesalahan dari 
pembeli atau pemesan. Apabila kerugian yang dialami oleh Bank Syariah tersebut 
sebagai akibat kelalaian bank syariah sendiri, maka kerugian tersebut harus 
ditanggung sendiri oleh bank syariah dan tidak dapat dimintaka ganti kepada 
nasabah 
Contoh : 4-12 (kerugian karena kesalahan bank) 
Karena mendapat penawaran yang lebih menjanjikan Bank Syariah Amanah 
Ummat membatalkan pemesanan mobil antik kepada PT Oto-Mobil (bukan 
atas kesalahan atau permintaan Tuan Abdullah), sehingga Bank Syariah 
Amanah Ummat mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-- 
 
Atas pembatalan pesanan mobil antik tersebut, kerugian sebesar 
Rp.7.500.000,-- ditanggung sendiri oleh Bank Syariah Amanah Ummat dan tidak 
dapat dimintakan ganti rugi kepada Tuan Abdullah, sehingga jurnal yang dilakukan 
oleh Bank Syariah sebagai berikut: 
 
Dr. Rekening PT Oto-Mobil Rp. 7.500.000,-- 
Dr. Beban Kerugian Pemesanan Mbh Rp. 7.500.000,-- 
Cr. Piutang Uang muka Rp. 15.000.000,-- 
 
Yang bertanggung jawab untuk mengadakan barang adalah bank syariah 
sebagai penjual dan atas pengadaan tersebut pembayaran yang dilakukan oleh bank 
syariah kepada pemasok sesuai yang disepakati kedua pihak. 
Contoh : 4-13 
Atas pesanan yang dilakukan Bank Syariah Amanat Ummat kepada PT Oto-
Mobil diterima mobil antik yang dipesan, dengan harga beli sebesar 
Rp.110.000.000,-- (lihat contoh 1-1) Pembayaran sisa harga mobil 
dibayarkan pada saat penyerahan tersebut dengan mengkredit rekening 
suplier. 
Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal : 
Dr. Persediaan/Aset Murabahah Rp. 110.000.000,-- 
Cr. Piutang Uang muka (UM pemasok) Rp. 15.000.000,-- 
Cr. Rekening suplier (PT Oto-Mobil) Rp. 95.000.000,-- 
 
4. Harga jual dan Keuntungan Murabahah 
Menurut aturan Syari`ah, penyelesaian piutang Murabahah Berdasarkan 
Pesanan tidak boleh dihubungkan dengan penyelesaian barang yang dijual, apakah 
hasilnya penjualan tersebut negatif atau positif. Hal ini karena ketika penjualan 
diselesaikan, hak kepemilikan berpindah kepada nasabah dan nasabah mula-mula 
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mempunyai kepemilikan terhadap piutang. Oleh karena itu, jika pemesan/nasabah 
segera menjual asset atau pada waktu sebelum tanggal jatuh tempo piutangnya ke 
bank, meskipun harga yang diperolehnya dua kali lipat (double the price), dia tidak 
wajib untuk menyelesaikan utangnya, kecuali asset itu sendiri dijaminkan sebagai 
kolateral untuk utang tersebut. Demikian pula bila nilai asset berkurang, tidak 
dibenarkan adanya penundaan terhadap penyelesaian piutang yang sudah jatuh 
tempo. 
Ada beberapa alternatif yang telah dikaji dalam pengukuran piutang 
Murabahah pada akhir periode laporan keuangan, yaitu: 
a. Piutang Murabahah (Murabahah Receivables) harus diukur setara 
dengan nilai kasnya, sebagai contoh jumlah utang yang jatuh tempo 
(kewajiban nasabah) pada akhir periode laporan keuangan mengurangi 
cadangan untuk piutang ragu-ragu. 
b. Piutang Murabahah (Murabahah Receivables) harus diukur pada nilai 
buku (jumlah yang diminta dari nasabah pada akhir periode), tidak ada 
cadangan yang dilakukan untuk piutang ragu- ragu. Kerugian yang 
berasal dari tidak tertagihnya piutang diakui pada waktu terjadinya dan 
setelah mengecek kepastian tidak tertagihnya piutang tersebut. 
c. Piutang Murabahah (Murabahah Receivables) harus diukur pada nilai 
bukunya dan piutang ragu-ragu harus diperlakukan sebagai cadangan 
umum resiko investasi. 
d. Piutang Murarabah (Murabahah Receivables) harus diukur pada nilai 
bukunya mengurangi cadangan untuk piutang ragu-ragu. Bank syariah 
juga harus membuat cadangan umum untuk resiko- resiko investasi 
untuk menutup piutang Murabahah yang gagal, tetapi tidak akan 
diidentifikasi seperti itu sampai suatu waktu di masa yang akan datang. 
e. Piutang Murabahah harus diukur pada nilai bukunya dan bank syariah 
menentukan metode penilaian, asalkan bank Islam mengungkapkan 
metode tersebut di dalam kebijakan akuntansinya.41 
 
Yang dipilih adalah alternatif pertama yaitu Piutang Murabahah harus 
diukur pada akhir periode laporan keuangan pada nilai setara kasnya, karena 
alternatif ini mengarah kepada aplikasi konsep keyakinan yang memadai dan 
konsep matching pendapatan dengan biaya-biaya. Pengukuran piutang Murabahah 
pada nilai setara kasnya harus memberikan informasi yang lebih relevan di dalam 
laporan keuangan bank syariah. Jika bank syariah (atau Dewan pengawas) merasa 
perlu untuk membuat cadangan umum untuk resiko-resiko investasi disamping 
cadangan khusus untuk piutang ragu-ragu ini merupakan pilihan yang tersedia bagi 
bank syariah atau Dewan pengawasan. Penggunaan nilai setara kas merupakan 
implementasi dari persyaratan minimum menjadikan laporan keuangan bank 
syariah comparable (bisa dibandingkan). Ini juga merupakan implementasi dari 
konsep kemampuan untuk dibandingkan. 
Berkaitan dengan keuntungan murabahah ada beberapa penelaan terhadap 
pengakuan keuntungan penjualan dengan pembayaran tangguh yang dilakukan 
                                                          
41Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ……hlm 135.  
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dalam periode laporan keuangan sekarang serta jumlah pembayarannya yang 
dilakukan satu kali dalam masa periode laporan keuangan yang akan datang. 
Penelaan tersebut adalah : 
a. Pengakuan keuntungan pada waktu penjualan sehingga dampaknya 
tercermin pada periode laporan keuangan sekarang. 
b. Pengakuan keuntungan pada waktu menerima uang tunai sehingga 
dampaknya tercermin di dalam periode laporan keuangan yang akan 
datang. 
c. Mengalokasikan keuntungan pada periode laporan keuangan transaksi. 
 
Keuntungan dari penjualan kredit yang diselesaikan di dalam satu kali 
pembayaran selama periode laporan keuangan yang akan datang dialokasikan pada 
periode laporan keuangan transaksi penjualan. (alternatif c) adalah yang 
dipergunakan dengan alasan bahwa alternatif ini memberikan informasi yang bisa 
diandalkan dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan bank-bank Islam. 
Laporan keuangan tersebut juga mengarah kepada matching of revenues dengan 
biaya-biaya dan memungkinkan para pemilik rekening investasi tidak terbatas untuk 
menerima keuntungan dari transaksi yang berhubungan dengan periode dimana 
mereka mempunyai hubungan kontrak dengan bank syariah, meskipun transaksi 
tersebut mungkin tidak dibayar sepenuhnya. Pada sisi lain, para pemilik rekening 
investasi tidak terbatas mungkin tidak menanggung kerugian yang terjadi dari 
transaksi ini dan yang mungkin terjadi pada periode yang akan datang dimana 
hubungan kontrak mereka dengan bank Islam kemungkinan sudah berakhir, tetapi 
sebaliknya, mereka akan menanggung kerugian akibat transaksi tahun sebelumnya 
selama periode kontrak mereka dengan bank Islam. Disamping itu, perlakuan ini 
ditandai oleh kemudahan penentuan keuntungan dari transaksi periode tersebut. 
Dalam transaksi murabahah, pembayaran barang dapat dilakukan secara 
tunai dan dapat dilakukan dengan cara tunda/tangguh atau mengangsur. 
Pembayaran harga jual barang yang dilakukan dengan cara tangguh/tunda tersebut 
yang dibukukan pada perkiraan “Piutang Murabahah” 
Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva 
murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan 
keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, 
yaitu jumlah piutang jatuh tempo dikurangi penyisihan piutang diragukan. 
Adapun keuntungan murabahah diakui sebagai berikut : 
23 Keuntungan murabahah diakui: 
(a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai 
atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau 
(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk 
merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih 
dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih 
yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi 
murabahah-nya: 
(i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini 
terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas 
dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta 
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penagihannya relatif kecil. 
(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang 
berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan 
untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak 
tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan 
menagih piutang tersebut relatif besar juga. 
(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil 
ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh 
dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan 
piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, 
metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh 
mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai 
akan penagihan kasnya. 
24 Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara 
proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode 
dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang 
yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase 
keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya 
perolehan aset murabahah. 
25 Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk 
suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) 
Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran dilakukan 
secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan 
keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut: 
Thn Angsuran 
(Rp) 
Pokok 
(Rp) 
Keuntungan 
(Rp) 
1 500,00 400,00 100,00 
2 300,00 240,00 60,00 
3 200,00 160,00 40,00 
  
 Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai 
perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, 
piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan sedangkan 
keuntungan yang Tangguhan disajikan  sebagai pos lawan piutang murabahah. 
 Contoh : 4-14 
Pada tanggal 15 Juni 2008 dilakukan dan disepakati transaksi jual beli antara 
Bank Syariah Amanah Ummah dengan Tuan Abdullah, dengan harga jual 
sebesar Rp. 130.000.000,-- dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp. 
20.000.000,--. Sesuai dengan catatan yang ada pada Bank Syariah Amanah 
Ummat nilai persediaan (harga perolehan) mobil antik yang dipesanan oleh 
Tuan Abdullah sebesar Rp. 100.000.000,-- Pembayaran jual beli tersebut 
dilakukan dengan cara tangguh selama jangka  waktu 10 bulan dan 
dilakukan setiap tanggal 15 sebesar Rp.12.000.000,-- (dalam administrasi 
bank syariah setiap angsuran dilakukan pembagian untuk angsuran pokok 
sebesar Rp.10.000.000,-- dan untuk pembayaran margin sebesar 
Rp.2.000.000,--) 
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 Atas transaksi murabahah dan penyerahan mobil antik kepada Tuan 
Abdullah, Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal : 
Dr. Piutang Murabahah Rp. 130.000.000,-- 
Cr. Persediaan/Aset Murabahah Rp. 110.000.000,- 
Cr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 20.000.000,- 
 Atas uang muka yang diserahkan Tuan Abdullah kepada Bank Syariah 
Amanah Ummah sebesar Rp. 10.000.000,-- dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Hutang Uang Muka Rp. 10.000.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah  Rp. 10.000.000,-- 
  
 Alasan Margin Murabahah Tangguhan sebagai pos pengurang dari Piutang 
yaitu 
1. Angka yang tercantum dalam neraca bank syariah akan menunjukkan 
risiko yang benar-benar dihadapi oleh bank syariah tersebut, sehingga 
tidak ada pencantuman angka dalam neraca yang diharapkan untuk 
meningkatkan asset bank syariah 
2. Dalam Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic 
Financial Institutions yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions – Bahrain, dalam Bab 
Murabahah butir 2/5 disebutkan: “Deferred profits shaal be offset 
against Murabahah Receivables in the statement of financial position 
(para 9) 
3. Dengan adanya transaksi Murabahah tersebut tidak ada penambahan 
Total Aset dari bank syariah sehingga sesuai dengan risiko (harga 
perolehan) yang telah dikeluarkan, yaitu sebesar Rp.1.000.000,-- 
  
 Dengan adanya mencantumkan Margin Murabahah Tangguhan pada posisi 
pasiva maka hanya dengan cara pencairan atau pelaksanaan transaksi awal 
murabahah sudah ada kenaikan asset sebesar Margin Murabahah. 
 Dalam praktek, banyak bank syariah memberi kuasa kepada pembeli untuk 
membeli barang, sehingga bank syariah menyerahkan uang tunai kepada pembeli 
untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Apabila bank syariah tersebut taat 
pada aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Murabahah, dimana dalam fatwa 
tersebut jelas ditegaskan bahwa, Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah 
untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
 Kata-kata yang menarik untuk ditelaah dalam fatwa tersebut adalah “akad 
jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik 
nasabah”. Kepemilikkan barang oleh bank syariah tidak harus bahwa barang 
tersebut berada di bank syariah, tetapi yang sangat esensi adalah bahwa akad 
murabahah baru dilakukan setelah ada barangnya yang dibuktikan dengan adanya 
bukti barang yang bersangkutan, seperti misalnya nasabah telah menyerahkan 
faktur, invoice, dan sebagainya dan bank syariah menyakinkan bahwa barang 
tersebut benar dibeli oleh nasabah. 
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 Dari segi akuntansi, apabila bank syariah memberi kuasa kepada nasabah 
untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan “Piutang Wakalah” 
sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah 
ada dan telah diserahkan kepada nasabah baru dibukukan dalam perkiraan “Piutang 
Murabahah” sebesar harga jual barang tersebut. 
 Contoh : 4-15 (bank syariah memberi kuasa ke nasabah) 
Misalnya dalam contoh diatas, Bank Syariah Amanah Ummat memberi 
kuasa kepada Tuan Abdullah untuk membeli mobil antik kebutuhannya 
dan Bank Syariah Amanah Ummat menyerahkan uang tunai sebesar 
Rp.100.000.000,-- (sebesar harga mobil yang dibiayai oleh Tuan Abdullah 
sendiri) 
 Atas transaksi tersebut Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal 
sebagai berikut: 
Dr. Piutang Wakalah  Rp. 100.000.000,-- 
Cr. Rekening Tn Abdullah  Rp. 100.000.000,--  
 Pada saat Tuan Abdullah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti 
pembelian barang (barang berada di tempat Tuan Abdullah), dan kemudian 
menyerahkan barang tersebut kepada Tuan Abdullah, maka Bank Syariah Amanah 
Ummat melakukan jurnal : 
Pada saat penerimaan barang : 
Dr. Persediaan/Aset Murabahah Rp. 100.000.000,-- 
Cr. Piutang Wakalah    Rp. 100.000.000,-- 
Saat penyerahan barang ke Tuan Abdullah : 
Dr. Piutang Murabahah Rp. 120.000.000,-- 
Cr. Persediaan/Aset Murabaha  Rp. 100.000.000,-- 
Cr. Margin Murabahah Tangguhan  Rp. 20.000.000,-- 
 
5. Pembayaran Angsuran Murabahah 
 Cara pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai 
maupun dengan cara angsuran, sesuai kesepakatan yang dilakukan antara bank 
syariah dengan pembeli. Dalam pembahasan berikut hanya diberikan berkaitan 
dengan cara pembayaran yang dilakukan secara angsuran saja. 
 Contoh : 4-16 
Pada tanggal 15 Juli 2008, tanggal jatuh tempo angsuran diterima 
pembayaran secara tunai angsuran murabahah atas nama Tuan Abdullah 
sebesar Rp. 12.000.000,--. (dalam catatan bank angsuran tersebut dikandung 
unsur pokok sebesar Rp. 10.000.000,-- dan unsur margin atau keuntungan 
sebesar Rp. 2.000.000,--) 
Atas pembayaran angsuran tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Kas/Rekening Tuan Abdullah Rp. 12.000.000,-- 
Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp.  2.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 2.000.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah Rp.12.000.000,-- 
 Atas penerimaan angsuran murabahah yang dilakukan secara tunai, maka 
terdapat aliran kas masuk atas Pendapatan Margin Murabahah, sehingga pendapatan 
Margin Murabahah tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan 
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Distribusi Hasil Usaha. Hal ini telah dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyajian 
Laporan Keuangan Bank Syariah, paragraf 15 dan 16 yaitu: 
1. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. 
Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 
terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) 
dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam 
laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan 
yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai 
tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan 
pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan 
serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di 
masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis 
informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna 
bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (paragraf 15) 
2. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar 
kas. (paragraf 16) 
 Oleh karena itu bank syariah harus membedakan pendapatan yang masih 
dalam pengakuan saja (accrual basis) dan pendapatan yang lebih terjadi aliran kas 
masuk (cash basis). Untuk Bank Syariah yang memiliki peralatan administrasi yang 
canggih, bukanlah yang yang sulit tetapi bagi bank syariah yang tidak mempunyai 
peralatan yang canggih, bahkan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang 
administrasinya dilakukan dengan peralatan yang sederhana atau dilakukan secara 
manual atau tradisional, maka membedakan pendapatan tersebut bukanlah yang 
mudah. 
 Pembayaran angsuran transaksi murabahah tidak selamanya dilakukan 
secara kas atau ada aliran kas masuk, dan tidak jarang pada tanggal jatuh tempo 
angsuran sampai dengan tutup buku bulanan  bank syariah, nasabah tidak 
melakukan pembayaran angsuran. Dengan adanya angsuran yang telah jatuh tempo 
tersebut bank syariah sudah dapat pengakuan pendapatan untuk kepentingan 
Laporan Laba Rugi tetapi tidak diperkenankan sebagai unsur pendapatan dalam 
perhitungan distribusi hasil usaha. 
 Dalam transaksi murabahah pengakuan pendapatan (pengakuan pendapatan 
akrual) hanya dilakukan dengan ketentuan bahwa kolektibilitas transaksi 
murabahah tersebut dikategorikan “performing” sesuai ketentuan Bank Indonesia, 
yaitu kolektibilitas 1 atau Lancar (L) dan kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian 
Khusus (DPK) untuk bank umum syariah atau kolektibilitas 1 atau Lancar (L) saja 
untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan apabila terjadi perubahan status 
kolektibilitas dari performing ke non performing, maka pendapatan yang telah 
diakui oleh bank syariah harus dibatalkan atau dilakukan jurnal balik. Dalam 
praktek pengakuan pendapatan dilakukan pada akhir bulan atau pada saat tutup 
buku bulanan karena hal ini untuk menghindari adanya pembayaran angsuran 
setelah tanggal jatuh tempo angsuran. 
 Contoh : 4-17 
Pada tanggal 15 Agustus 2008, karena sesuatu hal Tuan Abdullah tidak 
dapat melakukan pembayaran angsuran mobil antik pada Bank Syariah 
Amanah Ummat, sebesar Rp.12.000.000,-- 
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Atas angsuran yang tertunggak tersebut pada akhir bulan atau pada saat tutup buku 
Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal atas pengakuan pendapatan yang 
telah menjadi haknya sebagai berikut: 
Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp. 12.000.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah Rp. 12.000.000,-- 
Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 2.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 2.000.000,-- 
 
 Dengan adanya pengakuan pendapatan murabahah tersebut saldo perkiraan 
pendapatan margin murabahah bertambah sebesar Rp.2.000.000,-- tetapi atas 
penambahan pendapatan murabahah itu tidak diikuti dengan aliran kas masuk, oleh 
karena itu atas pendapatan yang diakui secara akrual (tidak diikuti aliran kas masuk) 
tidak diperkenankan sebagai unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi hasil 
usaha. 
 Pengakuan pendapatan atas angsuran tertunggak pada transaksi murabahah, 
dilakukan dengan cara memindahkan angsuran yang tertunggak dari Piutang 
Murabaha kepada perkiraan Piutang Murabah Jatuh Tempo. Alasan dilakukan 
reklasifikasi ke Piutang Murabahah Jatuh Tempo antara lain : 
1. Hanya sebatas reklasifikasi saja sehingga tidak ada perubahan total 
Asset, walaupun ada akrual pendapatan (pengakuan pendapatan) 
2. Saldo perkiraan “Piutang Murabahah Jatuh Tempo” dapat dipergunakan 
untuk parameter pengawasan, karena : 
a. Merupakan indikasi adanya pembayaran yang tertunggak (dalam 
jangka waktu sampai dengan 90 hari / kategori performing ) 
b. Memudahkankan  pemantauan  terhadap  pembayaran piutang 
murabahah yang tertunggak 
 
 Sebagai perbandingan tidak ada salahnya apabila dilihat dan diketahui cara 
pengakuan pendapatan (akrual) yang dilakukan dalam PSAK 31 tentang Akuntansi 
Perbankan, yaitu sebagai berikut: 
Dr. Bunga akan diterima Rp. 2.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Bunga  Rp. 2.000.000,-- 
  
 Kenapa hal ini dapat dilakukan karena dalam transaksi kredit / pinjaman 
yang diberikan pada bank konvensional diperkenankan untuk melakukan 
pembayaran pokok dan pembayaran bunga, sehingga tidak masing-masing 
perkiraan “pinjaman yang diberikan” dan “bunga yang akan diterima” mempunyai 
tujuan dan kepentingan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 
kewajiban nasabah atas pokok dan atas bunga apabila nasabah akan melakukan 
pelunasan hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan. 
 Bagaimana jika pengakuan pendapatan murabahah yang tertunggak 
dilakukan seperti pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam PSAK 31 
tentang Akuntansi Perbankan ? 
Jurnal saat angsuran tertunggak : 
Dr. Tagihan Margin Murabahah Rp. 2.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Margin Murabahah  Rp. 2.000.000,-- 
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Dengan adanya pengakuan pendapatan margin murabahah seperti itu, maka posisi 
perkiraan dan neraca adalah sebagai berikut: 
 
 Contoh : 4-18 
Pada tanggal 5 September 2008 Tuan Abdullah membayar angsuran sebesar 
Rp. 12.000.000,-- yaitu untuk angsuran bulan kedua (bulan Agustus 2008). 
Pada tanggal 5 September 2008 atas pembayaran angsuran Tuan Abdullah 
dilakukan jurnal untuk membukukan pembayaran angsuran yang tidak dibayar pada 
bulan Agustus 2008, yaitu: 
Dr. Rekening Nasabah (Tuan Zulkifli) Rp. 12.000.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah Jatuh tempo  Rp. 12.000.000,-- 
Dengan adanya pembayaran angsuran yang tertunggak tersebut terdapat aliran kas 
masuk atas pendapatan walaupun pencatatan pendapatannya telah dilakukan pada 
saat pengakuan pendapatan pada akhir bulan. 
 Contoh : 4-19 
Karena sesuatu hal Tuan Abdullah hanya mampu melakukan pembayaran 
angsuran pembelian mobil pada Bank Syariah Amanah Ummat sebesar 
Rp.6.000.000,-- dari angsuran yang seharusnya dilakukan sebesar 
Rp.12.000.000,- 
Pada saat jatuh tempo angsuran Bank Syariah Amanah Ummat dapat mengakui 
pendapatan angsuran untuk kepentingan penyusunan Laporan Laba Rugi, sehingga 
jurnal yang dilakukan pada saat angsuran adalah 
Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp. 12.000.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah  Rp. 12.000.000,-- 
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 2.000.000,-- 
Cr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 2.000.000,-- 
 Untuk kepentingan perhitungan distribusi hasil usaha Pendapatan Margin 
Murabahah sebesar Rp. 2.000.000,-- tersebut diatas tidak semuanya ada aliran kas masuk, 
karena hanya sebagian angsuran saja yang dibayar, oleh karena itu pendapatan margin 
murabahah sebesar Rp. 2.0000.000,-- harus dihitung pendapatan yang telah ada aliran kas 
masuk sehingga jumlah tersebut akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi 
hasil usaha. 
 Angsuran yang diterima oleh Bank Syariah Amanah Ummat dari Tuan 
Abdullah lebih kecil dari jumlah kewajibannya, misalnya sebesar Rp.5.000.000,-- 
maka angsuran tersebut mengandung unsur pokok dan margin murabahah, sehingga 
dalam angsuran ini tidak diperkenankan hanya diakui sebagai pembayaran pokok 
saja atau pembayaran margin saja. Pembagian porsi pokok dan porsi margin 
hendaknya dilakukan secara sebanding, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut: 
10.000.000 
Porsi pokok= ------------ x Rp. 6.000.000,- = Rp. 5.000.000,-- 12.000.000 
 
 
2.000.000 
Porsi margin = ----------------- x Rp. 6.000.000,- = Rp. 1.000.000,-- 
12.000.000 
Atas perhitungan pendapatan yang telah terjadi aliran kas masuk tersebut, yang akan 
78 
PSAK 102  
Akuntansi Murabahah 
dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasi usaha 
 Contoh : 4-20 
Selama tiga bulan berturut-turut Tuan Abdullah tidak dapat memenuhi 
kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran bulan September, 
Oktober dan Nopember 2008 sebesar Rp.36.000.000,-- 
Pada setiap akhir bulan (pada saat tutup buku bulanan) atas angsuran yang 
tertunggak Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal atas pengakuan 
pendapatan yang telah menjadi haknya sebagai berikut sebagai berikut: 
Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp. 12.000.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah  Rp. 12.000.000,-- 
Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 2.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Margin Murabahah  Rp. 2.000.000,-- 
 
6. Perubahan Kolektibilitas Murabahah 
Apabila terjadi perubahan kolektibilitas dari performing ke non performing, 
maka sisa saldo hutang nasabah harus dipindahkan dari perkiraan Piutang 
Murabahah ke perkiraan Murabahah Jatuh Tempo. Begitu juga margin yang belum 
diterima dari perkiraan Margin Murabahah Tangguhan ke perkiraan Margin 
Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo 
Contoh : 4-21 (perubahan status dari performing ke non performing) 
Dalam pembukuan Bank Syariah Amanat Ummat tercatat atas nama Tuan Abdullah 
dengan data – data sebagai berikut: 
Piutang Murabahah    Rp. 60.000.000,-- 
Margin Murabahah Tangguhan  Rp. 10.000.000,-- 
Piutang Murabahah Jatuh Tempo  Rp. 36.000.000,-- 
Margin Mbh Tangguhan Jatuh Tempo  Rp. – 
 
 Oleh karena pada tanggal jatuh tempo angsuran yang keempat Tuan 
Abdullah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, sehingga Bank 
Syariah Amanah Ummat mengklasifikasikan jual beli dengan Tuan Abdullah 
menjadi kurang lancar (non performing) Apabila terjadi perubahan status 
kolektibilitas performing ke non performing, maka pendapatan yang telah diakui 
(pendapatan akrual) harus dijurnal balik. Apabila dilihat dalam contoh diatas saldo 
pendapatan Margin Murabahah sebesar Rp.10.000.000,-- terdiri atas pendapatan 
yang telah terjadi aliran kas masuk sebesar Rp. 4.000.000,-- yaitu pendapatan yang 
dibayar pada tanggal 15 Juli 2008 dan 5 September 2008 yang merupakan 
pembayaran angsuran bulan Agustus 2008, sedangkan sisannya sebesar 
Rp.6.000.000,-- merupakan pendapatan yang hanya pengakuan saja, tidak diikuti 
dengan aliran kas masuk, yaitu pengakuan pendapatan angsuran yang tertunggak 
bulan September, Okbober dan Nopember 2008. 
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Jurnal balik (pembatalan) pendapatan yang telah diakui adalah sebagai berikut: 
Dr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 6.000.000,-- 
Cr. Margin Mbh Tangguhan Jatuh Tempo  Rp. 6.000.000,-- 
Sedangkan penggunaan perkiraan Magin Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo 
dengan tujuan : 
1. Merupakan indikasi adanya Murabahah yang Non Performing, hal ini 
juga dapat dipergunakan sebagai pembanding terhadap pos “Pendapatan 
dalam penyelesaian (Rekening Administratif) dan jumlah Piutang 
Murabahah yang non performing 
2. Merupakan indikasi adanya kolektibilitas “non performing” sehingga 
pembentukan PPAP yang harus dibentuk lebih besar. 
Pengakuan pendapatan akrual hanya dilakukan untuk pendapatan aktiva 
produktif yang dikategorikan performing, yaitu dengan koletibilitas lancar (L) dan 
Dalam Penghatian Khusus (DPK). Jika terjadi perubahan kolektibilitas dari 
performing ke non performing, yaitu kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan 
(D) dan Macet (M), maka pendapatan yang telah diakui dalam status performing 
harus dijurnal balik dan diakui secara kas basis. 
Contoh : 4-22 (pembayaran angsuran tertunggak – non performing) 
Berkat kegigihan Tuan Abdullah dalam berusaha, pada bulan ini Tuan 
Abdullah dapat melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak atas jual 
beli murabahah sebesar Rp. 30.000.000,-- 
 
 
 Apabila dirinci atas pembayaran angsuran Tuan Abdullah tersebut terdiri 
dari pembayaran angsuran normal sebanyak duakali sebesar Rp. 24.000.000,-- dan 
pembayaran berikutnya merupakan pembayaran lebih kecil dari pembayaran 
angsuran normal, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-- 
Pengakuan pendapatan atas jual beli yang mempunyai kolektibilitas non performing 
hanya dapat dilakukan dasar aliran kas (cash basis), sehingga atas pembayaran 
angsuran atas murabahah dengan kolektibilitas non performing tersebut dilakukan 
jurnal sebagai berikut: 
Dr. Rekening Nasabah / Kas Rp.30.000.000 
Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp.30.000.000 
Dr. Margin Mrbh Tangguhan Jatuh Tempo Rp.5.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 5.000.000 
Perhitungan pendapatan margin murabahah 
Pendapatan margin murabahah 
Angsuran normal : 2 x Rp. 2.000.000,-- = Rp. 4.000.000,-- 
 
2.000.000 
Angsuran lebih kecil : ----------- x 6.000.000 = Rp. 1.000.000,-- 
12.000.000 
--------------------- 
Jumlah pendapatan margin Murabahah = Rp.5.000.000,-- 
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Piutang Murabahah Jatuh tempo 
Angsuran normal  : 2 x Rp. 10.000.000,-- = Rp. 20.000.000 
10.000.000 
Angsuran lebih kecil : ----------- x 6.000.000 = Rp. 5.000.000 
12.000.000 
---------------------- 
Jumlah pembayaran pokok = Rp. 25.000.000 
 
 
7. Pembayaran pelunasan awal 
Dalam administrasi bank syariah, piutang murabahah mengandung unsur 
harga pokok barang ditambah unsur margin murabahah yang belum direalisasi, 
piutang murabahah adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan pembayaran. 
Dalam prakteknya nasabah dimungkinkan untuk melakukan pelunasan piutangnya 
lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan, yang menjadi masalah adalah berapa 
yang harus dibayar oleh nasabah pada saat pelunasan awal. 
Pada dasarnya yang menjadi kewajiban dari nasabah adalah sebesar saldo 
piutang yang belum dibayar dan bank syariah dapat memberikan potongan 
pelunasan (muqasah) kepada nasabah yang melakukan pembayaran pelunasan awal 
tersebut. Besarnya potongan pembayaran pelunasan awal adalah hak bank syariah, 
sehingga besarnya tidak harus sama dengan margin murabahah yang belum 
direalisasikan, dapat lebih kecil atau sama dengan murabahah yang belum 
direalisasikan. Oleh karena hal ini adalah hak bank syariah maka dalam praktek 
menjadi tidak seragam, sangat tergantung kebijakan bank syariah tersebut, ada bank 
syariah yang tidak memberikan potongan atas pembayaran pelunasan awal tetapi 
juga ada bank syariah yang memberikan potongan sebesar margin yang belum 
direalisasi atas pembayaran pelunasan lebih awal. 
Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah mengatur potongan 
kewajiban nasabah sebagai berikut: 
26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada 
pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 
disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 
27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan 
dengan menggunakan salah satu metode berikut: 
(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang 
murabahah dan keuntungan murabahah; atau 
(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan 
piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan 
pelunasannya kepada pembeli. 
28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: 
(a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu 
diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; 
(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran 
pembeli diakui sebagai beban. 
 Untuk memberikan gambaran yang jelas atas hal tersebut dapat diberikan 
ilutrasi sebagai berikut: 
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Contoh : 4-23 
Dalam administrasi bank syariah Amanat Ummat, tercatat Piutang 
Murabahah atas nama Tuan Adullah sebesar Rp. 6.000.000,-- jatuh 
tempo tanggal 15 Mei 2008, yang mana piutang tersebut terdiri angsuran 
pokok barang sebesar Rp.5.000.000,-- dan margin murabahah yang 
belum direalisasi sebesar Rp.1.000.000,--. 
Pada tanggal 20 September 2008 Tuan Zulkifli melunasi hutangnya kepada 
bank syariah dan atas pelunasan tersebut telah disepakati pemberian 
potongan sebesar Rp.750.000,-- 
A. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan 
keuntungan murabahah 
Dr. Kas Rp.5.250.000,-- 
Dr. Margin Murabahah Tangguhan  Rp.1.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp.250.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah Rp. 6.000.000,-- 
B. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang 
murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah 
dengan mengurangi keuntungan murabahah 
Dr. Kas Rp.6.000.000,-- 
Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp.1.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp.1.000.000,-- 
Cr. Piutang Murabahah Rp.6.000.000,-- 
Dr. Beban Muqasah Rp. 750.000,- 
Cr. Kas / rekening pembeli Rp. 750.000- 
 
 
8. Denda Murabahah 
Jika nasabah yang berutang dianggap tidak mampu melunasi utang dan 
gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda penagihan utang sampai 
dia menjadi mampu melunasinya. Seorang yang mampu melunasi utang dilarang 
menunda penyelesaian utangnya. Tetapi, jika pemesan pembelian menunda 
pembayaran, pembeli bisa mengambil salah satu dari tindakan yang berikut ini: 
1. Mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seorang 
pemesan yang mengeluarkan cek yang tidak sah/ bearer securities 
untuk jumlah utang, jika membuat instrumen yang tidak sah dilarang 
oleh hukum, 
2. Mengambil langkah-langkah sipil yang diperlukan untuk memperoleh 
kembali utang dan mengklaim kerugian keuangan yang benar-benar 
terjadi akibat penundaan tersebut. 
3. Mengambil langkah-langkah sipil yang perlu untuk memulihkan 
kerugian akibat hilangnya peluang karena penundaan. Ini merupakan 
pandangan dari sebagian Fuqaha modern. 
Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran bukan karena yang 
bersangkutan tidak mampu, tetapi yang bersangkutan mampu dan tidak membayar, 
maka bank diperkenankan untuk mengenakan denda. Yang perlu diingat bahwa 
denda tersebut merupakan hukuman atas kesengajaannya dan hasil denda tersebut 
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harus disalurkan sebagai dana kebajikan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan 
dalam PSAK 102 paragraf 29 yaitu : 
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 
dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 
kebajikan. 
Contoh : 4-24 
Tuan Abdullah salah satu nasabah Bank Syariah Amanat Ummat, tidak 
melakukan pembayaran angsuran piutangnya tepat pada waktunya dan dari 
pengamatan yang dilakukan yang bersangkutan tergolong mampu, karena 
adanya saldo rekeningnya yang cukup banyak. Atas kelalaiannya tersebut, 
sesuai kesepakatan pada akad bank mengenakan denda sebesar Rp. 
1.000.000,-- 
Atas denda tersebut dilakukan jurnal : 
Dr. Kas / Rekening pembeli  Rp. 1.000.000,-- 
Cr. Rekening ZIS    Rp. 1.000.000,-- 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
SOAL LATIHAN 
1. Salah satu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah jual 
beli murabahah. 
a. Jelaskan pengertian dan karakteristik murabahah sesuai Fatwa 
Dewan Syariah Nasional? 
b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap jenis murabahah, serta jenis 
murabaha yang bank dilaksanakan oleh banks yariah? 
2. Akuntansi Murabaha diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi 
Murabahah 
a. Jelaskan perbedaan cakupan akuntansi murabah sebagai diatur dalam 
PSAK 59 dan PSAK 102? 
b. Jelaskan pokok-pokok ketentuan akuntansi murabahah sebagaimana 
diatur dalam PSAK 102? 
3. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengakuan keuntungan murabahah 
sebagaimana diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah? 
4. Jelaskan dengan rinci dan lengkap ketentuan pengukuran dan pengakuan 
tentang: 
a. Diskon yang diterima dari pemasok? 
b. Uang muka murabahah? 
c. Pot pelunasan piutang murabahah sebelum jatuh tempo? 
d. Denda dalam murabahah 
5. Jelaskan dengan rinci dan jelas keuntungan murabahah yang 
diperkenankan untuk dibagikan kepada pemodal dalam pembagian 
hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah? 
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Soal kasus: 1 
Bank Syariah melakukan transaksi jual beli murabahah dengan seorang nasabah 
dengan data-data sebagai berikut: 
Harga pokok   : Rp. 13.000.000,-- 
Keuntungan yang disepakati   :  Rp.   2.000.000,-- 
Harja jual   : Rp. 15.000.000,-- 
Nasabah telah menyerahkan uang muka kepada bank syariah sebesar 
Rp.3.000.000,-- dan sisa hutangnya disepakati akan dilakukan pembayaran selama 
10 kali angsuran secara bulanan 
Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut. 
 
 
 Soal Kasus : 2 
Pada 12 Februari 2002 Bank syariah memberikan fasilitas kepada nasabah dengan 
data-data sebagai berikut: 
Harga beli : Rp. 10.000.000,-- 
Margin : setara dengan 20% p.a 
Kegunaan : Pembelian perangkat keras peralatan   
 komunikasi 
Jangka waktu pembayaran : 12 bulan secara merata 
Biaya administrasi : Rp. 1.000.000,-- 
Pelunasan angsuran : Sesuai jadwal setiap tanggal 10 
Pengikatan : Notariil 
Denda keterlambatan : Rp. 100.000,-- 
 
 Penjelasan lain : 
1. Sebagai tanda keseriusan nasabah memberikan uang muka kepada Bank 
Syariah sebesar Rp. 5.000.000 
2. Pembayaran pada bulan ke 7 dilakukan sekaligus dengan angsuran 
bulan ke 8 
3. Atas keterlambatan tersebut , bank syariah mengenakan denda sesuai 
dengan akad yang telah disepakati 
4. Pada bulan ke 10 nasabah melakukan pelunasan seluruh hutangnya dan 
atas pelunasan awal tersebut nasabah memperoleh potongan sebesar Rp. 
500.000,-- 
 Diminta: 
Buat perhitungan dan jurnalyang terkait dengan transaksi tersebut diatas. 
 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Akad Salam  
2. Jenis Akad Salam 
3. Landasan Syariah 
4. Rukun dan Syarat Akad Salam 
5. Standar Akuntansi Salam 
6. Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Sebagai Pembeli 
7. Perlakuan Akuntansi Salam Paralel 
……...………………………………………………………………….. 
 
A. Pengertian Akad Salam 
  
Salam berasal dari kata bai’ as-salam (ملسلا  عيب  ) secara bahasa disebut juga 
dengan as-salaf (فلسلا) yang bermaksud at-taqdīm (ميدقتلا)  yang berarti pendahuluan 
atau mendahulukan, karena jual beli yang harganya didahulukan kepada penjual, 
yang berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.42 
Bai‟ as-salam secara istilah adalah menjual suatu barang yang penyerahannya 
ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran 
modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.43 Kemudian 
para fuqaha‟ menyebutnya dengan barang-barang mendesak karena ia sejenis jual 
beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan 
transaksi jual beli mendesak. 
Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan 
penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan 
segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan 
syarat-syarat tertentu.44  
B. Jenis Akad Salam 
1. Salam Biasa 
Jual beli muslam fiih (barang pesanan) dimana barang yang diperjual 
belikan belum ada ketika transaksi dan pembeli melakukan pembayaran dimuka 
sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. 
 
 
 
                                                          
42 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terjemahan oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena 
Pundi Aksara, 2006), hlm 217 
43Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 147 
44 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi Salam, 
PSAK No. 103, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 1. 
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2. Salam Paralel 
Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi 
salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak 
lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut 
salam paralel. 
 Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat: 
a. akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara 
bank dan pembeli akhir; dan 
b. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 
 Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual 
di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka 
waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat 
meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. 
Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, 
spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan 
karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan 
yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas 
kelalaiannya.  
 
C. Landasan Syariah  
1) Al-Qur‟an  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan, 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya…..(Al-Baqarah: 282) 
 
2) Hadits 
“Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan 
kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi 
Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-
buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima 
barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya 
dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau 
bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan 
hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui 
(pasti) ". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan 
kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan 
takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).”(HR. Bukhari ). 
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D. Rukun dan Syarat Akad Salam 
1. Rukun salam adalah: 
a. Muslam / pembeli 
b. Muslam ilaih / penjual 
c. Muslam fiihi / barang atau hasil produksi 
d. Modal atau uang 
e. Shighat / Ijab Qabul 
2. Syarat-syarat Salam adalah : 
a. Pihak yang berakad 
b. Ridha dua belah pihak dan tidak ingkar janji 
c. Cakap hukum45 
  
E. Ketentuan Dalam Akad Salam  
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual beli Salam 
sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-
MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
 Pertama : Ketentuan tentang pembayaran : 
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 
barang atau manfaat. 
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati 
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 
  
 Kedua : Ketentuan tentang barang 
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang 
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya 
3. Penyerahan dilakukan kemudian 
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya 
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan. 
  
 Ketiga : Ketentuan tentang salam parallel 
  Dibolehkan melakukan salam parallel dengan syarat : 
1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan 
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah 
  
 Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya : 
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan 
kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, 
penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, 
dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut 
pengurangan harga (diskoun) 
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4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang 
disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan 
kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga 
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, 
atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, 
maka ia memiliki dua pilihan : 
a. Membatalkan kontrak dan meninta kembali uangnya 
b. Menunggu sampai barang tersedia 
  
 Kelima : Pembatalan kontrak 
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak 
merugikan kedua belah pihak.46 
 Modal salam harus dapat ditetapkan dengan menyebutkan dasar - dasar 
pengukuran untuk menilai modal salam yang akan dicatat bank Islam pada saat 
dibayar (untuk Salam) atau pada saat diterima (untuk Salam Paralel). Bila modal 
salam dalam bentuk tunai, hal ini teridentifikasi oleh jenis mata uang dan 
jumlahnya, tetapi apabila dalam bentuk barang atau manfaat, ini diukur dengan nilai 
wajar dari asset  atau manfaat tersebut, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 
Dengan digunakannya nilai wajar dari pada nilai historis memberikan informasi 
yang berguna bagi para pengguna informasi laporan untuk mengambil keputusan 
berkaitan dengan hubungan antara mereka dan bank Islam. Penggunaan nilai wajar 
juga mencerminkan pelaksanaan konsep “representatif faithfulness” yang ada. 
 Dalam mengukur modal Salam dan Salam Paralel pada akhir periode 
laporan keuangan, digunakan biaya historis karena informasi yang dapat diandalkan 
diperoleh dari sifat ini. Namun demikian untuk meyakinkan bahwa informasi 
keuangan ini dapat diandalkan, standar menyebutkan bahwa apabila bank Islam 
memperoleh keyakinan bahwa al muslam ilaih tidak mengirim al muslam fihi , 
secara penuh maupun sebagian, atau adanya kemungkinan bahwa al muslam fihi 
akan menurun, harus dibuat pencadangan terhadap defisit yang diestimasikan. 
Pencadangan ini dapat memberikan informasi yang bisa membantu memperkirakan 
arus kas bank Islam di masa yang akan datang yang dihasilkan dari pembiayaan 
Salam. Informasi yang dapat menjadi sumber prediksi ini mencerminkan bahwa 
satu dari beberapa karakteristik kualitatif yang ada untuk mencapaian keandalan 
terpenuhi. 
 
F. Standar Akuntansi Salam 
 Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi salam yang 
sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti 
dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam. 
 Dalam transaksi salam bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan dan 
juga dapat bertindak sebagai produsen tetapi umumnya yang dilaksanakan bank 
syariah adalah salam paralel yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah 
(bank syariah sebagai produsen) secara simultan diserahkan kepada pihak lain 
untuk memproduksinya (bank syariah sebagai pemesan). Jika bank syariah 
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melaksanakan transaksi salam paralel, maka kedudukan bank syariah bertindak 
sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual, oleh karena itu dalam salam paralel 
bank syariah menerapkan akuntansi pembeli dan akuntansi penjual. 
 
1. Bank sebagai Pembeli (Akuntansi untuk pembeli) 
11 Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau 
dialihkan kepada penjual. 
12 Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha 
salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, 
sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur 
sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal 
usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. 
13 Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut: 
(a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang 
disepakati; 
(b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka: 
i. barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, 
jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama 
atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam 
akad; 
ii. barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada 
saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai 
wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai 
barang pesanan yang tercantum dalam akad; 
(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan 
pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka: 
i. jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang 
salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai 
yang tercantum dalam akad; 
ii. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka 
piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh 
nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan 
iii. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli 
mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan 
jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih 
antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan 
tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh 
tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih 
besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi 
hak nasabah 
14 Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dan 
akebajikan. 
15 Pembeli dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya 
boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan 
kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya. Hal ini tidak berlaku bagi 
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nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force 
majeur. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan 
kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui 
sebagai bagian dana kebajikan. 
16 Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. 
Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh 
melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya 
perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai 
bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, 
maka selisihnya diakui sebagai kerugian.47 
 
2. Bank sebagai Penjual (Akuntansi untuk penjual) 
17 Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha 
salam sebesar modal usaha salam yang diterima. 
18 Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset 
nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah 
yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset 
nonkas diukur sebesar nilai wajar. 
19 Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation) pada 
saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan 
transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh 
pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan 
oleh penjual ke pembeli akhir. 
 
a. Penyajian 
20 Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai 
piutang salam. 
21 Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat 
memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara 
terpisah dari piutang salam. 
22 Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai 
kewajiban salam. 
 
b. Pengungkapan 
23 Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan: 
(a) Piutang salam kepada supplier (dalam salam paralel) yang 
memiliki hubungan istimewa; 
(b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan 
(c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
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24 Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan: 
(a) Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri 
maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain; 
(b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan 
(c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah.48 
 
G. Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Sebagai Penjual 
Dalam transaksi salam bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan 
dapat bertindak sebagai pembeli. Untuk mengetahui bank syariah sebagai penjual 
atau pembeli dapat dilihat dalam gambar berikut: 
 
Untuk memberi gambaran akuntansi bank syariah sebagai penjual dapat 
diberikan ilutrasi sebagai berikut: 
Pada tanggal 12 Agustus 2008, Bank syariah memperoleh kepercayaan dari Bulog 
untuk melakukan pembelian “tepung tapioka”, dengan data-data sebagai berikut : 
Nama barang pesanan  :Tepung Tapioka (tepung dari ketela pohon) 
Jenis barang pesanan  :Kualitas A, kering gudang 
Jumlah    :100 ton 
Harga    :Rp. 100.000.000,- (Rp. 1 juta per ton) 
Jangka waktu penyerahan :6 bulan 
Syarat pembayaran  :Dilunasi pada saat akad ditanda tangani 
Pada tanggal 15 September 2004 dapat memenuhi kewajibannya untuk 
menyerahkan barang yang dipesan oleh Bulog yaitu 100 ton tepung Tapioka type A 
 
1. Penerimaan Modal salam (bank sebagai penjual) 
Atas penerimaan modal salam dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam mengatur 
sebagai berikut : 
18 Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha 
salam sebesar modal usaha salam yang diterima. 
19 Modal salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. 
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Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 
diterima, sedangkan modal salam dalam bentuk aset nonkas diukur 
sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan 
nasabah).49 
Dalam contoh, pada tanggal 12 Agustus 2008 diatas penerimaan dana dari Bulog 
dijurnal oleh bank syariah sebagai berikut: 
Dr. Kas / Rekening Bulog Rp. 100.000.000,-- 
Cr. Hutang salam   Rp. 100.000.000,- 
(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
Dalam transaksi salam ini, kewajiban salam adalah “jumlah barang dengan 
specifikasi yang telah disepakati” yang dalam pembukukan diadministrasikan nilai 
rupiahnya dan kewajiban salam ini tidak terkait dengan dipenuhinya pesanan dari 
petani atau tidak. 
(a) Penyerahan barang dari bank syariah kepada Bulog 
Untuk memenuhi kebutuhan barang yang dipesan oleh Bulog, Bank syariah dapat 
memproduksi sendiri atau memesan kepada pihak lain. 
Pada saat penyerahan barang pesanan kepada Bulog, pada tanggal 15 September 
2008 jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut: 
Dr. Hutang salam Rp. 100.000.000,-- 
(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
Cr. Persediaan  Rp. 100.000.000,-- 
 
H. Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Sebagai Pembeli 
Dalam gambar skema salam dapat dilihat bahwa Bank bertindak sebagai 
pembeli pada saat bank bertindak sebagai pemesan, sebagai pihak yang memiliki 
modal salam. Untuk memberikan gambaran perlakuan akuntansi salam dimana 
bank sebagai pembeli dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut: 
Bank syariah, pada tanggal 15 Agustus 2008 melakukan pemesanan “tepung 
Tapioka” pada kelompok industri tepung tapioka “Sejahtera”, dengan data-data 
sebagai berikut: 
Nama Barang pesanan :Tepung Tapioka (tepung ketela pohon) 
Jenis barang pesanan :Kualitas A, kering gudang 
Jumlah barang :100 ton 
Jumlah modal / harga :Rp.80.000.000 (Rp.800.000 per ton) 
Jk waktu penyerahan :4 bulan 
Penyerahan modal :Uang tunai sejumlah Rp.60.000.000,- Mesin 
giling ketela pohon sejumlah Rp.20.000.000 
Agunan :Sebidang sawah senilai Rp.50.000.000,- 
Cara penyerahan :Secara bertahap masing-masing 25 ton setiap 
bulan 
Syarat pembayaran : Dilunasi pada saat akad 
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1.  Perlakukan Akutansi Penyerahan Modal Salam 
Dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam dijelaskan perlakukan akuntansi 
tentang modal salam sebagai berikut: 
11. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau 
dialihkan kepada penjual. 
12. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha 
salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, 
sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur 
sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat 
modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.50 
Atas pembayaran modal salam kepada petani pada tanggal 15 Agustus 2008, bank 
syariah melakukan jurnal sebagai berikut: 
1. Apabila penyerahan modal salam kepada kelompok industri tapioka 
“Sejahtera” dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.80.000.000,-- jurnal 
yang dilakukan adalah 
Dr. Piutang salam Rp. 80.000.000,-- 
(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
Cr. Kas/ rekening petani  Rp. 80.000.000,- 
 Dalam transaksi salam ini “piutang salam” kepada petani adalah “piutang 
barang salam”, piutang kepada pembuat (petani) dalam barang yang telah 
dipesan sesuai spesifikasi yang disepakati, piutang salam tersebut bukan 
piutang dalam bentuk uang, sehingga apabila terjadi perbedaan nilai barang 
pesanan dengan jumlah barang sama, menjadi kerugian bank 
2. Apabila penyerahan modal salam kepada kelompok industri tapioka 
“Sejahtera” berupa : uang kas sebesar Rp. 60.000.000,-- dan modal non kas 
(mesin giling ketela pohon) sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibeli dengan 
harga perolehan sebesar Rp.18.000.000,-- 
Dr.    Piutang salam  Rp. 80.000.000,-- 
(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
Cr. Kas/ rekening petani   Rp. 60.000.000,-- 
Cr. Aset / Persediaan   Rp. 18.000.000,-- 
Cr. Keuntungan penyerahan akt salam Rp. 2.000.000,-- 
Misalnya : harga perolehan mesin giling ketela pohon sebesar 
Rp.25.000.000,-- maka jurnal yang dilakukan adalah 
Dr. Piutang salam   Rp. 80.000.000,-- 
(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
Dr. Kerugian penyerahan akt Rp.  5.000.000,-- 
Cr. Kas/ rekening petani   Rp. 60.000.000,- 
Cr. Aset / Persediaan   Rp. 25.000.000,-- 
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2.  Perlakuan Akuntansi Penerimaan barang pesanan 
 Apabila al muslam fihi diterima oleh bank sesuai dengan jumlah yang 
disepakati dalam akad, maka digunakan nilai historis  sebagai dasar pengukuran 
dan pencatatan asset pada saat perolehan asset tersebut. Sehubungan dengan hal 
tersebut, al muslam fihi yang diperoleh bank melalui transaksi salam, diukur pada 
saat penerimaannya dengan menggunakan nilai historis yang ekuivalen dengan 
modal salam yang dibayar oleh bank syariah.51 
 Dalam hal al muslam fihi diterima dalam jenis yang sama namun dengan 
kualitas yang berbeda, apabila nilai pasar (atau nilai wajarnya bila nilai pasar tidak 
diketahui) barang tersebut sama dengan nilainya dalam akad, maka penerimaan 
tersebut dicatat pada harga bukunya. Namun demikian, bila nilai pasarnya lebih 
rendah maka diukur dan dicatat pada harga pasar pada saat pengiriman dan 
perbedaannya diakui sebagai kerugian. Hal ini dilakukan karena untuk 
mencerminkan nilai ekuivalen kasnya, penurunan nilai komoditi tersebut harus 
dimasukkan ke dalam perkiraan asset dengan jalan mencatatkannya pada harga 
buku asset. Sifat pengukuran ini diharapkan dapat membantu para pengguna 
informasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan 
keputusannya. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Akuntansi yang menyatakan 
bahwa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi harus contain. 
 Pernyataan Konsep juga memberikan arahan mengenai kapan keuntungan 
dan kerugian yang menjadi dasar laporan laba/rugi harus diakui. Suatu kerugian 
diakui pada saat terjadi transfer resiprokal  antara bank syariah dan al muslam ilaih 
pada saat penerimaan substansi al muslam fihi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 
saat bank syariah menerima al muslam fihi dengan nilai pasar yang lebih rendah 
dari harga buku al muslam fihi yang diakadkan, maka selisih yang terjadi harus 
diakui oleh bank Islam tersebut. 
 Standar ini membedakan antara kegagalan al muslam ilaih dalam mengirim 
al muslam fihi dengan kelalaian atau salah urus dan kesalahan lainnya, pada tanggal 
jatuh tempo pengiriman. Perlakuan ini sesuai dengan salah satu sasaran laporan 
keuangan yang menyebutkan “ Penentuan hak dan kewajiban dari semua pihak 
yang terlibat, termasuk semua hak yang terjadi dari transaksi dan aktifitas yang 
belum selesai, sesuai dengan syariah Islam dan prinsip-prinsipnya mengenai 
keadilan, kejujuran dan taat kepada etika dalam bermuamalat. 
 Pada akhir periode laporan keuangan, al muslam fihi dicatat pada nilai 
historis atau pada nilai ekuivalen kasnya, mana yang lebih rendah. Hal ini 
memberikan informasi yang lebih relevan yang merupakan salah satu karakteristik 
informasi yang harus dimiliki oleh bank Islam. 
 Sehubungan dengan penerimaan barang pesanan pada transaksi salam, 
PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur sebagai berikut: 
13 Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut: 
(a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang 
disepakati; 
                                                          
51 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ….., hlm 178. 
94 
PSAK 103  
Akuntansi Salam 
 
(b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka: 
(i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai 
akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima 
nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan 
yang tercantum dalam akad; 
(ii) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar 
pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, 
jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih 
rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam 
akad; 
(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang 
pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka: 
(i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat 
piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai 
dengan nilai yang tercantum dalam akad; 
(ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka 
piutang salam berubah menjadi piutang yang harus 
dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat 
dipenuhi; dan 
(iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan 
pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta 
hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai 
piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang 
salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai 
piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, 
jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai 
tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak 
penjual. 
16 Barang pesanan yang  telah  diterima  diakui  sebagai  persediaan. 
Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh 
melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan 
atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat 
direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui 
sebagai kerugian.52 
  
 Untuk memberikan gambaran penyerahan barang, dapat diberikan ilutrasi 
lanjutan dari contoh tersebut diatas, dimana penyerahan barang dilakukan tahapan 
sebagai berikut : 
1. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang 
dengan nilai wajar / harga pasar Rp.20.000.000,-- (Rp.800.000,-- 
perton, sama dengan harga dalam kontrak) 
2. Tahap ke-2 : 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan 
nilai wajar / pasar Rp.25.000.000,-- (Rp. 1.000.000,-- per ton, harga 
pasar lebih tinggi dari harga dalam kontrak) 
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3. Tahap ke-3 : 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan 
nilai wajar / pasar Rp.16.000.000,-- (Rp. 640.000 per ton, harga pasar 
lebih rendah dari harga dalam kontrak) 
4. Penyerahan tahap ke-4 sebesar 25 ton tepung tapioka kualitas A, kering 
gudang seharga Rp. 20.000.000,-- tidak lancar, sehingga perlu diambil 
alternatif: 
a. Kontrak diperpanjang 
b. Kontrak dibatalkan 
c. Jaminan dijual dengan asumsi (1) seharga Rp.15.000.000, (2) 
seharga Rp. 30.000.000,-- 
 
 Dari penyerahan barang dalam contoh diatas, jurnal yang dilakukan oleh 
bank syariah adalah sebagai berikut: 
1. Barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati yaitu 
sebanyak 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar 
/ harga pasar Rp.20.000.000,-- (harga pasar Rp. 800.000,-- per ton, sama 
dengan harga dalam kontrak) 
Dr. Aset (Persediaan) Salam Rp. 20.000.000,-- 
Cr. Piutang salam Rp. 20.000.000,-- 
(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
2. Barang pesanan berbeda kualitasnya, dimana barang pesanan yang diterima 
mempunyai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) sama atau 
lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; maka 
barang pesanan diukur sesuai dengan nilai akad. 
Dalam contoh diatas penyerahan tahap kedua sebanyak 25 ton tepung 
tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / pasar 
Rp.25.000.000,- (harga pasar Rp. 1.000.000,-- per ton, sedangkan harga 
dalam kontrak Rp.800.000,-) 
Dr. Aset /Persediaan Salam Rp. 20.000.000,-- 
Cr. Piutang salam   Rp. 20.000.000,-- 
(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
3. jika barang pesanan berbeda kualitas, dimana barang pesanan yang diterima 
mempunyai nilai pasar lebih rendah dari nilai barang pesanan yang 
tercantum dalam akad; diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar 
tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. 
Dalam contoh diatas penyerahan tahap ketiga sebanyak 25 ton tepung 
tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / pasar 
Rp.16.000.000,- (harga pasar Rp. 640.000,-- per ton, sedangkan harga 
dalam kontrak sebesar Rp. 800.000,--). Dalam melakukan jurnal yang 
dipergunakan adalah harga pasar (yang terendah) yaitu sebesar Rp. 
16.000.000,-- sedangkan selisih harga pasar dengan harga kontrak sebesar 
Rp. 4.000.000,-- diakui sebagai kerugian. 
Dr. Aset / Persediaan Salam Rp. 16.000.000,-- 
Dr. Kerugian penyerahan akt Rp. 4.000.000,-- 
Cr. Piutang salam   Rp. 20.000.000,-- 
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(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
4. jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal 
jatuh tempo pengiriman, maka jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai 
tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai 
dengan nilai yang tercantum dalam akad; 
Dalam contoh diatas, apabila penyerahan tahap ke 4 diperpanjang maka 
tidak dilakukan jurnal, karena yang masih tercatat dalam piutang adalah 
sebesar 25 ton tapioka kualitas A, kering gudang seharga Rp. 20.000.000,-- 
5. jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal 
jatuh tempo pengiriman, maka jika akad salam dibatalkan sebagian atau 
seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus 
dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; 
Dalam contoh diatas, misalnya penyerahan untuk tahap ke 4, yaitu sebesar 
25 ton tepung tapioka kualitas A, kering gudang seharga Rp. 20.000.000,-- 
dibatalkan karena kelompok industri sudah tidak mampu memenuhi 
kewajibannya, 
Jurnal yang dilakukan 
Dr. Piutang Petani/produsen Rp. 20.000.000,-- 
Cr. Piutang salam   Rp. 20.000.000,-- 
(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
6. jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada 
tanggal jatuh tempo pengiriman, maka jika bank mempunyai jaminan atas 
barang pesanan dan hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai 
piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil 
penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang 
telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih 
besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah; 
dan 
A. Penjualan barang jaminan salam (hasil penjualan barang jaminan 
lebih kecil dari piutang salam), misalnya barang jaminan dijual 
dengan harga Rp.15.000.000 sedangkan piutang salam masih 
bersaldo Rp.20.000.000,- 
Jurnal : 
Dr. Kas Rp.15.000.000,-- 
Dr. Piutang Petani Rp. 5.000.000,-- 
Cr. Piutang salam Rp. 20.000.000,- 
(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang) 
B. Penjualan barang jaminan salam (hasil penjualan barang jaminan lebih 
kecil dari piutang salam), misalnya barang jaminan dijual dengan harga 
Rp.15.000.000 sedangkan piutang salam masih bersaldo 
Rp.30.000.000,- 
Jurnal : 
Dr. Kas Rp. 30.000.000,-- 
Cr. Piutang salam  Rp. 20.000.000,-- 
Cr. Rekening petani / kas  Rp.10.000.000, 
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C. Tidak diterimanya barang pesanan pada saat jatuh tempo akad (tahap 4 
yaitu sebesar 25 ton tepung tapioka kualitas A, kering gudang seharga 
Rp. 20.000.000,-- 
Dr. Piutang kepada petani Rp. 20.000.000,-- 
Cr. Piutang salam Rp. 20.000.000,-- 
D. bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh 
dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, 
tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi 
nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force 
majeur. 
Dr. Rekening Petani Rp. 1.000.000,-- 
Cr. Rekening ZIS Rp. 1.000.000,-- 
 
 
E. Perlakuan Akuntansi Salam Paralel 
 Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi 
salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain 
untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam 
paralel. Salam Paralel dapat dilakukan dengan syarat: 
1. akad kedua antara bank dan pembuat terpisah dari akad pertama 
antara bank dan pembeli akhir; dan 
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 
Untuk memberikan yang lengkap terhadap transaksi salam paralel dapat dilihat 
dalam gambar berikut: 
 
 
 Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap perlakukan akuntansi 
salam paralel dapat diberikan contoh sebagai berikut: 
Bank syariah memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian 
beras, dengan data-data sebagai berikut : 
Nama barang pesanan  :Gabah padi 
Jenis barang pesanan  :IR 38 kadar air 15% 
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Jumlah    :100 ton 
Harga    :Rp. 50.000.000,-- (Rp. 500.000 per ton) 
Jk waktu penyerahan  :6 bulan 
Penjelasan lain berkaitan dengan pesanan kepada petani Suka Makmur: 
1. Harga perolehan alat pertanian yang diserahkan kepada petani sebagai modal 
salam sebesar Rp. 9.500.000,-- 
2. Penyerahan barang pesanan dari petani kepada bank syariah dilakukan secara 
bertahap sebagai berikut: 
a. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% dengan nilai 
wajar / harga pasar Rp.10.000.000,-- (Rp. 400.000,-- per ton, sama dengan 
harga dalam kontrak) 
b. Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25% (dengan kualitas 
yang berbeda dengan kontrak) dengan nilai wajar / pasar Rp.12.500.000,-- 
(Rp. 500.000,-- per ton, lebih tinggi dari harga dalam kontrak) 
c. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10% (dengan kualitas 
yang berbeda dengan kontrak) dengan nilai wajar / pasar Rp.8.000.000,-- (Rp. 
320.000,-- per ton, lebih rendah dari harga dalam kontrak) 
3. Penyerahan tahap ke-4 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga 
Rp. 10.000.000,-- tidak lancar, sehingga perlu diambil alternatif: 
a. Kontrak diperpanjang 
b. Kontrak dibatalkan 
c. Jaminan dijual dengan asumsi 
(1) seharga Rp. 7.500.000,-- 
(2) seharga Rp. 15.000.000,-- 
Dari ilustrasi contoh tersebut diatas, jurnal yang dilakukan oleh bank syariah adalah 
sebagai berikut: 
1. Pada saat penerimaan dana dari bulog oleh bank syariah : 
Dr. Kas Rp. 50.000.000,-- 
Cr. Hutang salam Rp. 50.000.000,-- 
(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
 
2. Penyerahan modal salam dari bank syariah kepada petani Suka Makmur, sebesar 
Rp. 40.000.000,-- yang terdiri dari alat pertanian dengan harga wajar sebesar Rp. 
10.000.000,-- dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,-- 
Dr. Piutang Salam (barang) Rp.40.000.000,-- 
 (100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
Cr. Kas Rp.30.000.000,-- 
Cr. Persediaan/Aset Salam Rp. 9.500.000,- 
Cr. Pendapatan penyerahan aktiva Rp.500.000,- 
Jurnal pada saat pembelian alat pertanian sebesar Rp. 9.500.000,-- dengan tunai 
adalah: 
Dr. Persediaan / Aset Salam Rp. 9.500.000,- 
Cr. Kas Rp. 9.500.000,- 
3. Penerimaan barang pesanan dari petani kepada bank syariah, yang dilakukan 
secara bertahap : 
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A. Tahap ke-1 sebanyak sebesar 25 ton gabah padi IR 38 dengan kadar air 15% 
seharga Rp.10.000.000,-- (kualitas barang pesanan sama dengan kontrak) 
Dr. Persediaan salam Rp. 10.000.000,-- 
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,-- 
B. Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25% dengan harga 
pasar / nilai pasar Rp. 12.500.000,-- (berbeda kualitas dengan kontrak dan 
nilai pasar sama atau lebih tingggi dari nilai akad / kontrak) 
Dr. Persediaan salam Rp. 10.000.000,- 
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25%) 
Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,- 
C. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10% dengan nilai 
pasar / harga wajar sebesar Rp. 8.000.000,-- (kualitas barang pesana yang 
diterima berbeda dengan kontrak dan nilai pasar / harga pasar lebih rendah 
dari nilai akad / kontrak) 
Dr. Persediaan salam Rp.8.000.000,-- 
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10%) 
Dr. Kerugian salam Rp.2.000.000,- 
Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,-- 
4. Pada saat jatuh tempo tahap ke-4 barang pesanan sebanyak 25 ton tidak dapat 
diserahkan oleh petani Suka Makmur, bank syariah mengambil beberapa 
alternatif: 
a. Jika tanggal pengiriman diperpanjang sebulan tidak ada jurnal 
b. Jika barang pesanan yang belum diterima dibatalkan seluruhnya, yaitu 25 ton 
gabah padi IR 38 kadar air 15% : 
Dr. Piutang petani Rp. 10.000.000,- 
Cr. Piutang Salam Rp. 10.000.000,-- 
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
c. Jika petani tidak bisa penyerahkan barang pesanan kepada bank syariah dan 
atas kesepakatan petani bank syariah menjual jaminan seharga Rp. 7,5 juta 
dan atas penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup pesanan 25 ton 
gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp.10.000.000,-- 
Dr. Kas Rp. 7.500.000,-- 
Dr. Piutang petani Rp. 2.500.000,-- 
Cr. Piutang salam  Rp. 10.000.000,-- 
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
d. Jika petani tidak bisa menyerahkan barang pesanan kepada bank syariah dan 
atas persetujuan petani bank syariah menjual jaminan sebesar Rp. 
15.000.000,-- dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup 
pesanan 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 10.000.000,-- 
Dr. Kas Rp. 15.000.000,-- 
Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,-- 
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)  
Cr. Rekening Petani Rp. 5.000.000,-- 
5. Jika petani menyerahkan seluruh barang pesanan sesuai kualitas yang dipesan 
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yaitu 100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp.40.000.000,- 
Dr. Persediaan salam Rp. 40.000.000,-- 
(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
Cr. Piutang salam Rp. 40.000.000,-- 
(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
6. Penyerahan barang pesanan dari bank syariah kepada Bulog sebanyak 100 ton 
gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 50.000.000,-- 
Dr. Hutang salam Rp. 50.000.000,-- 
(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
Cr. Persediaan salam Rp.40.000.000,-- 
(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%) 
Cr. Keuntungan salam Rp.10.000.000,-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
SOAL LATIHAN 
  
1. Salah satu jenis jual beli dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh bank 
syariah adalah dengan prinsip salam. 
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis salam dan salam 
paralel 
b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik salam dan salam paralel 
sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 
2. Akuntasi Salam diatur dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam. 
a. Jelaskan perbedaan cakupan akuntansi salam yang tercantum dalam PSAK 59 
dan PSAK 103? 
b. Jelaskan pokok-pokok ketentuan akuntasi penjual dan akuntansi pembeli 
sebagaimana diatur dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam? 
3. Karakteristik salam adalah jual beli dimana penyerahan barang dilakukan 
kemudian dan pembayaran harga barang dilakukan seluruhnya pada saat akad 
ditandatangani 
a. Jelaskan pengakuan dan pengukuran penyerahan modal salam? 
b. Jelaskan pengakuan dan pengukuran penerimaan barang dengan kualitas 
berbeda? 
4. Pada umumnya akad salam dipergunakan untuk transaksi dibidang pertanian 
a. Jelaskan perbedaan salam dengan pengijon? 
b. Jelaskan perbedaan dan persamaan pelaksanaan transaksi salam dengan 
Kredit Usaha Tani (KUT) untuk petani? 
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5. Bank Syariah dalam melaksanakan transaksi salam paralel 
a. Jelaskan pengertian salam paralel? 
b. Jelaskan ketentuan salam paralel sebagaiman diatur dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional. 
 
 Soal Kasus : 1 
Bank syariah melakukan transaksi salam dengan kelompok petani di Sukabumi 
dengan data-data sebagai berikut: 
Nama Barang pesanan :Kedelai 
Jenis barang pesanan :Biji kedelai kualitas A Jumlah barang :20 ton 
Jumlah modal / harga :Rp. 30.000.000,-- ( Rp. 1.500.000,-- per ton) 
Jk waktu penyerahan :3 bulan sampai gudang bank syariah 
Penyerahan modal :Dalam bentuk uang tunai dan dibaya  dimuka 
pada saat kontrak ditanda tangani. 
Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal dari siklus transaksi tersebut. 
 
 Soal kasus : 2 
Bank syariah memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian 
beras, dengan data-data sebagai berikut : 
Nama barang pesanan :Gabah padi IR 38 
Jenis barang pesanan :IR 38 kadar air 15% 
Jumlah :100 ton 
Harga :Rp. 500.000.000,-- (Rp. 5.000.000 per ton) 
Jk waktu penyerahan :6 bulan 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut bank syariah melakukan pemesanan beras 
kepada KUD Sejahtera, dengan data-data sebagai berikut: 
Nama Brg pesanan :Gabah padi IR 38 
Jenis barang pesanan :IR 38 kadar air 15% 
Jumlah barang :100 ton 
Jumlah modal / harga :Rp.400.000.000,-- (Rp.4.000.000,-- per ton) 
Jk waktu penyerahan :4 bulan 
Penyerahan modal :Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000 
 Alat pertanian senilai Rp.100.000.000 
Agunan :Sebidang sawah senilai Rp.500.000.000 
Cara penyerahan :Secara bertahap masing-masing 25 ton  setiap 
bulan 
Penjelasan lain berkaitan dengan pesanan kepada KUD Sejahtera: 
1. Harga perolehan alat pertanian sebesar Rp. 95.000.000,-- 
2. Data-data saat penyerahan barang dari KUD Sejahtera adalah sebagai berikut: 
a. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% dan nilai wajar / 
harga pasar pada saat penyerahan sebesar Rp. 100.000.000,-- (atau 
Rp.4.000.000 per ton) 
b. Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25% dan nilai wajar / 
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pasar pada saat penyerahan sebesar Rp. 125.000.000,-- (atau Rp.5.000.000,-- 
per ton ) 
c. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 20% dan nilai wajar / 
pasar pada saat penyerahan barang sebesar Rp. 8.000.000,-- (atau 
Rp.3.200.000,-- per ton) 
3. Penyerahan tahap ke-4 sisa barang pesanan sebesar 25 ton gabah padi IR 38 
kadar air 15% seharga Rp. 10.000.000,-- tidak lancar, sehingga perlu diambil 
alternatif: 
a. Bank Syariah melakukan perpanjangan kontrak pemesanan barang kepada 
KUD Sejahtera 
b. Bank Syariah membatalkan Kontrak dengan KUD Sejahtera 
c. Bank Syariah dengan persetujuan KUD Sejahtera, menjual jaminan dengan 
asumsi 
(1) harga jual jaminan seharga Rp. 7.500.000,-- 
(2) harga jaminan seharga Rp. 15.000.000,-- 
Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut 
 
 Soal kasus : 3 
BPR Syariah Syuriah melakukan pemesanan kepada KUD gula merah kualitas A 
sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 100 juta. Penyerahan dilakukan dengan dua 
tahap masing-masing 50 ton gula merah. 
Atas pemesanan tersebut disepakati penyerahan modal dalam bentuk : 
a. Traktor, cangkul, bibit, pupuk dan alat perkebunan lainnya dengan harga pasar 
sebesar Rp. 75 juta. Harga beli yang dilakukan oleh BPRSyariah Syuriah sebesar 
Rp.70 juta. 
b. Uang tunai sebesar Rp. 25 juta 
Tahap kedua BPR Syariah Syuriah sepakat menerima gula merah dengan 
kualitas yang berbeda dalam akad, dan harga pasar gula merah tersebut 
sebesar Rp. 40 juta 
Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut 
 
 Soal kasus : 4 
Departemen pertanian bersama-sama dengan Bulog memiliki program untuk 
memenuhi kebutuhan pangan tahun anggaran 2008. Untuk itu Departemen 
Pertanian melakukan pemesanan kepada KUD dengan data-data sebagai berikut: 
Barang yang dipesan :100 ton gabah padi IR 78 kadar air 12%  dengan 
harga Rp. 8 juta / ton 
Waktu Penyerahan :Tahap ke-1 sebesar 50 ton dilakukan 3 bulan  setelah 
akad ditanda tangani Tahap kedua  sebesar 30 ton dilakukan  4 bulan 
setelah akad  ditanda tangani Tahap ketiga sebesar 20 ton 
 dilakukan 5 bulan setelah akad ditanda tangani 
Modal diberkan :uang tunai sebesar Rp. 300 juta sebagai modal 
 kerja. Alat pertanian dengan harga pasar sebesar 
 Rp. 300 juta yang sebelumnya dibeli dengan  harga 
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sebesar Rp. 350 juta. Bibit, pupuk dan  sejenisnya dengan harga wajar 
sebesar  Rp.200juta yang sebelumnya dibeli dengan  harga 
Rp. 175 juta 
Keterangan lain :Saat penyerahan barang langsung diserahkan ke Bulog. 
Diminta : Buatlahjurnal dan perhitungan atas 
a. Pembayaran modal dari Departemen Pertanian kepada KUD 
b. Penerimaan barang dari KUD oleh Departemen  Pertanian  tahap pertama dan 
kedua 
c. Jurnal penyerahan barang tahap ketiga jika barang yang diserahkan kualitasnya 
tidak sama dengan akad dan Departemen Pertanian sepakat. Gabah yang 
diserahkan nilai pasarnya sebesar Rp. 7.5 juta per ton. 
 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Istishna 
2. Jenis Akad Istishna 
3. Landasan Syariah 
4. Rukun dan Syarat Akad Istishna 
5. Ketentuan Akad Istishna 
6. Standar Akuntansi Istishna  
7. Perlakuan Akuntansi Istishna Dengan Pembayaran Dimuka 
8. Perlakuan Akuntansi Istishna Dengan Cara Pembayaran Angsuran 
Selama Dalam Proses 
9. Perlakuan Akuntansi Istishna Dengan Cara Pembayaran Setelah 
Penyerahan Barang 
……...………………………………………………………………….. 
 
A. Pengertian Istishna 
 Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 
(pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).53 Berdasarkan akad tersebut, 
pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) 
sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang 
disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau 
Tangguhan sampai jangka waktu tertentu. 
 Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan 
produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat 
berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui 
karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan 
kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah 
disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang 
dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas 
kelalaiannya. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke 
pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati. 
  
B. Jenis Akad Istishna 
1. Istishna Biasa 
Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 
(pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). 
2. Istishna Paralel 
                                                          
53 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi Istishna, 
PSAK No. 104, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 2. 
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Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi 
istishna. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak 
lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna 
maka hal ini disebut istishna paralel. Istishna paralel dapat dilakukan dengan 
syarat: 
1. akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama 
antara bank dan pembeli akhir; dan 
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 
  
 Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi: 
1. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau 
2. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat 
menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. 
  
Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari 
produsen/penjual atas: 
1. jumlah yang telah dibayarkan; dan 
2. penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. 
  
Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa 
harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. 
 
C. Landasan Syariah  
1) Al-Qur‟an  
 
“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. al-
Baqarah: 275) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan, 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya…..(Al-Baqarah: 282) 
 
2) Hadits 
“Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja 
non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja nonArab tidak 
sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar 
ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-
akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau" 
(HR. Muslim) 
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D. Rukun dan Syarat Akad Istishna 
1. Rukun Istishna adalah 
a. Produsen / pembuat barang (shaani) dan juga menyediakan bahan 
bakunya 
b. Pemesan / pembeli barang (Mustashni) 
c. Proyek / usaha barang / jasa yang dipesan (mashnu’) 
d. Harga (Tsaman) 
e. Shighat / Ijab Qabul 
  
2. Syarat-syarat Istishna adalah : 
a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk 
melakukan jual beli 
b. Ridha / kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji 
c. Apabila isi akad disyaratkan Shani’ hanya bekerja saja, maka akad ini 
bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah 
d. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupann untuk mengadakan / 
membuat barang itu 
e. Mashnu’ (barang / obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti 
jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya 
f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara’ 
(najis, haram, samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan 
(menimbukan maksiat)54 
  
 Sedangkan perbedaan salam dan istishna adalah :55 
SUBYEK SALAM ISTISHNA ATURAN & KETERANGAN 
Pokok 
kotrak 
Muslam fiih Mashnu’ Barang Tangguhan dengan 
spesifikasi 
Harga Dibayar saat 
kontrak 
Bisa saat kontrak, 
bisa dianggsur, 
bisa kemudian 
hari 
Cara penyelesaian 
pembayaran merupakan 
perbedaan utama antara 
salam dan istishna 
Sifat 
kontrak 
Mengikat 
secara asli 
(thabi’i) 
Mengikat secara 
ikutan (taba’i) 
Salam mengikat semua pihak 
sejak semula, sedangkan 
istishna menjadi pengikat 
untuk melindungi produsen 
sehingga tidak ditinggalkan 
begitu saja oleh konsumen 
secara tidak bertanggung 
jawab. 
Kontrak 
paralel 
Salam Paralel Istishna Paralel Baik salam paralel maupun 
istishna paralel sah asalkan 
kedua kontrak secara hukum 
adalah terpisah. 
 
 
                                                          
54 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ….., hlm 196. 
55 Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah, ……, hlm 116. 
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E. Ketentuan Akad Istishna 
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual Beli Istishna 
sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN-
MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
Pertama : Ketentuan tentang pembayaran 
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 
barang, atau manfaat 
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat 
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 
 
Kedua : Ketentuan tentang barang 
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang 
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya 
3. Penyerahnnya dilakukan kemudian 
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan 
5. Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjua barang sebelum menerimanya. 
6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan 
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak dengan kesepakatan, pemesan 
memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan 
akad 
 
Ketiga : Ketentuan lain : 
1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 
hukumnya mengikat. 
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas 
berlaku pula pada jual beli isthisna’ 
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
 
 Sedangkan Fatwa yang berkaitan dengan Istishna Paralel sebagaimana 
tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 22/DSN- MUI/III/2004 tanggal 
28 Maret 2004 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
Pertama : Ketentuan umum 
1. Jika LKS melakukan transaksi Istishna’ untuk memenuhi kewajibannya 
kepada nasabah ia dapat melakukan istishna’ lagi dengan pihak lain pada 
obyek yang sama, dengan syarat istishna’ pertama tidak bergantung 
(mu’allaq) pada istishna’ kedua 
2. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna’ (Fatwa DSN 
No. 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam Istishna Paralel 
  
 Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap transaksi istishna dan 
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istishna paralel dapat terlihat pada gambar berikut: 
 
 
 Sesuai dengan pengertian istishna, maka mekanisme pembayaran transaksi 
istishna yang harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukandengan tiga cara 
yaitu : 
1. Pembayaran dimuka secara keseluruhan, yaitu pembayaran dilakukan 
secara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktiva istishna 
yang dipesan tersebut diserahkan kepada pembeli akhir. Cara 
pembayaran seperti ini sama dengan cara pembayaran dalam salam. 
Oleh karena itu perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang istishna 
dilakukan dengan cara pembayaran dimuka maka perlakuan 
akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi salam, 
namun istilah “piutang salam” diganti menjadi “Aktiva Istishna Dalam 
Penyelesaian” sedangkan “hutang salam” diganti menjadi “hutang 
istishna”, sedangkan pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank 
menggunakan mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan 
pendapatan sebagaimana dalam transaksi salam sedangkan metode 
pengakuan pendapatan yang dapat digunakan adalah metode persentase 
penyelesaian dan metode akad selesai. 
2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, yaitu 
pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran 
selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan 
adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aktiva 
istishna. 
Penyelesaian Piutang Istishna oleh Nasabah dengan cara pembayaran 
pada saat penyerahan aktiva istishna. 
a. Biaya pra-akad diakui sebagai biaya Tangguhan sebesar jumlah yang 
dikeluarkan oleh bank. 
b. Biaya Tangguhan yang berasal dari biaya pra-akad diakui sebagai 
aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani. 
c. Biaya istishna diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada 
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saat terjadinya. 
d. Biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva dalam penyelesaian pada 
saat diterimanya tagihan dari sub- kontraktor sebesar jumlah tagihan 
dan pada saat yang bersamaan diakui hutang istishna kepada sub-
kontraktor. 
e. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai 
piutang istishna dan pada saat bersamaan diakui termin istishna. 
f. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian, pada akhir 
periode laporan keuangan diakui pendapatan istishna dan harga pokok 
istishna. Selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok diakui 
sebagai margin keuntungan istishna. 
g. Jika menggunakan metode akad selesai, pada saat barang selesai 
dibuat, diakui pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Selisih 
antara pendapatan istishna dan harga pokok diakui sebagai margin 
keuntungan istishna. 
Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank 
menggunakan mekanisme pembayaran saat penyerahan adalah 
metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. 
3. Pembayaran setelah penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan 
oleh pemesan kepada Bank Syariah setelah aktiva istishna yang dipesan 
diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayarannya secara 
keseluruhan atau secara cicilan / angsuran. Cara pembayaran istishna 
dengan cara ini sama dengan cara pembayaran dalam Murabahah, oleh 
karena itu metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank 
menggunakan mekanisme pembayaran ini adalah pengakuan pendapatan 
sebagaimana dalam transaksi murabahah, sehingga perlakuan akuntansi 
jika penyelesaian piutang istishna dilakukan dengan cara pembayaran 
Tangguhan maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi 
untuk transaksi murabahah, namun istilah “piutang murabahah” diganti 
menjadi “piutang istishna” sedangkan “margin murabahah Tangguhan” 
diganti dengan ”margin istishna Tangguhan”.56 
 
F. Standar Akuntansi 
 Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna dan 
istishna paralel yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi 
Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Istishna. Dalam 
transaksi istishna kedudukan bank syariah dapat bertindak sebagai penjual / 
produsen / kontraktor dan disisi lain bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan 
atau pembeli. Pada umumnya saat ini bank syariah menjalankan transaksi istishna 
paralel, yaitu bank syariah menerima pesanan untuk membuat atau produksi barang 
(bank syariah sebagai produsen) kemudian diteruskan pihak lain untuk 
memproduksi atau pembuat (bank syariah sebagai pemesan). Sehubungan dengan 
hal tersebut maka bank syariah harus menerapkan akuntansi penjual dan akuntansi 
                                                          
56 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ….., hlm 199-
201. 
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pembeli dalam PSAK 104 tentang akuntansi istishna. 
 
1.  Akuntansi Untuk Penjual 
a) Penyatuan dan Segmentasi Akad 
14. Bila suatu akad istishna' mencakup sejumlah aset, pengakuan dari 
setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika: 
(a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; 
(b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dimana penjual 
dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang 
berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan 
(c) biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. 
15. Suatu kelompok akad istishna', dengan satu atau beberapa pembeli, 
harus diperlakukan sebagai satu akad istishna' jika: 
(a) kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket; 
(b) akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad ter- sebut 
merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin 
keuntungan; dan 
(c) akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara 
berkesinambungan. 
16. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna' terpisah, 
tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika: 
(a) aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad 
istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau 
(b) harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad 
istishna' awal.57 
b) Pendapatan Istishna' dan Istishna' Paralel 
17. Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode 
persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan 
selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan 
diserahkan kepada pembeli. 
18. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka: 
(a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah 
diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan 
istishna' pada periode yang bersangkutan; 
(b) bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode 
pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian; 
dan 
(c) pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya 
istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. 
19. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk 
penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir 
                                                          
57Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar ….., hlm 4. 
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periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
(a) tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan 
pekerjaan tersebut selesai; 
(b) tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan 
pekerjaan tersebut selesai; 
(c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam 
penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan 
(d) pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan 
keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.58 
 
c) Istishna' dengan Pembayaran Tangguh 
20. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses 
pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari 
penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu: 
(a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung 
apabila istishna' dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase 
penyelesaian; dan 
(b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan 
diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai 
dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai 
dengan paragraf 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah. 
21. Meskipun istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual 
harus menentukan nilai tunai istishna' pada saat penyerahan barang 
pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait 
dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan 
nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istishna' dengan 
pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan 
pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai 
akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut: 
 
Biaya Perolehan (biaya produksi) Rp1.000,00 
Margin keuntungan pembuatan 
barang pesanan  Rp   200,00  
Nilai tunai pada saat penyerahan 
barang pesanan Rp1.200,00 
Nilai akad untuk pembayaran secara 
angsuran selama 3 th  Rp1.600,00  
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang 
diakui selama 3 th Rp 400,00 
 
22. Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan 
                                                          
58 Ibid, hlm 5-6. 
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dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang 
pesanan maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu: 
(a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung 
apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui pada saat 
penyerahan barang pesanan; dan 
(b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan 
diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai 
dengan jumlah pembayaran 
23. Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna' 
dan termin istishna' (istishna' billing) pada pos lawannya. 
24. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna' 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam  akad  dan  tidak  selalu  
sesuai  dengan  persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan.59 
 
d) Biaya Perolehan Istishna' 
25. Biaya perolehan istishna' terdiri dari: 
(a) biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk 
membuat barang pesanan; dan 
(b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad 
dan praakad. 
26. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan 
sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Namun jika akad tidak 
disepakati, maka biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan. 
27. Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama periode laporan 
keuangan, diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat 
terjadinya. 
28. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan 
pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna'.60 
e) Biaya Perolehan Istishna' Paralel 
29. Biaya istishna' paralel terdiri dari: 
(a) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau 
kontraktor kepada entitas; 
(b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad 
dan praakad; dan 
(c) semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat 
memenuhi kewajibannya, jika ada. 
30. Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai aset istishna' dalam 
penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau 
kontraktor sebesar jumlah tagihan. 
 
f) Penyelesaian Awal 
                                                          
59 Ibid, hlm 6-7. 
60 Ibid, hlm 7. 
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31. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan 
penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai 
pengurang pendapatan istishna'. 
32. Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal piutang 
istishna' dapat diperlakukan sebagai: 
(a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' 
pada saat pembayaran; atau 
(b) penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah 
keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima 
pembayaran piutang istishna' secara keseluruhan.61 
g) Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan 
33. Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya 
istishna' akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah 
sebagai berikut: 
(a) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna' dan 
biaya istishna'; 
(b) jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang 
dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan 
tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah 
biaya istishna'; sehingga pendapatan istishna' akan berkurang 
sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan 
(c) perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna' 
paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan 
tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui 
penjual berdasarkan akad istishna' paralel. 
h) Pengakuan Taksiran Rugi 
34. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna' 
akan melebihi pendapatan istishna', taksiran kerugian harus segera 
diakui. 
35. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan: 
(a) apakah pekerjaan istishna' telah dilakukan atau  belum; 
(b) tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau 
(c) jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan 
sebagai suatu akad tunggal sesuai paragraf.62 
2. Akuntansi Untuk Pembeli 
36. Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah 
termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang 
istishna' kepada penjual. 
37. Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan 
pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya 
perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad 
                                                          
61 Ibid, hlm 7. 
62 Ibid, hlm 9. 
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istishna' tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban 
istishna' tangguhan. 
38. Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai 
dengan porsi pelunasan hutang istishna'. 
39. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau 
kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka 
kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah 
diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi 
penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang 
jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan 
kerugian piutang. 
40. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai 
dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang 
yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum 
diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual 
dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. 
41. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang 
lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang 
terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. 
42. Dalam istishna' paralel, jika pembeli menolak menerima barang 
pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka 
barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai 
wajar dan harga pokok istishna'. Selisih yang terjadi diakui sebagai 
kerugian pada periode berjalan.63 
3. Penyajian 
43. Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut: 
(a) Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar 
jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. 
(b) Termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar 
jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. 
44. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut: 
(a) Hutang ishtisna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor 
yang belum dilunasi. 
(b) Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar: 
(i) persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada 
pembeli akhir, jika istishna' paralel; atau 
(ii) kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna'.64 
4. Pengungkapan 
45. Penjual mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, 
tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan 
                                                          
63 Ibid, hlm 9-11. 
64 Ibid, hlm 11. 
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dan keuntungan kontrak istishna'; 
(b) metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian 
kontrak yang sedang berjalan; 
(c) rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan 
kualitas piutang; 
(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
46. Pembeli mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan keuangan, 
tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) rincian hutang istishna’ berdasarkan jumlah dan jangka waktu; 
(b) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah.65 
 
G. Perlakuan Akuntansi Istishna Dengan Pembayaran Dimuka 
 Salah satu cara pembayaran dalam istishna adalah dilakukan dimuka pada 
saat akad, pembayaran harga barang yang dipesan dilakukan pada saat akad seluruh 
harga barangya, sehingga  karakteristik ini sama dengan karakteristik salam. Oleh 
karena itu perlakuan akuntansi istishna dengan cara pembayaran dimuka ini sama 
dengan perlakuan akuntansi transaksi salam. Alur Istishna dengan cara pembayaran 
dimuka dapat digambarkan dalan ilustrasi sebagai berikut: 
 
 Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan 
mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan pendapatan sebagaimana dalam 
transaksi salam. Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank 
menggunakan mekanisme pembayaran dimuka dan saat penyerahan adalah metode 
persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Perlakuan akuntansi jika 
penyelesaian piutang istishna dilakukan dengan cara pembayaran dimuka maka 
perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi salam, 
namun istilah “piutang salam” diganti menjadi “Aktiva Istishna Dalam 
Penyelesaian” sedangkan “hutang salam” diganti menjadi “hutang istishna”. 
                                                          
65 Ibid, hlm 11-12. 
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 Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang akuntansi Istishna 
dengan cara pembayaran dimuka dapat diberikan contoh sbb: 
Bank Dunia akan memberi bantuan kepada para nelayan, berupa 100 rumah 
tinggal nelayan, seharga Rp.10.000.000,-- dengan data-data sebagai berikut: 
Luas tanah  :60 M 
Luas Bangunan :36 M 
Bahan bangunan :bataco /kayu mranti 
Listrik   :450 W 
Pompa air  :pampa tangan 
Atas maksud tersebut Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul 
Amanah dan melakukan kesepakatan untuk memesan pembuatan rumah 
tersebut. Pada tanggal 10 Maret 2008 menyerahkan seluruh dana kepada 
Bank Syariah Baitul Amanah di Jakarta sebesar : 100 x Rp.10.000.000,-- = 
Rp.1.000.000.000,-- (satu milyard). 
Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu, Bank Syariah Baitul Amanah 
melakukan kontrak dengan PT Anugrah untuk membeli lahan dan 
membangun rumah dengan data-data yang sama dengan harga per unit Rp. 
9.500.000,-- Pada tanggal 15 April 2008 diserahkan dana atas pesanan 
rumah tersebut sebesar : 100 x Rp.9.500.000,-- = Rp.950.000.000,-- 
(sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Penyerahan dilakukan dalam dua 
tahap yaitu 
a. tahap pertama pada tanggal 10 Nopember 2008 sebanyak 60 unit dan 
diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 15 Nopember 2008, yang 
selanjutnya diserahkan kepada nelayan 
b. pada tanggal 25 Desember sebanyak 40 unit sisanya dan langsung 
diserahkan kepada ke Bank Dunia untuk diserahkan kembali kepada 
petani 
 
 Dari contoh tersebut, jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Baitul Amanah, 
sesuai urutan aluran transaksi adalah sebagai berikut: 
1. Pada tanggal 10 Maret 2008 pada saat Bank Syariah Baitul Amanah menerima 
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dana dari Bank Dunia sebesar Rp.1.000.000.000,--, jurnal yang dilakuan oleh 
Bank Syariah Baitul Amanah adalah : 
Dr. Hutang Istishna Rp. 1.000.000.000,- 
 (100 unit rumah specifikasi tsb diatas) 
Cr. Kas / Bank Indonesia Rp. 1.000.000.000,-- 
2. Pada tanggal 15 April 2008 Bank Syariah Baitul Amanah menyerahkan dana 
kepada PT Anugrah sebesar Rp.950.000.000,--, jurnal yang dilakukan oleh 
Bank Syariah Baitul Amanah adalah : 
Dr. Aktiva Istishna Dlm Penyelesaian Rp.950.000.000,- 
 (100 unit rumah specifikasi tsb diatas) 
Cr. Kas / Bank Indonesia Rp.950.000.000,- 
 (100 unit rumah specifikasi tsb diatas) 
3. Pada tanggal 10 Nopember 2008, penerimaan sebanyak 60 unit rumah dari PT 
Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah. 
Atas penerimaan 60 unit rumah dari PT Anugrah, maka nilai persediaan atas 
rumah yang diterima tersebut adalah : 
60 x Rp.9.500.000,-- = Rp.570.000.000,-- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah). 
Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah 
sebagai berikut: 
Dr. Persediaan Istishna Rp. 570.000.000,-- 
Cr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 570.000.000,-- 
 (60 unit rumah specifikasi tsb diatas) 
4. Pada tanggal 15 Nopember 2008 diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah 
rumah 600 unit kepada Bank Dunia. 
Dengan penyerahan 60 unit rumah kepada Bank Dunia, maka perhitungan 
harga jual adalah : 60 x Rp.10.000.000,-- = Rp.600.000.000,-- 
Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas 
penyerahkan barang tersebut adalah : 
Dr. Hutang Istishna Rp. 600.000.000,-- 
 (60 unit rumah specifikasi tsb diatas) 
Cr. Persediaan Rp. 570.000.000,-- 
Cr. Keuntungan Istishna Rp.  30.000.000,-- 
Atas penyerahan sebagian barang istishna tersebut Bank Syariah diperkenankan 
untuk mengakui pendapatan atau keuntungan istishna, karena telah memenuhi 
syarat pengakuan pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 23 tentang 
pendapatan yaitu adanya penyerahan barang. Keuntungan istishna merupakan unsur 
dari perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution) karena pada transaksi 
tersebut telah terjadi aliran kas masuk, yaitu dengan dibayar dimuka harga barang. 
Mutasi transaksi dalam perkiraan yang berkaitan dengan transaksi istishna tersebut 
Pada tanggal 25 Desember 2008, penerimaan sebanyak 40 unit rumah dari PT 
Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah. Dengan diterima penyerahan tahap 
kedua, dari PT Anugrah maka perhitungan harga jual nilai persediaan atas rumah 
yang diterima tersebut adalah : 
40 x Rp.9.500.000,-- = Rp.380.000.000,-- (tiga ratus delapan puluh juta 
rupiah). 
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Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah 
sebagai berikut: 
Dr. Persediaan Istishna Rp. 380.000.000,-- 
Cr. Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp. 380.000.000,- 
 (40 unit rumah specifikasi tsb diatas) 
5. Pada tanggal 25 Desember 2008 diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah 
rumah 60 unit kepada Bank Dunia. 
Atas penyerahan tahap akhir sebanyak 40 unit rumah kepada Bank Dunia, 
maka perhitungan harga jual adalah : 
40 x Rp.10.000.000,-- = Rp. 400.000.000,-- 
Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas 
penyerahkan barang tersebut adalah : 
Dr. Hutang Istishna Rp. 400.000.000,-- 
 (40 unit rumah specifikasi tsb diatas) 
Cr. Persediaan Rp. 380.000.000,-- 
Cr. Keuntungan Istishna Rp. 20.000.000,-- 
 
H. Perlakuan Akuntansi Istishna Dengan Cara Pembayaran Angsuran 
Selama Dalam Proses 
 Cara lain pembayaran dalam istishna adalah dilakukan dengan cara 
pengangsur selama proses pembuatan barang atau mengangsur sebelum penyerahan 
barang. Akuntansi Istishna dengan cara pembayaran angsuran selama dalam proses 
pembuatan, dapat  disarikan dalam gambar berikut: 
 
 
 Dalam PSAK nomor 104 tentang Akuntansi istishna, Pengakuan dan 
pengukuran biaya istishna diatur sebagai berikut: 
25. Biaya perolehan istishna' terdiri dari: 
(a) biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk 
membuat barang pesanan; dan 
(b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad 
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dan praakad. 
26. Biaya pra akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan 
sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Namun jika akad tidak 
disepakati, maka biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan. 
27. Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama periode laporan 
keuangan, diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat 
terjadinya. 
28. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan 
pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna'. 
 
 Biaya tidak langsung, seperti fee penjualan, fee management dan sejenisnya 
dapat masukkan unsur harga perolehan (cost/biaya) dari Assets Istishna, sepanjang 
biaya tersebut dibayarkan untuk pihak ketiga sesuai bidangnya, dan bukan 
merupakan pendapatan dari bank. 
1. Perlakukan Akuntansi “Istishna” dengan cara pembayaran tangguh. 
 Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perlakuan akuntansi 
Istishna dengan cara pembayaran tangguh ini dapat diberikan contoh sebagai 
berikut: 
Lembaga Keuangan Syariah mendapat pemesanan pembangunan sebuah gedung 
dari sebuah yayasan sosial dengan data-data sebagai berikut: 
1. Nilai kontrak pembangunan sebesar Rp. 500.000.000,-- 
2. Biaya dikeluarkan sebesar Rp.400.000.000,-- (termasuk cost pra kontrak 
sebesar Rp.15.000.000,--) 
Atas pembangunan tersebut bank syariah menunjuk tim sebagai pelaksana dan 
dari catatan bank syariah diperoleh data lain sehubungan dengan pembangunan 
tersebut yaitu : 
 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Akumulasi pengeluaran biaya 
(cost)(termasuk cost pra kontrak) 
300.000.000 400.000.000 
Tagihan termin (billing) 280.000.000 220.000.000 
Penerimaan tagihan dari pembeli 230.000.000 270.000.000 
Untuk memberi ilustrasi dan pemahaman yang utuh terhadap contoh kasus tersebut 
diatas dalam dilihat pada gambar berikut: 
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Jurnal sehubungan dengan contoh tersebut adalah: 
1) Pembayaran beban pra akad sebesar Rp. 15.000.000 
a. Pada saat dikeluarkan biaya akad 
Dr. Beban pra-akad istishna Tangguhan Rp. 15.000.000,-- 
Cr. Kas / Hutang Rp. 15.000.000,-- 
b. Pada saat ada kepastian penandatangan akad (akad jadi ditandatangani) : 
Dr. Aktiva Istishna dalam penyelesaian Rp. 15.000.000,-- 
Cr. Beban pra-akad istishna ditanggungkan Rp. 15.000.000,-- 
c. Pada saat ada kepastian penandatangan akad (akad tidak jadi ditandatangani) 
: 
Dr. Beban pra-akad istishna Rp.15.000.000,-- 
Cr. Beban pra-akad istishna Tangguhan Rp. 15.000.000,-- 
2) Pembayaran biaya (cost) seperti material, tenaga kerja dan sebagainya pada 
tahun pertama sebesar Rp.300.000.000,-- (termasuk Rp.15.000.000 beban pra 
akad) dan tahun kedua sebesar Rp.100.000.000,-- 
Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian 285.000.000 100.000.000 
Cr. Kas 285.000.000 100.000.000 
3) Penagihan oleh bank syariah kepada pembeli akhir tahun pertama sebesar 
Rp.280.000.000,-- dan tahun kedua sebesar Rp.220.000.000,-- 
Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Piutang Istishna 280.000.000 220.000.000 
Cr. Termin Istishna 280.000.000 220.000.000 
4) Penerimaan pembayaran dari pembeli akhir oleh bank syariah pada tahun 
pertama sebesar Rp. 230.000.000,-- dan untuk tahun kedua sebesar 
Rp.270.000.000,-- 
Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Kas 230.000.000 270.000.000 
Cr. Piutang Istishna 230.000.000 270.000.000 
2. Metode pengakuan pendapatan atau keuntungan transaksi “Istishna” 
dengan cara pembayaran tangguh 
 Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara 
bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah 
selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Pendapatan istishna 
diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad 
selesai. 
1. Metode persentase penyelesaian (persented method) 
 Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna pada paragraf 18 dan 19 
disebutkan sebagai berikut: 
18 Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka: 
(a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah 
diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan 
istishna’ pada periode yang bersangkutan; 
(b) bagian margin keuntungan istishna’ yang diakui selama periode 
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pelaporan ditambahkan kepada aset istishna’ dalam penyelesaian; 
dan 
(c) pada akhir periode harga pokok istishna’ diakui sebesar biaya 
istishna’ yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. 
19 Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk 
penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir 
periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
(a) tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan 
pekerjaan tersebut selesai; 
(b) tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan 
pekerjaan tersebut selesai; 
(c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam 
penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan 
(d) pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan 
keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. 
  
 Dari contoh tersebut diatas, apabila bank syariah mempergunakan metode 
persentase penyelesaian, maka perhitungan pendapatan istishna adalah sebagai 
berikut: 
Pada tahun pertama prosentase penyelesaian dalam dilakukan dengan perhitungan 
sebagai berikut: 
Harga jual Rp. 500.000.000,-- 
Harga pokok Rp. 400.000.000,-- 
 ----------------------- 
Keuntungan Rp. 100.000.000,-- 
 
 Apabila Bank Syariah mengeluarkan Biaya (cost) sebesar Rp.300.000.000,- 
maka perhitungan pendapatan berdasarkan metode prosentase penyelesaian adalah 
sebagai berikut: 
 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
% penyelesaian 300/400 x 100% = 
75% 
25% 
Pencatatan penerimaan 
harga ke pembeli akhir 
500 x 75% = 375 125 
Istishna revenue 
(pendapatan Istishna) 
(500 – 400) x 75% = 
75 
25 
 
Atas perhitungan pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (pada akhir periode 
laporan keuangan / pada akhir termin), jurnal penyesuaian yang di lakukan oleh 
Bank Syariah adalah sebagai berikut : 
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 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Harga Pokok Istishna 
(Cost Istishna Revenue) 
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian 
(Istishna work-in-progres) 
Cr. Nilai kontrak Istishna 
(Istishna Revenue) 
 
300.000.000 
 
75.000.000 
 
375.000.000 
 
100.000.000 
 
25.000.000 
 
125.000.000 
 
 
2. Metode akad selesai (completed method) 
 Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna pada paragraf 17 disebutkan 
sebagai berikut: 
17 Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase 
penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika 
proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada 
pembeli. 
Dari contoh tersebut diatas, maka perhitungan pendapatan istishna adalah 
1. Pada tahun pertama : 
tidak ada perhitungan pendapatan 
2. Pada tahun kedua : 
Pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (hanya dilakukan pada akhir 
penyelesaian barang) 
Dr. Harga pokok Istishna 
 (Cost of istishna revenue) RP. 400.000.000,- 
Dr. Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian 
 (Istishna work-in-progres) Rp. 100.000.000,- 
Cr. Nilai kontrak Istishna 
 (Istishna revenue) Rp. 500.000.000,- 
3. Perlakuan Akuntansi transaksi “Istishna Paralel” dengan cara 
pembayaran tangguh 
Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perlakukan akuntansi transaksi 
istishna Paralel dengan cara pembayaran tangguh dapat diberikan contoh kasus 
sebagai berikut: 
       dalam ribuan 
 Kontrak Istishna 
500.000 
Kontrak Istishna 
Paralel 
400.000 
 Thn 1 Thn 2 Thn 1 Thn 2 
Termin oleh (al-sani) 
subcontractor 
  
300.000 100.000 
Termin bank syariah 
(al-mustasni) ke pembeli 280.000 220.000 
  
Pembayaran ke sub kontraktor   290.000 110.000 
Penerimaan tagihan dari 
(al-mustasni) pembeli 230.000 270.000 
  
 
Dari contoh kasus tersebut diatas dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai 
berikut : 
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Dari contoh kasus tersebut diatas jurnal yang dilakukan sehubungan dengan 
transaksi istishna tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Penerimaan tagihan termin dari subkontraktor, pada tahun pertama sebesar 
Rp.300.000.000,-- dan pada tahun kedua sebesar Rp.100.000.000,- 
 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian 300.000.000 100.000.000 
Cr. Hutang Istishna 300.000.000 100.000.000 
 
2. Penagihan pembayaran termin ke pembeli akhir, pada tahun pertama sebesar 
Rp. 280.000.000,-- dan pada tahun kedua sebesar Rp.220.000.000,- 
 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Piutang Istishna 280.000.000 220.000.000 
Cr. Termin Istishna 280.000.000 220.000.000 
 
3. Penerimaan pembayaran termin dari pembeli akhir, pada tahun pertama sebesar 
Rp. 230.000.000,-- dan pada tahun kedua sebesar Rp.270.000.000,- 
 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Kas 230.000.000 270.000.000 
Cr. Piutang Istishna 230.000.000 270.000.000 
4. Pembayaran termin kepada subkontraktor, pada tahun pertama sebesar 
Rp.290.000,-- dan tahun kedua sebesar Rp. 110.000.000,-- 
 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
Dr. Hutang Istishna 290.000.000 110.000.000 
Cr. Kas 290.000.000 110.000.000 
 
 
4. Perlakuan pendapatan “Istishna Paralel” dengan cara pembayaran 
angsuran selama dalam proses pembuatan. 
 Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara 
bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah 
selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Pendapatan istishna 
diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad 
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selesai. 
A. Perlakuan Akuntansi pendapatan Istishna Paralel dengan metode 
persentase penyelesaian 
 Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna pada paragraf 18 dan 19 
disebutkan sebagai berikut: 
18 Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka: 
(a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah 
diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan 
istishna’ pada periode yang bersangkutan; 
(b) bagian margin keuntungan istishna’ yang diakui selama periode 
pelaporan ditambahkan kepada aset istishna’ dalam penyelesaian; 
dan 
(c) pada akhir periode harga pokok istishna’ diakui sebesar biaya 
istishna’ yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. 
19 Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk 
penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir 
periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
(a) tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan 
pekerjaan tersebut selesai; 
(b) tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan 
pekerjaan tersebut selesai; 
(c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam 
penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan 
(d) pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan 
keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. 
Dari contoh tersebut diatas, apabila bank syariah mempergunakan metode 
persentase penyelesaian, maka perhitungan pendapatan istishna adalah sebagai 
berikut: 
Pada tahun pertama prosentase penyelesaian dalam dilakukan dengan perhitungan 
sebagai berikut: 
Harga jual (akad 1) Rp. 500.000.000,-- 
Harga pokok (akad 2) Rp. 400.000.000,-- 
 --------------------- 
Keuntungan Rp. 100.000.000,-- 
Apabila Bank Syariah mengeluarkan Biaya (cost) sebesar Rp.300.000.000,-- yaitu 
pembayaran kepada Subkontraktor, maka perhitungan pendapatan Istishna Paralel 
berdasarkan metode prosentase penyelesaian adalah sebagai berikut: 
 
 Tahun ke-1 Tahun ke-2 
% penyelesaian 300/400 x 100% = 75% 25% 
Pencatatan penerimaan 
harga ke pembeli akhir 
500 x 75% = 375 125 
Istishna revenue 
(pendapatan Istishna) 
(500 – 400) x 75% = 75 25 
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Atas perhitungan pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (pada akhir periode 
laporan keuangan / pada akhir termin), jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 Tahun ke-
1 
Tahun ke-
2 
Dr. Harga Pokok Istishna 
(Cost Istishna Revenue) 
Dr. Aktiva Istishna Dlm Penyelesaian 
(Istishna work-in-progres) 
Cr. Nilai kontrak Istishna 
(Istishna Revenue) 
 
300.000.000 
 
75.000.000 
 
375.000.000 
 
100.000.000 
 
25.000.000 
 
125.000.000 
 
B. Perlakuan Akuntansi pendapatan dengan metode penyelesaian akad 
 Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, paragraf 17 dijelaskan 
standard tentang pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai sebagai 
berikut: 
17 Pendapatan istishna' diakui dengan  menggunakan  metode  persentase 
penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika 
proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada 
pembeli. 
Dari contoh tersebut diatas, maka perhitungan pendapatan istishna paralel adalah: 
1. Pada tahun pertama : 
tidak ada perhitungan pendapatan 
2. Pada tahun kedua : 
Pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (hanya dilakukan pada akhir 
penyelesaian barang) 
Dr. Harga pokok Istishna 
 (Cost of istishna revenue) RP. 400.000.000,- 
Dr. Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian 
 (Istishna work-in-progres) Rp. 100.000.000,- 
Cr. Nilai kontrak Istishna 
 (Istishna revenue) Rp. 500.000.000,- 
 
I. Perlakuan Akuntansi Istishna Dengan Cara Pembayaran Setelah 
Penyerahan Barang 
 Metode lain dalam melakukan pembayaran barang istishna adalah dilakukan 
secara mengangsur setelah barang yang dipesan tersebut diterima, sesuai dengan 
jangka waktu yang disepakati, sehingga hal ini tidak berbeda dengan murabahah 
dengan pembayaran tangguh. Oleh karena itu perlakuan akuntansi istishna dengan 
cara pembayaran setelah penyerahan barang itu sama dengan perlakuan akuntansi 
murabahah, namun perkiraan “Piutang Murabahah” diganti dengan “Piutang 
Istishna” dan “Margin Murabahah Tangguhan” diganti dengan “Margin Istishna 
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Tangguhan”. Margin Istishna Tangguhan ini disajikan sebagai perkiraan pengurang 
dari Piutang Istishna. 
 Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna diatur tentang Istishna' dengan 
Pembayaran Tangguh sebagai berikut: 
20. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses 
pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari 
penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu: 
(a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung 
apabila istishna' dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase 
penyelesaian; dan 
(b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan 
diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai 
dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai 
dengan paragraf 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah. 
21. Meskipun istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual 
harus menentukan nilai tunai istishna' pada saat penyerahan barang 
pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait 
dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan 
nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istishna' dengan 
pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan 
pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai 
akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut: 
Biaya Perolehan (biaya produksi) Rp1.000,00 
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan  Rp 200,00 
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan Rp1.200,00 
Nilai akad untuk pembayaran secara angs 3 th Rp1.600,00 
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui 3 th Rp400,00 
22. Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan 
dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang 
pesanan maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu: 
(a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung 
apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui pada saat 
penyerahan barang pesanan; dan 
(b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan 
diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai 
dengan jumlah pembayaran 
23. Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna' 
dan termin istishna' (istishna' billing) pada pos lawannya. 
24. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna' 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai 
dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. 
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 Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perlakukan akuntansi 
dengan cara pembayaran setelah penyerahan barang, dapat diperlakukan ilutrasi 
sebagai berikut: 
PT Angin Ribut akan membangun komplek perumahan untuk karyawannya 
dengan data-data tersebut dibawah dan karena tidak mempunyai dana untuk 
membangun mereka mendatangi bank syariah untuk dapat membantu pendanaan 
pembangunan tersebut 
Type rumah :Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes,  listrik 
450 w, air pompa tangan) 
Jumlah rumah :10 unit 
Harga per unit rumah :Rp. 78.000.000,-- Jk waktu penyerahan : 24 
bulan 
Pembayaran :Pembayaran oleh pegawai dilakukan dengan  cara 
cicilan selama 60 bulan 
 Catatan rincian angsuran : 
 Pokok Rp.1.000.000,-- 
 Keuntungan Rp.300.000,--  
 Harga jual Rp.1.300.000,-- 
 Untuk memenuhi kebutuhan PT Angin Ribut bank syariah melakukan 
pemesanan kepada PT Angin Mamiri, sebagai kontraktor untuk dapat membangun 
perumahan tersebut dengan kesepakatan : 
Type rumah :Type 28 ( batako, lantai keramik, atap asbes, 
 listrik 450 W, air pompa tangan) 
Jumlah rumah :10 unit 
Harga per unit rumah :Rp. 60.000.000,-- 
Jngka waktu penyerahan :18 bulan 
Pembayaran :Termin 1 Rp. 300.000.000,- 
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 Termin 2 Rp. 200.000.000,- 
 Termin 3 Rp. 100.000.000,- 
Keterangan tambahan: 
1. Pada bulan 12 PT Angin Mamiri telah dapat menyelesaikan pembangunan 
sebanyak 7 unit rumah dan telah diserahkan kepada Bank Syariah. Sisanya 
diserahkan kemudian. 
2. Pada waktu yang sama rumah tersebut diserahkan kepada karyawan PT Angin 
Ribut melalui pemimpin perusahaannya 
Bank sebagai pembeli (pembukuan antara bank syariah dan PT Angin Mamiri) 
1. Tanggal 10 Juni 2008 - Pada penerimaan tagihan dan dilakukan pembayaran 
kepada PT Angin Mamiri atas termin 1 sebesar Rp.300.000.000,-- 
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 300.000.000,-- 
Cr. Rekening PT Angin Mamiri Rp. 300.000.000,-- 
 
2. Tanggal 12 Juli 2008 - Pada penerimaan tagihan dari PT Angin Mamiri dan 
dilakukan pembayaran atas termin 2 sebesar Rp.200.000.000,-- 
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 200.000.000,-- 
Cr. Rekening PT Angin Mamiri Rp. 200.000.000,-- 
 
3. Tanggal 25 Juli 2008 - Penerimaan barang pesanan (rumah) sebanyak 7 unit 
= (7 x Rp. 60.000.000,-- = Rp.420.000.000 
Dr. Persediaan /Assets Istishna Rp. 420.000.000,-- 
Cr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 420.000.000,-- 
 
4. Penyerahan rumah kepada nasabah (untuk 7unit rumah) 
Dr. Piutang Istishna Rp.546.000.000,-- 
Cr. Persediaan Istishna Rp. 420.000.000,-- 
Cr. Keuntungan Istishna Tangguhan Rp. 126.000.000,-- 
5. Pada penerimaan tagihan dari PT Angin Mamiri atas termin 3 dan dilakukan 
pembayaran sebesar Rp.100.000.000,-- 
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 100.000.000,-- 
Cr. Rekening PT Angin Mamiri Rp. 100.000.000,-- 
 
6. Penerimaan barang pesanan (rumah) sebanyak 3 unit = (3 unit x Rp. 
60.000.000,-- = Rp. 180.000.000,-- 
Dr. Persediaan /Assets Istishna Rp. 180.000.000,-- 
Cr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 180.000.000,-- 
7. Penyerahan rumah kepada nasabah (untuk 3 unit rumah) 
Dr. Piutang Istishna Rp. 234.000.000,-- 
Cr. Persediaan Istishna Rp. 180.000.000,- 
Cr. Keuntungan Istishna Tangguhan Rp. 54.000.000,- 
8. Pembayaran Angsuran sama dengan jurnal pembayaran angsuran dalam 
Murabahah sebagai berikut: 
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A. Penerimaan secara kas/tunai pembayaran angsuran oleh nasabah sebesar 
Rp. 1.300.000 per bulan ( pokok Rp. 1.000.000 dan keuntungan 
Rp.300.000) 
Dr. Rekening nasabah Rp.1.300.000,-- 
Cr. Piutang Istishna Rp. 1.300.000,-- 
Dr. Margin Istishna Tangguhan Rp 300.000,-- 
Cr. Pendapatan Istishna Rp. 300.000,-- 
B. Pengakuan pendapatan atas angsuran yang tidak diterima (menunggak) 
yang dilakukan pada akhir bulan (jika akrual) 
Dr. Piutang Istishna Jatuh Tempo Rp.1.300.000,-- 
Cr. Piutang Istishna Rp.1.300.000,-- 
Dr. Margin Istishna Tangguhan Rp.300.000,-- 
Cr. Pendapatan Istishna Rp.300.000,-- 
C. Penerimaan secara kas pembayaran angsuran yang menunggak 
Dr. Rekening Nasabah/kas Rp.1.300.000,-- 
Cr. Piutang Istishna Jatuh Tempo Rp.1.300.000,-- 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
SOAL LATIHAN 
  
1. Akad istishna banyak diterapkan untuk produk kontruksi, dimana barang yang 
diperjualbelikan masih dalam proses produksi 
a. Jelaskan pengertian istishna dan istishna paralel? 
b. Jelaskan karakteristik istishna dan istishna paralel sebagaimana diatur dalam 
fatwa DSN? 
2. Pencatatat transaksi Istishna diatur dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna 
a. Jelaskan yang dimaksud “Penyatuan dan Segmentasi Akad” dalam PSAK 
104? 
b. Jelaskan pengakuan pendapatan istishna dan istishna paralel dalam PSAK 104 
3. Salah satu cara pembayaran dalam istishna dilakukan setelah penyerahan barang 
atau pembayaran tangguh. Jelaskan pengakuan dan pengukuran Istishna' dengan 
Pembayaran Tangguh tersebut 
4. Jelaskan pokok-pokok ketentuan pengukuran dan pengakuan transaksi istishna 
yang dilakukan oleh penjual / produsen? 
5. Jelaskan pokok-pokok ketentuan pengukuran dan pengakuan transaksi istishna 
yang dilakukan oleh pemesan? 
 
 Soal kasus: 1 
PT Angin Ribut akan membangun komplek perumahan untuk karyawannya dengan 
data-data tersebut dibawah dan karena tidak mempunyai dana untuk membangun 
mereka mendatangi bank syariah untuk dapat membantu pendanaan pembangunan 
tersebut 
Type rumah :Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes,  listrik 
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450 w, air pompa 
Jumlah rumah :1.000 unit 
Harga per unit rumah :Rp. 60.000.000,-- 
Jangka waktu penyerahan :24 bulan 
Pembayaran :Pembayaran oleh pegawai dilakukan dengan 
 cara cicilan selama 60 bulan 
Untuk memenuhi kebutuhan PT Angin Ribut bank syariah melakukan pemesanan 
kepada PT Angin Mamiri, sebagai kontraktor untuk dapat membangun perumahan 
tersebut dengan kesepakatan : 
Type rumah :Type 28 ( batako, lantai keramik, atap asbes, 
 listrik 450 W, air pompa tangan) 
Jumlah rumah :1.000 unit 
Harga per unit rumah :Rp. 50.000.000,-- 
Jangka waktu penyerahan :18 bulan 
Pembayaran :Termin 1 sebesar Rp. 30 juta 
 Termin 2 sebesar Rp. 10 juta 
 Termin 3 sebesar Rp. 10 juta 
Penjelasan 
1. Pada bulan 12 PT Angin Mamiri telah dapat menyelesaikan pembangunan 
sebanyak 700 unit rumah dan telah diserahkan kepada Bank Syariah 
2. Pada waktu yang sama rumah tersebut diserahkan kepada karyawan PT Angin 
Ribut melalui pemimpin perusahaannya 
  
 Soal kasus : 2 
Bank Syariah As Syuhada menyetujui permohonan YPI As-Suhada untuk 
melakukan pembangunan rumah untuk guru dengan data-data sebagai berikut : 
Type rumah :Type 45 (batako, lantai keramik, atap asbes,  listrik 
450 w, air pompa tangan) 
Jumlah rumah :100unit 
Harga per unit rumah :Rp. 720.000.000,-- 
Jk waktu penyerahan :6 bulan 
Pembayaran :Pembayaran oleh pegawai dilakukan dengan 
 cara cicilan selama 60 bulan 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank syariah melakukan akad dengan 
kontraktor untuk melakukan membangun perumahan tersebut dengan kesepakatan 
: 
Type rumah :Type 28 ( batako, lantai keramik, atap asbes, 
 listrik 450 W, air pompa tangan) 
Jumlah rumah :100 unit 
Harga per unit rumah :Rp. 600.000.000,-- 
Jk waktu penyerahan :6 bulan 
Pembayaran :Termin 1 sebesar Rp. 400.000.000,-- 
 Termin 2 sebesar Rp. 200.000.000,-- 
Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan transaksi tersebut diatas. 
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 Soal kasus : 3 
BPRS “Al Hidayah” Jakarta menyetujui pembuatan rumah dari Bapak Gofur 
melalui program “KPR MANDIRI” dengan spesifikasi sebagai berikut: 
Luas Tanah :120 m2 
Luas bangunan :45 m2 
Kontruksi :pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, 
  Genteng plentong, kayu kamper medan 
Listik :450 wats 
Air :pompa tangan 
Harga Rumah :Rp. 72 juta 
Jk waktu pembayaran :60 bulan dimulai setelah rumah diterima  oleh 
karyawan 
Lokasi :Perumahan  MUSLIM  MANDIRI, Pondok  Gede, 
Bekasi 
Untuk keperluan tersebut BPRS “Al Hidayah” melakukan kontrak pembanguan 
rumah dengan kontraktor “ANDARA” developer perumahan Muslim Mandiri 
dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas dengan harga kantrok sebesar Rp. 
60 juta dan pembayaran dilakukan sekaligus saat akad ditanda tangani 
Pertanyaan: 
1. Buatlah gambar alur transaksi tersebut diatas 
2. Buatlah perhitungan dan jurnal : 
(a) pembayaran harga kontrak kepada kontraktor ANDARA 
(b) penyerahan barang kepada BPRS Al Hidayah 
(c) penyerahan barang kepada Tuan Gofur 
(d) pembayaran angsuran tuan Gofur 
 
  
 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Mudharabah 
2. Jenis Akad Mudharabah 
3. Landasan Syariah 
4. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah 
5. Ketentuan Akad Mudharabah 
6. Standar Akuntansi Mudharabah 
7. Perlakukan Akuntansi Dan Contoh Kasus  
……...………………………………………………………………….. 
 
A. Pengertian Mudharabah 
Mudharabah berasal dari kata dharb , berarti memukul atau berjalan. Secara 
teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya 
menjadi pengelola (Mudharib). 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 
(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara 
mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 
pemilik dana. 
Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama 
sebagai berikut :  
1. Menurut para fuqaha  
mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah 
satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan 
dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah 
atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 
2. Menurut Hanafiyah 
mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang 
berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang 
lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah 
: “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik 
jasa”  
3. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :  
“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada 
yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas 
dan perak)”  
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4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah :  
“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu 
kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang 
diketahui”  
5. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :  
“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain 
untuk ditijarahkan”  
Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama 
diatas, dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik 
modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan 
diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.66 
B. Jenis Akad Mudharabah 
1. Mudharabah muthlaqah  
Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana 
memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 
investasinya. 
2. Mudharabah muqayyadah 
Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana 
memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai 
tempat, cara dan atau obyek investasi. 
contoh batasan antara lain: (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana 
dengan dana lainnya; (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi 
penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau (c) 
mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa 
melalui pihak ketiga. 
3. Mudharabah musytarakah 
Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola 
dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.67 
 
C. Landasan Syariah 
1) Al-Qur‟an  
Allah berfirman dalam QS Al-Muzzamil ayat 20: 
”Artinya : Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari 
sebagian karunia Allah SWT …”  
Allah berfirman dalam al – Baqarah 198:  
“tidak ada dosa ( halangan) bagi kamu untuk mencari karunia tuhanmu..”  
                                                          
66 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 
136-138 
67 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi Mudharabah, 
PSAK No. 105, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 2. 
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Dari ayat al-qur‟an tersebut jelas bahwa mudharabah atau qiradh merupakan 
akad yang di bolehkan. 
 
2) Hadits 
”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta 
dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar 
harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak 
dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, 
maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan 
Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul 
membenarkannya”.(HR ath_Thabrani).  
Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah. 
  
D. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah 
1. Rukun Mudharabah adalah 
a. Orang yang berakad : 
1) Pemilik modal / Shahibul maan atau Rabbul maal 
2) Pelaksanaan atau usahawan / Mudharib 
b. Modal / maal 
c. Kerja atau usaha / Dharabah 
d. Keuntungan / ribh 
e. Shighat / Ijab Qabul 
2. Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat 
masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu :  
a. Syarat-syarat ijab-qabul adalah : 1) ijab dan qabul harus secara jelas 
menunjukkan maksud kedua belah pihak; 2) antara ijab dan qabul harus 
muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu 
suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus 
perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara 
harfiah, yaitu pertemuan secara fisik);  
b. Pelaku kontrak („aqid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, 
berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun 
untuk menunaikan kewajiban (ahliyyat al-wujub wa al-ada‟);  
c. Objek akad (ma‟qud) harus memenuhi empat syarat : 1) obyek akad 
harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, kecuali 
akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti 
akad jual-beli salam dan istishna‟; 2) obyek akad harus merupakan 
sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu 
harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan; 3) obyek akad harus dapat 
diserahterimakan (altaslim); dan 4) obyek akad harus jelas (tertentu 
dan/atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad;  
d. Akibat hukum / tujuan utama akad (maudhu‟ al-aqd); dalam kitab fikh 
dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah 
dan Rasul Saw. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui 
syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua 
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bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah 
dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda haram 
antara lain minuman keras tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan 
minuman keras tersebut.68 
 
 
E. Ketentuan Akad Mudharabah 
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan 
Mudharabah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 
07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
Pertama : Ketentuan Pembiayaan 
1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 
kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif 
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemlik dana) 
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
(LKS dengan pengusaha). 
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta 
dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan. 
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang 
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan 
yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian. 
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, 
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 
dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad 
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN 
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib 
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 
melkaukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak 
mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 
 
Kedua : rukun dan syarat pembiayaan 
1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap 
hukum 
                                                          
68 Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah, (Bandung : 
Fokusmedia, 2013), hal 38-39. 
136 
PSAK 105 
         Akuntansi Mudharabah 
 
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) 
dengan memperhatikan hal- hal berikut : 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad) 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 
menggunakan cara-cara komunikasi modern 
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berkut: 
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad 
c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad 
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi 
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan 
untuk satu pihak 
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 
bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, 
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali 
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 
kesepakatan 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal 
yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal 
berikut : 
a. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur tangan 
penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 
mudharabah, yaitu keuntungan. 
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus 
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 
 
Ketiga : Beberapa ketentuan hukum pembiayaan 
1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu 
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian 
dimasa depan yang belum tentu terjadi 
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3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 
dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al- amanah), kecuali akibat dari 
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan 
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah69 
  
 Salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah adalah mempergunakan 
prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. 
Mudharabah adalah kerja sama kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola 
dana untuk memperoleh hasil dengan pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang 
disepakati pada awal akad. Dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh 
bank syariah, modal yang diserahkan tidak hanya dapat bentuk uang tunai tetapi 
dapat diberikan dalam bentuk modal non-kas. Dalam pembiayaan mudharabah 
modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shahibul maal). 
Kerugian mudharabah ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut 
sebagai akibat kesalahan pengelola dana (mudharib). Pembiayaan mudharabah 
dapat diaplikasikan apabila nasabah memerlukan modal kerja. 
 
F. Standar Akuntansi 
 Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 
mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan 
Syariah diganti dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, yang meliputi 
akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan 
prinsip mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (shahibul 
maal) atau sebagai pengelola dana (mudharib). Jika kedudukan bank syariah sebagai 
pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah 
dengan prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada deposito 
mudharabah dan tabungan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus 
menerapkan ketentuan-ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada 
akuntansi pengelola dana. Jika kedudukan bank syariah sebagai pemilik dana, maka 
hal ini dilakukan untuk kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana dengan 
prinsip mudharabah yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan mudharabah, 
oleh karenanya bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam  
PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada akuntansi pemilik dana. Akuntansi 
bank syariah sebagai pemilik dana akan dibahas dalam bab ini, sedangkan 
akuntansi bank syariah sebagai pengelola dana telah dibahas dalam bab sebelumnya 
tentang akuntansi penghimpunan dana. Ketentuan tentang pengukuran dan 
pengakuan transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam 
PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah antara lain sebagai berikut: 
 
                                                          
69 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ….., hlm 292-
294. 
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1. Modal Mudharabah 
12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset 
nonkas kepada pengelola dana. 
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 
(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah 
yang dibayarkan; 
(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar 
nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: 
(i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka 
selisihnya diakui sebagai kerugian; 
(ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, 
maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan 
diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 
14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 
disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau 
kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui 
sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 
15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 
tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian 
tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 
usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 
17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang 
(nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau 
setelah barang diperguna- kan secara efektif dalam kegiatan usaha 
mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi 
jumlah inves- tasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. 
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: 
(a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; 
(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang 
lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau 
(c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 
19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 
dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah 
diakui sebagai piutang. 
 
2. Penghasilan Usaha 
20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, 
penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil 
sesuai nisbah yang disepakati. 
21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah 
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian 
investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: 
(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian 
investasi; dan 
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(b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian . 
22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat 
diketahui berdasarkan laporan bagi hasil  atas realisasi penghasilan 
usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan 
dari proyeksi hasil usaha. 
23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan 
pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. 
24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui 
sebagai piutang. 
 
3. Penyajian 
36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan 
keuangan sebesar nilai tercatat. 
37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan 
keuangan 
(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai 
tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; 
(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan 
telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana 
disajikan sebagai kewajiban; dan 
(c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi 
belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum 
dibagikan. 
 
4. Pengungkapan 
38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, 
tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; 
(b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode 
berjalan; dan 
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah,  
tetapi tidak terbatas pada: 
(a) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; 
(b) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan 
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
 
G. Perlakukan Akuntansi Dan Contoh Kasus 
 Bank-bank Syariah menggunakan prinsip Mudharabah dengan para 
pemegang rekening investasi (deposan/penabung) dalam penghimpunan dana, dan 
bisa juga melaksanakan pemberian pembiayaan Mudharabah, dimana dalam dalam 
140 
PSAK 105 
         Akuntansi Mudharabah 
 
perlakuan akuntansinya sangat berbeda. 
 
1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudarabah 
 Sesuai dengan hukum Syari'ah, modal harus diketahui baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas, dan hal ini akan merupakan dasar dari penilaian, di mana 
keuangan Mudharabah disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan 
pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Sesuai 
dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan 
dalam nilai aset tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut senilai/sama dengan  
modal yang akan diberikan dalam Mudharabah. Ketentuan tersebut juga merupakan 
dasar dalam penentuan jumlah modal Mudharabah pada saat pengadaan kontrak. 
Modal bisa juga diberikan dalam bentuk aset non kas yang siap digunakan dan pada 
saat pengadaan kontrak dalam modal Mudharabah, nilai pasar aset tersebut sesuai 
dengan realita yang ada. 
 Dalam hukum Syari'ah, ketetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan 
kepada Mudharib sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, 
bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa penyesuaian akuisisi (perolehan) 
aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana Mudharabah tidak 
diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari Bank. Ada dua alasan yang tidak 
bisa  digunakan dalam penilaian aset non-kas yang akan diterima oleh Bank Islam 
sebagai modal adalah : 
a. Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian 
aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan. 
b. Penerapan nilai tersebut yang disepakati bersama oleh para  pihak dari 
kontrak untuk menilai aset non-moneter akan menjurus kepada penerapan 
konsep kejujuran representasional. 
  
 Dasar penghitungan biaya secara historis telah digunakan dalam 
pengukuran modal Mudharabah yang disediakan oleh bank tersebut setelah 
penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau 
peraturan Syari'ah Mudharabah sehubungan dengan spesifikasi modal dan 
pemeliharaan dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan. 
Keuntungan adalah sejumlah pendapatan dari hasil pengelolaan modal 
Mudharabah. Keuntungan ini juga harus sesuai dengan ciri-ciri pengukuran 
akuntansi. 
 Pengukuran dan pengakuran akuntansi pembiayaan mudharabah, telah 
dijelaskan padan PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah sebagai berikut: 
12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset 
nonkas kepada pengelola dana. 
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 
(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah 
yang dibayarkan; 
(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar 
nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: 
(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, 
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maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan 
diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 
(ii)  jika nilai wajar lebih  rendah  daripada  nilai  tercatatnya, 
maka selisihnya diakui sebagai kerugian; 
14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 
disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau 
kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui 
sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 
15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 
tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian 
tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 
usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 
17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang 
(nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau 
setelah barang diperguna- kan secara efektif dalam kegiatan usaha 
mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi 
jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. 
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: 
a. persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; 
b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang 
lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau 
c. hasil keputusan dari institusi yang berwenang. 
19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 
dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah 
diakui sebagai piutang.70 
  
 Contoh : 8-1 
Pada tangg 10 Januari 2008 Bank Syariah setujui memberikan modal 
pembiayaan mudharabah kepada Tuan Achmad sebesar Rp.1.000.000,-- 
dengan nisbah yang disepakati 60 untuk bank dan 40 untuk mudharib. 
Pada tanggal 15 Januari 2008 dilakukan pembayaran tunai modal 
mudharabah tahap pertama sebesar Rp.600.000,-- dan Pada tanggal 20 
Januari 2008 dilakukan pembayaran modal mudharabah tahap kedua 
sebesar Rp.400.000,-- 
Pada saat pembiayaan mudharabah disetujui, dicatat sebagai komitment bank 
syariah sebesar pembiayaan yang disetujui dengan jurnal : 
Dr. Kontra komitem Investasi Mudharabah Rp.1.000.000,--  
Cr. Kewajiban Komitment Investasi Mudharabah Rp. 1.000.000,-- 
 
Pada tanggal 15 Januari 2008 dilakukan jurnal pembayaran tahap pertama adalah : 
                                                          
70 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi 
Mudharabah, PSAK No. 105………… hlm 4-5. 
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Dr. Investasi Mudharabah Rp. 600.000,-- 
Cr. Rekening Mudharib Rp. 600.000,-- 
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh Rp. 600.000,-- 
Cr. Kontra Komitmen Investasi Mudharabah Rp.600.000,-- 
 
Pada tanggal 20 Januari 2008 dilakukan jurnal pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 
400.000,--, maka oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Investasi Mudharabah Rp. 400.000,-- 
Cr. Rekening Mudharib Rp. 400.000,-- 
Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh Rp. 400.000,-- 
Cr. Kontra Komitmen Investasi Mudharabah Rp.400.000,-- 
 
 Seperti dijelaskan terdahulu, pembiayaan mudharabah penyerahannya dapat 
dilakukan dengan aktiva non kas. Jika hal ini dilakukan maka pembiayaan 
mudharabah diakui saat penyerahan aktiva non kas, dan diukur sebesar nilai wajar 
aktiva non-kas yang bersangkutan pada saat penyerahan, bagi bank selisih antara 
nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian 
bank. Pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha 
mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh mudharib 
dalam kondisi siap dipergunakan, apabila barang tersebut mengalami penurunan 
nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha 
maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun 
diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. 
Contoh : 8-2 
Pada tanggal 15 Januari Bank syariah menyetujui untuk memberikan 
pembiayaan mudharabah kepada Tuan Zulkifli, seorang pengusaha 
pengangkutan di kota Tegal, sebesar Rp.50.000.000,- dalam bentuk modal kas 
dan modal non-kas, dengan nisbah yang disepakati 70 untuk bank dan 30 untuk 
Tuan Zulkifli. 
Penyerahan modal mudharabah kepada mudharib dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
Tanggal 25 Januari diserahkan kepada Tuan Zulkifli modal pembiayaan 
dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-- 
Tanggal 27 Januari diserahkan alat pengangkutan berupa 3 buah bus 
ukuran besar dengan nilai pasar sebesar Rp.20.000.000,-- . 
Bus tersebut dibeli dengan harga Rp.25.000.000,-- 
Tanggal 28 Januari diserahkan alat pengangkutan berupa 5 
buah bus ukuran sedang dengan nilai pasar sebesar 
Rp.20.000.000,-- Bus tersebut dibeli dengan harga 
Rp.17.500.000,-- 
Pada saat pembelian kendaraan bus (misalnya dilakukan pada tanggal (05 Januari) 
dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Persediaan Rp.25.000.000,-- 
Dr. Persediaan (bus sedang) Rp. 17.500.000,-- 
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Cr. Rekening Suplier Rp. 42.500.000,-- 
 
 Pada tanggal 25 Januari 2008, atas persetujuan pembiayaan mudharabah 
tersebut dilakukan penyerahan modal dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp. 
10.000.000,-. Atas penyerahan uang tunai tersebut oleh bank syariah dilakukan 
jurnal : 
Dr. Investasi Mudharabah Rp. 10.000.000,-- 
Cr. Rekening mudharib Rp. 10.000.000,-- 
 Pada tanggal 27 dilakukan penyerahan bus ukuran besar kepada Tuan 
Zulkifli (mudharib), dengan nilai pasar sebesar Rp. 20.000.000,-- yang sebelumnya 
dibeli dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,-- Atas transaksi tersebut oleh bank 
syariah dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Investasi mudharabah Rp.20.000.000,--  
Dr. Kerugian penyerahan aset mdh Rp. 5.000.000,-- 
Cr.      Persediaan / aset mudharabah Rp.25.000.000,-- 
 Pada tanggal 28 Januari 2008, oleh bank syariah dilakukan penyerahan tahap 
ketiga atas bus ukuran sedang kepada kepada Tuan Zulkifli (mudharib) dengan 
harga pasar sebesar Rp. 20.000.000,-. Bus tersebut sebelumnya dibeli dengan harga 
Rp. 17.500.000,--. Atas transaksi itu oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai 
berikut: 
Dr. Investasi mudharabah Rp. 20.000.000,-- 
Cr. Persediaan aktiva Rp. 17.500.000,-- 
Cr. Keuntungan Tangguhan Aset Mudharabaht Rp. 2.500.000,-- 
 Keuntungan Tangguhan Penyerahan aktiva tersebut diamortisasi selama 
jangka waktu akad mudharabah, sehingga dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Keuntungan Tangguhan Aset mudharabah xxx 
Cr. Pendapatan penyerahan aktiva xxx 
  
 Dalam pembiayaan mudharabah, apabila modal mudharabah diberikan 
dalam bentuk aktiva non-kas, maka kegiatan usaha mudharabah baru bisa dianggap 
mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dalam kondisi siap 
dipergunakan. Dalam contoh : 1-2 diatas, kegiatan usaha mudharabah baru dianggap 
dimulai apabila kendaraan bus telah sampai di kota Tegal dan diserahkan kepada 
Tuan Zulkifli, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagian pembiayaan 
mudharabah tersebut hilang, baik sebelum usaha dimulai atau setelah usaha tersebut 
berjalan. 
 Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya 
usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya “tanpa adanya kelalaian atau 
kesalahan pihak mudharib”, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan 
mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Dalam pelaksanaannya tidaklah 
mudah untuk menentukan hal tersebut kelalaian mudharib atau tidak, oleh karena 
itu untuk menentukan kelalaian atau kesalahan mudharib, antara lain, ditunjukkan 
oleh: 
(a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; 
(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau 
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yang telah ditentukan di dalam akad; atau 
(c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. 
 
Contoh : 8-3 
Misalkan salah satu kendaraan bus ukuran sedang, seharga Rp.5.000.000,-- dalam 
perjalanan dari Jakarta ke Tegal, sebelum diserahkan kepada Tuan Zulkifli, 
mengalami kecelakaan 
Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal : 
a. Pada saat bank membentuk cadangan kerugian 
Db. Beban Penyisihan Kerugian Invest Mdh Rp.5.000.000,-- 
Kr. Cadangan Penyisihan Kerugian Invest Mudh Rp.5.000.000,-- 
b. Pada saat penghapusbukuan 
Db. Cadangan Penyisihan Kerugian Invest Mudh Rp.5.000.000,-- 
Kr. Investasi mudharabah Rp.5.000.000,-- 
 
 Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 
“tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana (mudharib)” maka rugi 
tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila pembiayaan diberikan dalam 
bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunann nilai pada saat atau 
setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut 
tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat 
pembagian bagi hasil. 
 Sebaliknya apabila kecelakaan tersebut terjadi setelah usaha tersebut 
berjalan dan dari hasil penyelidikan hal tersebut bukan merupakan kelalaian 
mudharib, maka kerugian tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dari bagi 
hasil, sehingga dalam pembukuan bank tidak perlu dilakukan jurnal. Tetapi apabila 
atas hasil penyelidikan membuktikan bahwa kecelakaan tersebut sebagai akibat 
kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan dari mudharib. 
Pada saat akad diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk Bank (shahibul 
maal). 
 Pengembalian modal (pembayaran pembiayaan mudharabah) oleh mudharib 
dapat dilakukan sesuai kesepakatan, dapat dilakukan sekaligus dan dapat pula 
dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dari mudharib. Setiap pembayaran 
kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana (mudharib) mengurangi 
saldo pembiayaan mudharabah. 
 Contoh : 8-4 
Tuan Achmad sesuai kesepakatan, membayar pembiayaan mudharabah atas 
namanya sebesar Rp. 5.000.000,-- 
Atas pembayaran tersebut jurnal yang dilakukan adalah : 
Dr. Rekening mudharib Rp. 5.000.000,-- 
Cr. Investasi Mudharabah Rp. 5.000.000,-- 
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2. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah 
 Jika pembiayaan Mudharabah terus berlanjut, lebih daripada jangka waktu 
ditetapkan (melebihi satu periode tahun buku), maka pembagian keuntungan diakui 
pada masing-masing jangka waktu yang telah ditetapkan, namun kerugian yang 
akan diakui setelah lewat dari jangka waktu/tahun buku yang telah ditetapkan dan 
setelah dikurangi modal. Hal ini sesuai dengan konsep yang disiapkan dalam 
laporan keuangan dengan cara mencapai tujuan (menentukan hak dan kewajiban 
bagi semua pihak yang berkepentingan). Hal ini konsisten dengan pendapat atau 
kebijakan yang mungkin ada mengenai Fuqaha sehubungan dengan stabilitas atau 
ketetapan kepemilikan terhadap jangka waktu yang memperoleh alokasi 
keuntungan bagi masing- masing pemilik dana tersebut dan Mudharib setelah 
penghitungan sepenuhnya dibuat. Hal ini merupakan dasar dengan mana pembagian 
bank dengan keuntungan dibuat di dalam laporan pendapatan karena keuntungan ini 
dianggap sebagai keuntungan yang berwujud dari bank tersebut dan 
kepemilikannya telah ditentukan. 
 Sesuai dengan dasar-dasar hukum Syari'ah, maka kerugian ini akan 
ditanggung oleh pemilik dana tersebut, terutama bila Mudharib tidak melaksanakan 
suatu pelanggaran apapun atau pun  suatu kelalaian. Hal ini merupakan dasar dari 
pengukuhan bank mengenai kerugian netto Mudharabah pada akhir jangka waktu 
tersebut, di mana pernyataan dan pengurangan jumlah modal Mudharabah tersebut 
dibuat. Juga, kerugian secara berkala yang disajikan dalam jangka waktu 
Mudharabah akan diganti rugi oleh keuntungan yang belum dibagikan. Dalam hal 
secara keseluruhan atau bagian dana Mudharabah hilang sebelum penempatan, 
maka hal ini akan dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Syari'ah sebagai 
kerugian dari modal. Hal ini akan merupakan suatu dasar bagi pengukuhan bank 
sebagai pemilik dana atau mengenai kerugian yang terjadi dalam jangka waktu yang 
sama sebagai kerugian modal dan pengurangan jumlah modal Mudharabah. Karena 
kerugian ini telah ditempatkan di luar kerangka kerja Mudharabah, maka hal ini 
dianggap sebagai kerugian dari dana tersebut yang telah dipercayakan secara umum. 
Pengakuan mengenai hal ini tak dapat ditangguhkan, karena hal ini sebagaimana 
halnya dengan kerugian yang biasa. Karena kerugian dari bagian modal 
Mudharabah tidak akan mempengaruhi jumlah modal Mudharabah meskipun hal 
ini dianggap sebagai suatu kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik dari dana 
tersebut (bank), karena kenyataan bahwa kerugian ini terjadi di dalam jangka waktu 
Mudharabah setelah batas modal ini ditentukan dan hal ini secara khusus akan tetap 
terbatas sampai ke jangka waktu Mudharabah. Jika Mudharib melakukan suatu 
kesalahan dan tidak mampu mengembalikan modal kepada Bank pada akhir dari 
jangka waktunya, maka ia akan menjadi penjamin terhadap dana tersebut, hal ini 
merupakan dasar untuk mengubah dana dengan rekening pembiayaan Mudharabah, 
yang tidak dibayarkan kembali kepada Bank pada akhir jangka waktu menjadi 
piutang Bank (receivable account). 
 Sebagaimana disebutkan di atas, kerugian hanya akan ditanggung oleh 
pemilik dari dana, namun Mudharib tidak akan menanggung apapun darinya 
terkecuali apabila hal ini terjadi karena pelanggaran dari pihaknya atas dana atau 
kelalaiannya ditinjau dari perjanjian Fuqaha atau kesepakatan Fuqaha mengenai 
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kesepakatan ini. 
 Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam pelaksanaannya tidaklah 
mudah untuk menentukan hal tersebut kelalaian mudharib atau tidak, oleh karena 
itu untuk menentukan kelalaian atau kesalahan mudharib, antara lain, ditunjukkan 
oleh: 
(a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; 
(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau 
yang telah ditentukan di dalam akad; atau 
(c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. 
  
 Dalam pembiayaan mudharabah ini pembagian hasil antara shahibul maal 
(bank) dengan mudharib (debitur) dapat dilakukan dengan metode “Revenue 
Sharing” atau “Profit Sharing”. 
  
 Contoh : 8-5 
Atas laporan dari Tuan Zulkifli atas pengelolaan pembiayaan mudharabah 
diperoleh hasil bersih pengelolaan dana mudharabah sebesar Rp.1.000.000,-- dan 
dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati yaitu 70 untuk bank / shahibul 
maal dan 30 untuk nasabah / mudharib. Hasil untuk bank telah dibayar oleh 
mudharib sebelum tutup buku bank dilakukan. 
Pembagian porsi masing-masing dengan perhitungan yang sangat sederhana 
adalah: 
Shahibul maal : 70/100 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 700. 000,-- Mudharib
 : 30/100 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 300.000,-- 
Jurnal sehubungan dengan penerimaan hasil tersebut adalah : 
Dr. Kas/Rekening Nasabah Rp. 700.000,-- 
Cr. Pendapatan bagi hasil Mudharabah Rp. 700.000,-- 
 Ada kemungkinan kerugian pembiayaan mudharabah yang terjadi 
diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir, maka kerugian 
tersebut diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Sedangkan kerugian 
pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan 
pada pengelola dana (mudharib). Pengurang Pembiayaan mudharabah, dapat 
dilakukan dengan metode langsung, yaitu mengurangi saldo perkiraan pembiayaan 
mudharabah, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara 
pembentukan cadangan penghapusan pembiayaan mudharabah yang merupakan 
perkiraan pengurang (contra account) dari pekiraan pembiayaan tersebut. 
 Contoh : 8-6 
Lain halnya dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada Tuan Achmad, 
dari hasil laporan yang diterima pengelolaan dana mudharabah tersebut mengalami 
kerugian sebesar Rp. 500.000,-- dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 
kerugian tersebut sebagai akibat huru hara, sehingga tidak dapat dikategorikan 
sebagai kelalaian atau kesalahan mudharib 
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Atas kejadian tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut: 
a. Pada saat bank membentuk cadangan kerugian 
Db. Beban Penyisihan Kerugian Invest Mdh Rp. 500.000,-- 
Kr. Penyisihan Kerugian Invest Mudh  Rp. 500.000,-- 
b. Pada saat penghapusbukuan 
Db. Penyisihan Kerugian Invest Mudh Rp. 500.000,-- 
Kr. Investasi mudharabah Rp.500.000,-- 
 Pengakuan pendapatan dapat dilakukan apabila diperoleh laporan yang 
dapat dipercaya dari mudharib atas pengelolaan dana mudharabah. Tetapi ada juga 
bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana (mudharib) pada saat 
mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai 
piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (mudharib) . 
 Contoh : 8-7 
Dari laporan yang diterima dari Tuan Achmad atas pengelolaan dana mudharabah 
diketahui, bagian bagi hasil yang menjadi milik bank sebesar Rp. 1.000.000,-- 
sampai dengan tanggal yang ditentukan tidak dilakukan pembayaran oleh Tuan 
Achmad. 
Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Piutang kepada Mudharib Rp. 1.000.000,-- 
Cr. Pendapatan Bagi Hasil mudharabah Rp. 1.000.000,-- 
 
3. Pengaturan Pengakhiran Mudharib 
 Mudharabah akan diakhiri baik dengan perjanjian di antara kedua belah 
pihak, karena keinginan kedua belah pihak, atau dengan alasan force majeure 
(keadaan kahar) seperti kerugian dari semua dana atau kematian salah satu dari 
kedua belah pihak. Beberapa dari pengaturan ini adalah sebagai berikut: 
a. Mudharib harus mengembalikan modal kepada pemilik dana, dan apabila ia 
tidak melaksanakan demikian, ia akan dianggap sebagai pelanggar, dan dana 
tersebut akan menjadi suatu agunan, dan jumlah yang akan diubah dari 
Mudharabah menjadi hutang yang jatuh tempo kepada Mudharib. 
b. Dalam hal Mudharabah ini berakhir, dan bagian atau semua dari dana 
merupakan barang-barang yang belum dijual, dan apabila mereka sepakat 
mengenai penjualannya atau untuk membaginya di antara mereka, atau salah 
satu dari mereka mengambilnya untuk dirinya sendiri dan memberikan 
kepada yang lainnya pembayaran tunai yang jatuh tempo. Maka, hal di atas 
akan dapat diperbolehkan, bahkan apabila mereka mempunyai perbedaan 
dalam penjualannya pada saat ini, atau mereka menginginkan untuk 
menunggu sampai berlalunya waktu tertentu, mereka akan melihat kembali 
dari sudut pandang ini, bahwa apabila terdapat suatu estimasi keuntungan, 
maka ketentuan Mudharib yang akan berlaku. Apabila tidak terdapat 
ketentuan itu, maka pemilik dari dana itu yang akan berlaku. 
c. Sirkulasi dari dana Mudharabah, yakni apabila salah satu dari kedua belah 
pihak meminta untuk berhenti dari Mudharabah, maka akan dilanjutkan oleh 
lainnya apabila terdapat jumlah beberapa orang. Hal ini akan memungkinkan 
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dan pihak yang meninggalkan dapat menjual bagiannya dalam Mudharabah 
tersebut kepada pihak lainnya atau orang-orang lain siapa pun, asalkan bahwa 
bagiannya tersebut dalam modal dinilai. Apabila ia merupakan pemilik dari 
dana, maka hal ini harus dinilai dengan harga penjualan saat ini, dan Mudharib 
harus memperoleh bagian dari keuntungan yang diestimasikan tersebut jika ada. 
d. Dalam hal mereka sepakat mengenai pengembalian modal dalam 
pembayaran, maka suatu proporsi keuntungan atau kerugian yang ditunjukkan 
dalam Mudharabah harus dihitung bagi setiap pembayaran. 
  
 Dengan pertimbangan tertentu, misalnya mudharib sudah tidak dapat 
dipercaya lagi, mudharib banyak melanggar akad yang telah disepakati, sehingga 
pemilik dana dapat menghentikan pembiayaan mudharabah, baik pada akhir akad 
atau bahkan sebelum akad berakhir. Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh 
tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana (mudharib), 
maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. 
 Contoh : 8-8 
Karena sesuatu hal pembiayaan mudharabah pada Tuan Achmad terpaksa harus 
dihentikan sebelum berakhirnya akad, berdasarkan catatan bank saldo pembiayaan 
mudharabah pada Tuan Achmad masih sebesar Rp.450.000.000,-- dan atas 
penghentian, diperoleh laporan kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-- Sisa pembiayaan 
tersebut tidak dapat dikembali oleh Tuan Achmad 
Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal : 
Db. Piutang Mudharib (Tn Achmad) Rp.425.000.000,-- 
Db. Penyisihan Kerugian Invest Mudharabah Rp.25.000.000,-- 
Cr. Investasi Mudharabah Rp.450.000.000,-- 
Pada saat pembentukan penyisihan pembiayaan mudharabah 
Db. Beban penyisihan Investasi mudharabah xxxxx 
Kr. Akumulasi penyisihan Investasi mudharabah  xxxxx 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
SOAL LATIHAN 
1. Salah satu kegiatan usaha penyaluran dana bank syariah mempergunakan pola 
bagi hasil dengan prinsip mudharabah 
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis mudharabah? 
b. Jelaskan karakteristik mudharabah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional? 
2. Akuntansi Mudharabah diatur dalam PSAK 104 tentang Akuntansi 
Mudharab 
a. Apa perbedaan cakupan akuntansi mudharabah dalam PSAk 59 dan PSAK 
104 
b. Jelaskan penggunaan akuntansi  pemilik dan dan akuntansi pengelola dana 
pada Bank Syariah 
3. Modal mudharabah seratus persen dari pemilik dana 
a. Jelakan pengakuan dan pengukuran modal mudharabah kas dan non kas 
sesuai ketentuan PSAK 104 
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b. Jelaskan pengakuan dan pengukuran pengembalian modal mudharabah sesuai 
ketentuan PSAK 104 
4. Tujuan akhir mudharabah adalah keuntungan atau hasil usaha 
a. Jelaskan prinsip pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah? 
b. Jelaskan mengapa bank syariah sebagai pemilik dana tidak diperkenankan 
mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi? 
5. Jenis lain dalam mudharabah adalah mudharabah musytarakah 
a. Jelaskan pengertian dan karakteristik dari mudharabah musytararakah? 
b. Jelaskan pembagian hasil usaha yang dilakukan dalam prinsip mudharabah 
musytarakah? 
 
 Soal kasus : 1 
Nasabah mendapat fasilitas untuk modal kerja perfilman islamai dari bank syariah 
dengan data-data sebagai berikut: 
Jumlah modal :Rp. 1.300.000.000,-- 
Kegunaan :Modal kerja produksi sinetron “Sebuah  Kidung 
di Pesantren” 
Obyek bagi hasil :Pendapatan yang diperoleh dari penjualan 
 Sinetron 
Nisbah bagi hasil :Bank Syariah 15 dan 85 untuk Mudharib 
Jangka waktu :12 bulan 
Biaya administrasi :Rp. 13.000.000,-- 
Pelunasan :Dilakukan sekaligus pada akhir kontrak 
Pengikatan :Intern 
Dari hasil penjualan sinetron dengan sebuah Tv swasta memperoleh hasil usaha 
sebesar Rp. 200 juta 
 Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut 
 
 Soal Kasus : 2 
Pada tanggal 10 Juni 2002 Bank syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja 
kepada perusahaan angkutan yang berada di Purwokerto dengan data-data sebagai 
berikut: 
Plafond :Rp. 24. 000.000.000,-- 
Kegunaan :Modal usaha transportasi 
Obyek bagi hasil :Pendapatan 
Nisbah bagi hasil :80 untuk Bank Syariah dan 20 untuk Nasabah 
Jangka waktu :60 bulan 
Biaya administrasi :Rp. 240.000.000,-- 
Pelunasan :Pengembalian modal bank dilakukan secara 
 bertahap setiap tahun sebesar  Rp.4.800.000.000,-- 
Keterangan lain :Pemberian modal yaitu: 
- Tahap kesatu (10 Juni 2002) : dalam bentuk 10 bus nilai 
wajar Rp.15.000.000.000,-- dan berupa uang sebesar 
Rp.4.000.000.000,-- 
- Tahap kedua (25 Juni 2002): dalam bentuk uang 
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langsung dikredit ke rekening sebesar sisa modal 
Penjelasan lain: 
1. Harga perolehan 10 buah bus adalah sebesar Rp.14.000.000.000,-- 
2. Dari hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa: 
(a) Pendapatan bulan Juli (ke-1) sebesar Rp. 1.000.000.000,-- dan atas bagian 
bank didebet dari rekening nasabah 
(b) Dalam bulan April 2003 (ke 10) diperoleh laporan, pendapatan bulan tsb 
sebesar Rp. 800.000.000,-- dan saldo rekening nasabah tidak cukup untuk 
membayar bagian bank. 
3. Pengembalian modal tahun ke-1 s/d ke-3 berjalan sesuai jadual 
4. Pada bulan September 2003 (ke 15) perusahaan tersebut mengalami kerugian 
sebesar Rp. 300.000.000,-- dan atas penyelidikan yang dilakukan hal tsb 
bukan kesalahan nasabah 
5. Pada tahun ke-5, akibat terjadi perselisihan keluarga, mudharib tidak dapat 
mengembalikan modal 
 Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut 
 
  
 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Musyarakah 
2. Jenis Akad Musyarakah 
3. Landasan Syariah 
4. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah 
5. Ketentuan Akad Musyarakah 
6. Standar Akuntansi Musyarakah 
7. Perlakuan Akuntansi Musyarakah 
……...………………………………………………………………….. 
 
A. Pengertian Musyarakah 
 Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-
ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara 
masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan 
usaha.71 Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau 
serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut 
partnership.72 
Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik 
modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha 
secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai 
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai 
dengan kontribusi modal.73 Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk 
kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi 
dan hak paten. 
 Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap 
mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau 
kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang 
disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana 
pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang 
bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase 
atau pengadilan. 
 Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional 
sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau 
                                                          
71 Ghufron A.Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, cet ke-1), 2002, h.191 
72 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 
h. 142 
73 Naf‟an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
cet ke-1, 2014), h.95 
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sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara 
proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva 
lainnya). 
 
B. Jenis Akad Musyarakah 
Secara garis besar syirkah terbagi kepada dua bagian: 
1. Syirkah Al-Amlak  
Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah suatu syirkah dimana dua orang 
atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad 
syirkah. Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini 
rumah tersebut dimiliki oleeh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah 
antara dua orang yang diberi hibah tersebut.74 
Dalam syirkah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:  
a. Syirkah al-jabr  
Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara 
paksa. 
b. Syirkah Ikhtiyariyah 
Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan 
orang-orang yang berserikat. 
2. Syirkah Al-‘Uqud  
Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai 
kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara 
sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama 
dan berbagi untuk dan risiko.  
Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:75  
a. Syirkah Mufawwadah.  
Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang 
masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal 
yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama 
dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing 
mitra usaha memiliki hak dan tangung jwab yang sama.  
b. Syirkah Inan  
Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang 
masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang 
porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan 
kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. 
Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan 
modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset 
atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga. 
 
 
                                                          
74 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 344. 
75 Abdul Rahim Ghazali, Ghufron Ihsan & Sapiudin Siddiq, Fiqih Muamalat, 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 131. 
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c. Syirkah Al-‘Amal  
Syirkah al-‘amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk 
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari 
pekerjaaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap 
sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order 
pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut 
dengan syirkah abdan atau sanaa’i. 
d. Syirkah Al-Wujuh  
Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan 
prastise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang 
secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara 
tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia 
barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.  
e. Syirkah Mudharabah  
Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu 
pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk 
keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya 
sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib. 
 
C. Landasan Syariah 
1) Al-Qur‟an  
“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S An Nisa : 12)  
 “Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah 
mereka ini”. (Q.S Shaad : 24)  
Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian syarukâ’ adalah bersekutu dalam 
memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shâd (38) 
ayat 24, lafal al-khulathâ’ diartikan syarukâ’, yakni orang-orang yang 
mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. 
2) Hadits 
“Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama 
keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan 
keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu Daud)  
3) Ijma’ 
Ibnu Qudamahdalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin 
telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun 
terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”. 
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D. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah 
1. Rukun musyarakah adalah : 
a. Pihak yang berakad 
b. Obyek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja) 
c. Shighat / Ijab Qabul 
 
2. Syarat Musyarakah 
Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:  
a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan 
secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.  
b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan 
perwalian.  
c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri 
dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak 
paten dan sebagainya).  
d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan 
tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan 
tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan 
tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang 
diterima.76 
  
E. Ketentuan Dalam Akad Musyarakah 
Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan 
Musyarakah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 
08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:77 
1. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan 
memperhatikan hal- hal berikut : 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 
kontrak (akad) 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 
menggunakan cara-cara komunikasi modern 
 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal 
berikut : 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 
melaksanakan kerja sebagai wakil 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam 
proses bisnis normal 
                                                          
76 Abdul Ghafar Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, 
dan implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.119 
77 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ….., hlm 326-
328. 
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d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola 
asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk 
melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan 
mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 
dana untuk kepentingannya sendiri 
 
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a. Modal 
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya 
sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang- 
barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus 
lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan 
atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas 
dasar kesepakatan 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, 
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat 
meminta jaminan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 
musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 
syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 
lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan 
tambahan bagi dirinya 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi 
dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi 
kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan 
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika 
penghentian musyarakah 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar 
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang 
ditetapkan bagi seorang mitra 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi 
jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya 
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut 
saham masing-masing dalam modal 
 
4. Biaya Operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
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melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
  
 Penyaluran dana bank syariah yang mempergunakan prinsip bagi hasil, 
selain pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah 
adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan 
bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 
Modal yang diserahkan oleh mitra kepada proyek tersebut tidak hanya dalam bentuk 
uang tunai tetapi dapat berupa modal non-kas (barang). Dalam menjalankan 
kegiatan masing-masing mitra ikut terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap 
keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan 
dan tidak ada jumlah yang ditetapkan bagi seorang mitra dan seorang mitra boleh 
mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
prosentase itu diberikan kepadanya. (fatwa DSN nomor 08/DSN-Mui/IV/200)) 
F. Standar Akuntansi 
 Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi 
musyarakah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan 
Syariah diganti dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Dalam transi 
musyarakah pada umumnya bank syariah hanya melakukan penyetoran modal saja 
(mitra pasif), pengelolaan usaha dijalankan oleh mitra lainnya. Oleh karena itu 
akuntansi musyarakah yang dilaksanakan oleh bank syariah pada umumnya adalah 
akuntansi musyarakah pada mitra pasif. Musyarakah merupakan usaha bekerja dari 
dua atau lebih pemodal, oleh karenanya dalam PSAK 106 tentang akuntansi 
musyarakah mitra aktif sebagai pengelola usaha harus membuat catatan terpisah 
dari catatan usaha lainnya. Hal ini diatur dalam paragraf 13 sebagai berikut: 
13 Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan 
sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang 
mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang 
terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. 
 Beberapa hal yang harus diketahui dalam pengukuran, pengakuan, 
penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang dilakukan oleh mitra pasif 
sebagaimana diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah antara lain: 
    1.  Pada Saat Akad 
27 Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau 
penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah. 
28 Pengukuran investasi musyarakah: 
(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan 
(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, 
maka selisih tersebut diakui sebagai: 
(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; 
atau 
(ii) kerugian pada saat terjadinya. 
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29 Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang 
diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas 
aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan 
tangguhan. 
30 Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi 
kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah 
kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. 
     2. Selama Akad 
31 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian 
dana mitra di akhir akad dinilai sebesar: 
(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal 
akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau 
(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk 
usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian 
(apabila ada). 
32 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan 
pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas 
yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi 
jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada). 
 
     3. Akhir Akad 
33 Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum 
dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. 
 
     4. Pengakuan Hasil Usaha 
34 Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan 
sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian 
investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. 
 
     5. PENYAJIAN 
36 Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah 
dalam laporan keuangan sebagai berikut: 
(a) Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan 
kepada mitra aktif; 
(b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang 
diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra 
account) dari investasi musyarakah. 
 
     6. PENGUNGKAPAN 
37 Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, 
tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, 
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pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain; 
(b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah.78 
 
G. Perlakukan Akuntansi dan Contoh Kasus 
 Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci berikut akan dibahas 
pengakuan dan pengukuran transaksi musyarakah dimulai dari awal transaksi 
sampai pengembalian oleh mitra aktif kepada bank syariah sebagai mitra pasif 
 
    1. Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah 
 Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau perak yang setara. 
Menurut para Fuqaha tidak ada perbedaan mengenai hal ini. Modal bisa saja 
berbentuk trading assets seperti barang, properti, dan peralatan lainnya. Modal 
mungkin saja juga berbentuk hak tak berwujud, seperti hak paten, hak gadai, paten 
dan lain-lain. Kalangan Fuqaha menyetujui pemberian modal berbentuk tipe-tipe 
asset di atas, asalkan nilai aset itu sebanding dengan nilai uang tunai dan disepakati 
bersama . Mazhab Syafi`i dan Maliki mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari 
mitra harus dicampur agar tidak ada hak istimewa di antara mereka. Meskipun 
demikian mazhab Hanafi tidak menentukan pembagian dana dalam bentuk tunai, 
dan mazhab Hambali tidak mensyaratkan adanya percampuran modal. Partisipasi 
dari para mitra dalam pekerjaan Musyarakah merupakan dasar hukum dan dilarang 
salah satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian, 
persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah-satu mitra 
diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra 
lainnya dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagian ekstra 
keuntungan. 
 Modal Musyarakah diatur oleh sekelompok asas, di mana yang terpenting 
adalah: Saham mitra haruslah diketahui, yang ditetapkan dan disepakati pada waktu 
pengadaan akad, dan harus ada dalam bentuk tunai/semacamnya, namun tidak 
dalam bentuk hutang, untuk menghindarkan penipuan, ketidaktahuan dan 
ketidakmampuan dalam menggunakan modal. Sesuai dengan hukum perundang-
undangan Syari`ah, apabila modal berada dalam bentuk aset terwujud maupun tidak 
terwujud, maka dalam hal ini asas Syari`ah akan mensyaratkan nilai aset tak 
berwujud berdasarkan perjanjian dengan para mitra, dan jumlah saham bank dalam 
Musyarakah akan diukur dengan nilai pasar yang sebenarnya, yakni jumlah yang 
telah dibayarkan atau di mana jumlah ini telah dinilai pada saat mengadakan akad. 
Penilaian tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dan atas persetujuan kedua 
belah pihak. 
 Ada dua alasan untuk tidak menggunakan nilai historis dalam mengukur aset 
non moneter yang mewakili saham Bank Islam dalam Musyarakah, yaitu: 
Pertama: Penerapan nilai aset yang sudah disepakati kedua belah pihak harus 
                                                          
78Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi 
Musyarakah, PSAK No. 106, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 6-8. 
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menerima hasil dari penilaian akuntansi keuangan yang objektif dan dibukukan 
dalam Pernyataan Objektif 
Kedua: Penerapan nilai sesungguhnya untuk mengukur aset secara ini akan menjurus 
ke penerapan konsep kejujuran penyajian sesuai dengan Pernyataan Konsep 
 
 Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, dijelaskan pengakuan 
dan pengukuran pembiayaan musyarakah sebagai berikut: 
1. Pada Saat Akad 
27 Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau 
penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah. 
28 Pengukuran investasi musyarakah: 
(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan 
(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, 
maka selisih tersebut diakui sebagai: 
(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; 
atau 
(ii) kerugian pada saat terjadinya. 
29 Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang 
diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas 
aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan 
tangguhan. 
30 Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi 
kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah 
kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. 
2. Selama Akad 
31 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian 
dana mitra di akhir akad dinilai sebesar: 
(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal 
akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau 
(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk 
usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian 
(apabila ada). 
32 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan 
pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas 
yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi 
jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada). 
   
 Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa pembiayaan musyarakah atau modal 
syirkah yang diserahkan oleh bank syariah tidak hanya dalam bentuk uang tunai saja 
tetapi dapat juga dalam bentuk non-kas atau aktiva yang sejalan dengan usaha yang 
akan dilaksanakan. Begitu juga penyerahan modal musyarakah dalam dilakukan 
secara bertahap atau secara sekaligus. Untuk memberikan gambaran yang jelas atas 
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transaksi modal musyarakah tersebut dapat dijelaskan dalam contoh berikut: 
 Contoh : 9-1 
Pada tanggal 01 Agustus Bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan 
musyarakah kepada Tuan Abdullah dalam usaha pabrik pengolaan kelapa sawit dan 
telah disepakati dengan data- data sebagai berikut: 
1. Tanggal 05 Agustus dibayar beban pra akad, seperti pembuatan studi 
kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar Rp.1.000.000,-- 
2. Modal syirkah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- dimana bank syariah 
mendapatkan porsi modal sebesar Rp.70.000.000,-- dan prosi modal untuk 
Tuan Abdullah sebesar Rp.80.000.000,-- dengan nisbah keuntungan , 
untuk bank sebesar 40 dan untuk Tuan Abdullah sebesar 60 
3. Modal syirkah yang menjadi porsi bank syariah sebesar Rp.70.000.000,-- 
dibayar dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Tanggal 15 Agustus, dibayarkan modal syirkah dalam bentuk kas 
sebesar Rp. 20.000.000,-- 
b. Tanggal 20 Agustus diserahkan modal non kas, berupa dua buah mesin 
pabrik yang telah dimiliki oleh bank syariah, mesin pertama sebesar 
Rp.30.000.000,-- yang dibeli dengan harga Rp.32.500.000,-- dan mesin 
yang kedua sebesar Rp.20.000.000,-- yang dibeli dengan harga 
Rp.15.000.000,-- 
Atas transaksi tersebut diatas dilakukan jurnal dan penjelesan sebagai berikut: 
1. Tanggal 01 Agustus pada saat pembiayaan musyakah disetujui dan 
disepakati oleh Tuang Abullah, bank syariah mempunyai kewajiban yang 
berupa komitmen atas pembiayaan musyarakah sebesar Rp.70.000.000,-- 
Jurnal komitmen (rekening administratif) : 
Dr. Kontra komitmen Invest Musy Rp.70.000.000,- 
Cr. Komitmen Investasi Musyarakah Rp. 70.000.000,- 
 
2. Tanggal 15 Agustus, bank syariah menyerahkan modal dalam bentuk uang 
tunai kepada syirkah sebesar Rp. 20.000.000,-- 
Db. Investasi musyarakah Rp. 20.000.000,-- 
Kr. Kas/Rekening syirkah/Kliring Rp. 20.000.000,-- 
Dr. Komitmen Invest Musy Rp. 20.000.000,-- 
Cr. Kontra komitmen Invest Musyarakah Rp.20.000.000,-- 
 
3. Tanggal 20 Agustus pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada 
syirkah 
A. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai 
buku/harga perolehan. Mesin pertama diserahkan dengan harga  
pasar/wajar sebesar Rp.  30.000.000,-- ,  mesin tersebut dibeli dengan 
harga perolehan sebesar Rp.32.500.000,-- 
Jurnal atas penyerahan modal non kas adalah: 
Db. Investasi musyarakah Rp. 30.000.000,-- 
Db. Kerugian penyerahan aktiva Rp.2.500.000,-- 
Kr. Aktiva non-kas Rp.32.500.000,-- 
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Dr. Komitmen Invest Musyarakah Rp. 30.000.000,-- 
Cr. Kontra komitmen Invest Musyarakah Rp.30.000.000,-- 
 
B. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku / 
harga perolehan. Mesin kedua dibeli dengan harga perolehannya 
sebesar Rp.15.000.000,-- dan diserahkan dengan harga jual / wajar Rp. 
20.000.000,-- 
Db. Investasi Musyarakah Rp. 20.000.000,-- 
Kr. Aktiva non-kas Rp. 15.000.000,-- 
Kr. Keuntungan Tangguhan 
 Aset Musyarakah Rp. 5.000.000,-- 
Dr. Komitmen Invest Musy Rp. 20.000.000,- 
Cr. Kontra komitmen Investasi Musy Rp.20.000.000,- 
 
 Keuntungan tangguhan penyerahan aktiva dalam musyarakah ini akan 
diamortisasi selama jangka waktu akad. Misalnya dalam contoh diatas akad 
musyarakah untuk jangka waktu 20 bulan maka keutungan tangguhan penyerahan 
aktiva msuyarakah diamortisasi per bulannya sebagai berikut : Rp. 5.000.000 : 20 = 
Rp. 250.000., sehingga jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
Db. Keuntungan Tangguhan Aset Musyarakah Rp.5.000.000,-- 
Cr. Pendapatan penyerahan aktiva Rp. 5.000.000-- 
 
4. Tanggal 05 Agustus 2008 – pada saat pengeluaran biaya dalam rangka 
akad musyarakah 
Db. Uang muka akad musyarakah Rp. 10.000.000,-- 
Kr. Kas/Kliring Rp. 10.000.000,-- 
5. Pengakuan biaya akad musyarakah 
A. Jika diakui sebagai beban 
Db. Biaya akad Rp. 1.000.000,-- 
Kr. Uang muka akad musyarakah Rp.1.000.000,-- 
B. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan 
Db. Investasi musyarakah Rp. 1.000.000,-- 
Kr. Uang muka akad musyarakah Rp. 1.000.000,-- 
 
     2. Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah 
 Standar pengukuran yang diungkapkan berbeda antara transaksi pembiayaan 
Musyarakah (tetap atau menurun sampai kepemilikan) yang berakhir selama tahun 
buku, dengan yang berlanjut untuk lebih dari suatu tahun buku. Dalam hal pertama, 
keuntungan dan kerugian diakui setelah likuidasi dan hal ini merupakan penerapan 
asas Syari`ah: tidak ada keuntungan yang dianggap berlaku terkecuali setelah 
melindungi modal, yakni likuidasi yang menunjukkan suatu kelebihan dari modal 
(keuntungan) atau jika kekurangan dari modal (kerugian). Kedua, jika transaksi 
pembiayaan Musyarakah berlanjut untuk lebih dari satu tahun buku, maka 
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pengakuan akan dibuat pada bagian masing-masing tahun buku dari keuntungan 
atau kerugian dan sebanding dengan bagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut, 
berdasarkan atas konsep berjangka untuk tujuan membuat laporan keuangan dengan 
cara untuk mencapai tujuan ( menentukan hak dan kewajiban dari semua pihak 
bersangkutan). 
 Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah, dijelaskan 
dalam PSAK 106 tentang Akuntansi musyarakah, sebagai berikut: 
34 Pendapatan usaha investasi  musyarakah  diakui  sebagai pendapatan 
sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian 
investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. 
A. Perlakuan laba pembiayaan musyarakah: 
(1) Laba Pembiayaan Musyarakah dalam satu periode pelaporan 
Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, 
diperoleh bagi hasil sebesar Rp. 500.000.000,-- dimana pembagian bagi 
hasil 60 untuk Tuan Abdullah dan 40 untuk Bank Syariah. 
Jadi porsi bagi hasil milik bank syariah adalah:  
40/100 x Rp.500.000.000,-- = Rp. 200.000.000,-- 
(a) Apabila penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah - kas 
Db Kas/Rekening syirkah Rp. 200.000.000,-- 
Kr Pendapatan Bagi hasil musy Rp.200.000.000,-- 
Karena pendapatan tersebut diterima kas, maka pendapatan tersebut 
merupakan unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha. 
(b) Apabila penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah - akrual 
Db Pendapatan yadit Musyarakah Rp. 200.000.000,-- 
Kr Pendapatan bagi hasil musyarakah Rp. 200.000.000,-- 
Oleh karena pendapatan tersebut belum diterima secara kas, hanya 
dalam pengakuan saja maka pendapatan tersebut bukan sebagai 
unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha (profit distribution) 
bank,  dan akan menjadi unsur pendapatan dalam pembagian hasil 
usaha setelah pendapatan tersebut diterima secara kas. 
Pada saat diterima kas jurnal yang dilakukan adalah : 
Dr. Rekening mitra/ kas Rp. 200.000.000,-- 
Cr Pendapatan yadit Musy Rp. 200.000.000,-- Walaupun 
tidak ada pencatatan dalam pendapatan bank syariah karena, ada 
aliran kas masuk atas pembayaran pendapatan musyarakah, maka 
jumlah atau aliran kas masuk tersebut harus diperhitungan sebagai 
unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha. 
B. Perlakuan rugi pembiayaan musyarakah 
1) Rugi Pembiayaan Musyarakah dalam satu periode pelaporan Pengakuan 
kerugian musyarakah 
Db Kerugian musyarakah xxxx 
Kr Investasi musyarakah xxxx 
2) Kerugian pembiayaan musyarakah sebagai akibat kelalaian mitra 
Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian 
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atau penyimpangan mitra musyarakah 
Db Piutang mitra xxxx 
Kr Investasi musyarakah xxxxx 
 
4. Pengakuan Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setalah 
Akad 
 Saham bank setelah pengadaan akad diukur dengan biaya historisnya, 
karena aturan Syari`ah, untuk Musyarakah mensyaratkan penentuan modal dan 
pemeliharaannya sampai batas waktu akhir sehingga dapat menghasilkan 
keuntungan. Keuntungan ini didefinisikan sebagai kelebihan dari modal 
musyarakah awal (initial). Hal ini juga sesuai dengan ciri-ciri pengukuran akuntansi. 
 Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 
dibayarkan, pembiayaan musyarakah dalam bentuk valuta asing dinilai sebesar kurs 
pada saat transaksi. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva 
non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas, sedangkan selisih antara nilai 
wajar dan nilai buku aktiva non- kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank 
pada saat penyerahan. 
 Penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi : 
1. pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah 
kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah 
dikurangi dengan kerugian yang telah diakui 
2. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya 
dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah 
  
 Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad, diatur 
dalam PSAk 106 tentang Akuntansi musyarakah, sebagai berikut: 
31 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian 
dana mitra di akhir akad dinilai sebesar: 
(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal 
akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau 
(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk 
usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian 
(apabila ada). 
32 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan 
pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas 
yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi 
jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada). 
 
     4. Pengakhiran Akad berakhir 
 Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra 
musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah. 
 Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau 
penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut 
menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau 
penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang musyarakah. 
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 Jurnal pengakuan kerugian akibat kelalaian atau penyimpangan mitra 
musyarakah : 
Dr. Piutang musyarakah xxxxx 
Cr. Kerugian musyarakah xxxxx 
Pada saat akad berakhir, saldo pembiayaan musyarakah yang belum diterima diakui 
sebagai piutang musyarakah 
Dr. Piutang musyarakah xxxxx 
Cr. Investasi musyarakah xxxxx 
Jurnal penyelesaian musyarakah permanen 
Dr. Kas / piutang musyarakah xxxxx 
Cr. Investasi musyarakah xxxx 
Jurnal penyelesaian musyarakah menurun 
Dr. Kas/piutang musyarakah xxxxx 
Dr. Kerugian penyelesaian Invest musy xxxxx 
Cr. Investai musyarakah xxxxx 
Cr. Keuntungan penyelesaian invest musy xxxxx 
Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra 
musyarakah lainnya 
Db Kas/Rekening syirkah xxxxx 
Kr Investasi musyarakah xxxxx 
Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai 
historis 
Db Aktiva non-kas xxxxx 
Db Kerugian penyelesaian invest musy xxxxx 
Kr Investasi musyarakah xxxxx 
Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai 
historis 
Db Aktiva non-kas xxxxx 
Kr Keuntungan penyelesaian Invest musy xxxx 
Kr Investasi musyarakah xxxx 
Pembentukan penyisihan akibat kerugian piutang 
Db. Beban penyisihan kerugian piutang musy xxxx 
Kr. Akumulasi penyisihan kerugian piutang musyarakah xxxxx 
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.............................................................................................................................. 
SOAL LATIHAN 
  
1. Bentuk lain dalam pola bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah dalam 
pengelolaan dana adalah dengan prinsip musyarakah 
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis musyarakah? 
b. Jelaskan karakteristik musyarakah sesuai ketentuan fatwa DSN? 
c. Jelaskan perbedan dan kesamaan mudharabah dan musyarakah? 
 
2. Akuntansi Musyarakah diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah 
a. Jelaskan perbedaan cakupan akuntansi musyarakah dalam PSAK 106 dengan 
PSAK 59? 
b. Mengapa dalam usaha musyarakah harus dibuat catatan yang terpisah dari 
catatan mitra? 
3. Modal dalam usaha musyarakah merupakan milik bersama dari masing-masing 
mitra 
a. Jelaskan pengakuan dan pengukuran modal musyarakah dalam bentuk kas 
dan non kas? 
b. Jelaskan tentang agunan dalam musyarakah? 
4. Tujuan akhir dalam musyarakah adalah hasil usaha yang akan dibagi bersama. 
a. Jelaskan pengakuan bagi hasil yang dilakukan oleh bank syaraiah 
b. Jelaskan ketentuan yang mengatur kerugian musyarakah atas kesalahan 
nasabah atau kesalahan bank syariah 
5. Jelaskan pengembalian modal dalam musyarakah baik dalam bentuk modal kas 
dan modal non kas? 
 
 Soal kasus 1 
Tanggal Keterangan Transaksi 
01/06/2008 Disetujui kerja sama kemitraan (musyarakah) antara bank dan  
 mitra sebesar Rp.10 milyard dimana bank memberikan modal 
sebagai sebesar Rp.5 milyard baik berupa uang tunai maupun  
 dalam bentuk aktiva tetap. 
4/06/2008 Dilakukan pembayaran penyertaan musyarakah uang tunai  
 sebesar Rp.3 milyard 
04/06/2008 Dilakukan penyerahan aktiva tetap sebagai penyertaan 
musyarakah dengan nilai wajar seharga Rp.2 milyard. Harga beli 
aktiva tetap tersebut sebesar Rp.3 milyard dan Akumulasi 
penyusutan sebesar Rp.750 juta 
06/06/2008 Dibayar biaya akad sebesar Rp.20.000.000,- dan sesuai 
 kesepakatan dengan mitra biaya tersebut setengah 
 menjadi beban dan setengah menjadi beban mitra 
30/06/2008 Diterima tunai pembagian keuntungan Musyarakah yang 
 menjadi porsi bank sebesar Rp.50 juta 
31/07/2008 Karena lesunya pasar dan berdasarkan data yang ada, usaha 
tersebut mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar 
Rp.250 juta 
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31/08/2008 Dalam Agustus dengan usaha yang gigih usaha tersebut 
 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200 juta dan atas 
 keuntungan tersebut dipergunakan untuk melakukan 
 pemulihan modal musyarakah 
10/09/2008 Dialihkan kepada mitra modal musyarakah sebesar Rp.1 
 milyard, yang diterima secara tunai 
20/09/2008 Dalam pemeriksaan diketahui terdapat kerugian sebesar  Rp.100 
juta yang merupakan kelalaian dari mitra 
30/09/2008 Dilakukan pembentukan penyisihan kerugian musyarakah 
sebesar Rp.75.000.000 
15/10/2008 Dilakukan penyelesaian seluruh modal musyarakahdan ternyata 
terdapat modal yang tidak dapat dikembalikan  oleh mitra sebesar 
Rp.1 milyard 
Pertanyaan : 
Buatlah perhitungan dan jurnal transaksi tersebut diatas 
 
 Soal kasus : 2 
Pada tanggal 20 Januari 2008 Bank Syariah “Al Qiradh” menyetujui membiayai 
proyek perusahaan textil PT “RAHMAT ILAHI” sebesar Rp.30 milyard dari total 
nilai proyek sebesar Rp.50 milyard. Disepakati hasil usaha dibagi antara kedua 
belah pihak yaitu sebesar  70 % untuk bank syariah dan 30 % untuk PT “RAHMAT 
ILAHI” . Dengan pembagian hasil usaha tersebut bank syariah meproyeksikan hasil 
usaha atas proyek tersebut sebesar Rp.200 juta per bulan. 
Penyerahan modal dilakukan oleh Bank Syariah AL QIRADH secara bertahap 
yaitu: 
a. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan mesin produksi textil yang dibeli dengan 
harga Rp.12,5 milyard dan nilai pasar saat penyerahan sebesar Rp. 15 milyard 
b. Tanggal 10 Februari 2008 diserahkan modal dalam bentuk kas yang ditransfer 
ke rekening PT RAHMAT ILAHI sebesar Rp.10 milyard 
c. Tanggal 29 Maret 2008 diserahkan sisa modal kepada PT RAHMAT ILAHI 
Pada bulan Oktober 2008 dalam masa uji coba PT RAHMAT ILAHI mengalami 
rugi yang bukan kesalahan pengelola sebesar Rp.100 juta rupiah. 
Pada bulan Nopember 2008 dalam operasi penuh PT RAHMAT ILAHI 
memperoleh hasil usaha sebesar rp.300 juta. Dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai 
nisbah yang telah disepakati pada awal akad. 
Pada tanggal 30 Desember 2008 diperoleh laporan dari PT RAHMAT ILAHI bahwa 
hasil usaha bulan desember 2008 yang menjadi hak Bank Syariah sebesar Rp.200 
juta dan akan ditransfer pada tanggal 15 januari 2009 
 
Pertanyaan 
1. Buatlah jurnal persetujuan Bank Syariah Al Qiradh tgal 20 Januari 2008 
2. Buatlah perhitungan dan jurnal penyerahan modal oleh Bank Syariah Al 
Qiradh 
(a) pada tanggal 25 Januari 2008 
(b) pada tanggal 10 Februari 2008 
(c) pada tanggal 29 Maret 2008 
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3. Buatlah perhitungan dan jurnal penerimaan hasil usaha oleh Bank Syariah Al 
Qiradh bulan Oktober dan Nopember 2008 
4. Buatlah perhitungan dan jurnal hasil usaha bulan Desember  2008 
5. Buatlah perhitungan dan jurnal pembentukan PPAP yang harus dibentuk oleh 
Bank Syariah Al Qiradh untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2008 
 
 Soal Kasus : 3 
Bank Syariah membiayai perusahaan tahu tempe ”Gurih” untuk keperluan modal 
kerjanya sebesar Rp.100 juta untuk mengembangkan usahanya yang sedang 
berjalan senilai 300 juta. Penyerahan modal dilakukan sekaligus sedangkan 
pengembalian modal dilakukan secara bertahap 5 kali masing sebesar Rp.20 juta 
selama 2 tahun. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh, penjualan selama setahun sebesar Rp.275 
juta, sedangkan untuk pembelian bahan baku sebesar Rp.150 juta, pembayaran 
biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebesar Rp.75 juta. 
Bank Syariah mengharapkan keuntungan dengan nisbah untuk bank syariah 10% 
dan untuk nasabah sebesar 90% dari hasil usaha yang diperoleh. 
Berdasarkan laporan yang diterima realisasi hasil usaha perusahaan tahu tempe 
”Gurih selama tiga bulan adalah sebagai berikut: 
 Bulan1 Bulan 2 Bulan 3 Dst 
Penjualan 120 juta 80 juta 140 juta  
HPP 70 juta 70 juta 80 juta  
Gross profit 50 juta 10 juta 60 juta  
 
Pertanyaan 
1. Prinsip apa yang dipergunakan dalam transaksi tersebut 
2. Perhitungan dan jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut 
 
  
 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Ijarah 
2. Jenis Akad Ijarah 
3. Landasan Syariah 
4. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 
5. Ketentuan Akad Ijarah 
6. Standar Akuntansi Ijarah 
7. Perlakuan Akuntansi Ijarah 
8. Perlakukan Akuntansi - Bank Sebagai Penyewa 
……...………………………………………………………………….. 
A. Pengertian Ijarah 
  
Secara etimologi, al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al- 'iwadhu 
(ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu 
sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract di mana 
suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada 
salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara 
pasti sebelumnya (fixed charge).79 
Menurut Sofyan Safri, Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik 
ma’jur (obyek sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas 
obyek sewa yang disewakannya. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa- 
menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas 
obyek sewa yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa 
pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.80 
B. Jenis Akad Ijarah 
 
1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam 
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa 
operasi (operating lease). 
2. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa’d perpindahan 
                                                          
79 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 
Yogyakarta: Ekonisia, 2012, hlm. 73 
80 Sofyan Safri Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi ….., hlm 257. 
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kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu. 
Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik 
kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan akad ijarah 
telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa 
dengan membuat akad terpisah secara: 
(a) hibah; 
(b) penjualan sebelum akhir masa akad; 
(c) penjualan pada akhir masa akad 
(d) penjualan secara bertahap. 
  
Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan 
atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis 
obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. 
 
C. Landasan Syariah 
1) Al-Qur‟an  
Dasar hukumnya akad ijarah antara lain terdapat dalam al-Qur’an: 
“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 233) 
Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu 
memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan 
adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara 
patut. 
“kemudian jika mereka (istri-istrimu yang sudah ditalaq) menyusukan anak-
anakmu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
bermusyawarahlah di antaramu dengan baik, dan jika kamu menemui 
kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya” (QS. 
At-Thalaq: 6) 
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-Qashas: 62 ) 
Beberapa ayat di atas menunjukkan adanya pembolehan al-Qur'an 
terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat 
pertama dan kedua menggambarkan bahwa seseorang bisa dipekerjakan 
untuk menyusui anak orang lain, dan baginya sah mendapatkan upah atas 
pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut. 
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Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan yang jelas 
bahwa pemberi upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan. 
Praktek seperti ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan nama akad ijarah. 
2) Hadits 
 
 
Artinya: Dari Abdullah bin „Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah 
SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 
keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah) 
 
 
 
Artinya: Dari Ikrimah ra dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi Saw berbekam, lalu 
beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika 
Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, 
tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam) (HR. 
Bukhari) 
 
 
Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda ada tiga 
golongan di mana saya telah menjadi musuh mereka di hari kiamat 
kelak, dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku 
kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah 
berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah 
menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan 
seorang yang telah memperkerjakan pekerja kemudian mereka 
memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya (HR. 
Ibnu Majah) 
Tiga hadits tersebut menegaskan tentang praktek upah mengupah 
kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits pertama menegaskan 
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tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini 
secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu 
akad yang dapat dipraktekkan. Hal ini sekaligus mendapatkan konfirmasi 
pada hadits kedua. 
 
D. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 
1. Rukun Ijarah adalah : 
a. Musta’jir / penyewa 
b. Mu’ajjir / pemilik barang 
c. Ma’jur / barang atau obyek sewaan 
d. Ajran atau Ujrah / Harga sewa atau manfaat sewa 
e. Ijab Qabul 
  
2. Syarat-syarat Ijarah adalah 
a. Pihak yang terlibat harus saling ridha 
b. Ma’jur (barang / obyek sewa) ada manfaatnya : 
1) Manfaat tersebut dibenarkan agama / halal 
2) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/ diperhitungkan 
3) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa 
4) Ma’jur wajib dibeli Musta’jir81 
  
E. Ketentuan Akad Ijarah 
1. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Ijarah sebagaimana 
tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sbb: 
Pertama : Rukun dan syarat ijarah 
2. Pernyataan ijab dan qabul 
3. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa 
(lessor, pemilik asset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang 
mengambil manfaat dari pengguna asset nasabah). 
4. Objek kontrak; pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset 
5. Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang 
harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari 
sewa dan bukan asset itu sendiri 
6. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 
berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, 
dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang 
dinyatakan oleh penyewa (nasabah). 
 
Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah 
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa 
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak 
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan 
                                                          
81Ibid, hlm 258. 
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4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah 
5. Manfaat arus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa 
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
identifikasi fisik 
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada 
LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan 
harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah 
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis 
yang sama dengan obyek kontrak 
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diiwujudkan 
dalam ukuran waktu, tempat dan jarak 
 
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa 
a. Menyediakan aset yang disewakan 
b. Menanggung biaya pemeliharaan aset 
c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan 
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa 
a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai 
kontrak 
b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan 
(tidak materiil) 
c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut. 
  
2. Sedangkan Fatwa yang berkaitan dengan al-Ijarah Muntahiyah al-Bittamlik 
sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 27/DSN-
MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
Pertama : Ketentuan Umum 
Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN 
nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik. 
2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 
harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani. 
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad 
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Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 
1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik harus 
melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan 
kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat 
dilakukan setelah masa Ijarah selesai 
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah 
adalah wa’d yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janjian itu ingin 
dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang 
dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 
  
 Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dianggap sebagai salah 
satu instrumen keuangan yang digunakan oleh bank-bank Islam, dimana bank-bank 
Islam berbeda di dalam memperlakukan pengukuran dan pengungkapan assets yang 
disewakan, dan di dalam akuntansi bagi bagian bank Islam pada biaya langsung 
awal dan perbaikan assets yang disewakan. Mereka juga berbeda mengenai 
pengakuan pendapatan Ijarah (hampir separuh bank-bank Islam yang berpartisipasi 
mengakui pendapatan Ijarah ketika cicilan sewa jatuh tempo, separuh yang lain 
mengakui pendapatan sewa pada berbagai waktu). Disamping itu, menunjukkan 
bahwa bank-bank Islam juga berbeda di dalam pengungkapan kebijakan akuntansi 
mengenai Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
 Perbedaan tersebut di dalam perlakuan akuntansi dan pengungkapan 
cenderung mempunyai berbagai efek. Adalah sulit untuk membandingkan 
keuntungan yang diperoleh oleh sebuah bank Islam dengan yang diperoleh oleh 
bank Islam lain. Ini akan mengurangi kegunaan informasi kepada para pemakai 
laporan keuangan bank-bank Islam. Juga, perbedaan tersebut bisa mempengaruhi 
alokasi hasil-hasil transaksi investasi bersama baik keuntungan atau kerugian antara 
para pemilik rekening investasi tidak terbatas dan para pemilik equity di satu sisi 
dan alokasi hasil-hasil transaksi baik keuntungan maupun kerugian diantara para 
pemilik rekening (tidak terbatas dan terbatas) di sisi lain. 
  
F. Standar Akuntansi 
 Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah, 
IMBT yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan 
Syariah diganti dengan PSAk 107 tentang Akuntansi Ijarah. Pada umumnya 
transaksi Ijarah yang banyak dilakukan oleh bank syariah adalah bank syariah 
sebagai pemilik obyek ijarah baik yang dilakukan dengan Ijarah maupun dengan 
akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT). Walaupun demikian tidak menutup 
kemungkinan bank syariah melaksanakan transaksi ijrah sebagai penyewa. Oleh 
karena itu perlu diketahui ketentuan-ketentuan akuntansi baik sebagai pemilik 
obyek ijarah maupun sebagai penyewa. 
 
    1. AKUNTANSI PEMILIK (MU'JIR) 
A. Biaya Perolehan 
9. Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya 
perolehan. 
10. Biaya perolehan obyek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 
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16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset 
Tidak Berwujud. 
B. Penyusutan dan amortisasi 
11. Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat 
disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau 
amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur 
ekonomis). 
12. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan 
pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan 
dari obyek ijarah. Umur ekomonis dapat berbeda dengan umur teknis. 
Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan 
akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian 
umur ekonomisnya adalah 5 tahun. 
13. Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai 
dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai 
dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud 
C. Pendapatan dan Beban 
14. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset 
telah diserahkan kepada penyewa. 
15. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir periode pelaporan. 
16. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut: 
(a) biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat 
terjadinya;dan 
(b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan 
persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada 
pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; 
17. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, 
biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf 
(a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan 
bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah. 
18. Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. 
Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau 
dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 
D. Perpindahan Kepemilikan 
19. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada 
penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dng cara: 
(a) hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban; 
(b) penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara 
harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian; 
(c) penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga 
jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian; 
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(d) penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: 
(i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek 
ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian; dan 
(ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai 
aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan 
penggunaan aset tersebut.82 
 
     2. AKUNTANSI PENYEWA (MUSTA'JIR) 
A. Beban 
20. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah 
diterima. 
21. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat 
yang telah diterima. 
22. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi 
tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 
23. Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamlik 
melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan 
dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah. 
B. Perpindahan Kepemilikan 
24. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada 
penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara: 
(a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai 
wajar objek ijarah yang diterima; 
(b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui 
aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang 
disepakati; 
(c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui 
aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati; 
(d) pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui 
aset sebesar wajar. 
 
      3. JUAL-DAN-IJARAH 
25. Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan 
tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus dilakukan 
pada nilai wajar. 
26. Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada entitas lain dan 
kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan 
atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba 
rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. 
27. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan- ijarah 
tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. 
                                                          
82 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi Ijarah, 
PSAK No. 107, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 3-5. 
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      4. IJARAH-LANJUT 
28. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset 
yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut 
menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa 
dalam Pernyataan ini. 
29. Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewa-
lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) 
tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban 
ijarah (sewa) untuk sewa jangka pendek. 
30. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas 
(sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik 
diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan 
pihak penyewa- lanjut. 
 
      5. PENYAJIAN 
31. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban- 
beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban 
pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. 
 
      6. PENGUNGKAPAN 
32. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi 
ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada: 
(i) keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme 
yang digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan); 
(ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarahlanjut; 
(iii) agunan yang digunakan (jika ada); 
(b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk 
setiap kelompok aset ijarah; 
(c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada). 
33. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi 
ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: 
(a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada: 
(i) total pembayaran; 
(ii) keberadaan wa’ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan 
mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pemilik untuk 
pengalihan kepemilikan); 
(iii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarahlanjut; 
(iv) agunan yang digunakan (jika ada); dan 
(b) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau 
kerugian yang diakui (jika ada transaksi jualdan-ijarah).83 
                                                          
83 Ibid, hlm 5-8. 
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G. Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Sebagai Pemilik Obyek Sewa 
 Dalam transaksi Ijarah dimana bank sebagai pemilik obyek sewa, berarti 
bank syariah yang menyediakan obyek sewa tersebut. Cara perolehan obyek sewa 
dapat dilakukan dengan pembelian atau membuat sendiri. 
 
      1. Perlakuan Akuntansi obyek Ijarah 
 Dalam pengukuran aktiva ijarah berdasarkan biaya historis untuk 
pengukuran asset yang diperoleh untuk Ijarah yang mengacu kepada nilai wajarnya 
pada tanggal perolehan, termasuk jumlah yang dikeluarkan agar asset tersebut bisa 
digunakan yaitu Ijarah. Nilai wajar pada tanggal perolehan ditafsirkan sebagai harga 
yang dibayar bank untuk membeli asset tersebut dalam suatu transaksi yang 
bersahabat. Dasar ini dianggap lebih relevan dan reliable dari pada dasar-dasar 
pengungkapan alternatif. Sehubungan dengan pengukuran aktiva ijarah tersebut 
dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan tentang pengakuan obyek 
Ijarah sebagai berikut: 
9. Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya 
perolehan. 
10. Biaya perolehan obyek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 
16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset 
Tidak Berwujud. 
11. Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat 
disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau 
amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur 
ekonomis). 
12. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus 
mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi 
di masa depan dari obyek ijarah. Umur ekomonis dapat berbeda dengan 
umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun 
diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. 
Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. 
13. Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai 
dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai 
dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud 
  
 Pada paragraf tersebut disebutkan bahwa penyusutan pemilik obyek sewa 
(aktiva ijarah) disusutkan sesuai kebijakan pemilik obyek sewa, dengan 
memperhatikan kaidah-kaidah akuntansi penyusutan, sebagai dinyatakan dalam 
PSAK 16 tentang Aktiva Tetap menyatakan metode penyusutan sebagai berikut 
a). Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi 
pola kosumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas (prgf 
63) 
b). Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-review 
minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang 
signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa 
depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk 
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mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode 
penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan akuntansi sesuai 
dengan PSAK 25 (prgf 64) 
c). Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan 
jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur 
manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (straight 
line method), metode saldo menurun (diminishing balance method) dan 
metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode garis lurus 
menghasilan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika 
nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan 
pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah 
unit mengahasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau 
output yang diharapkan dari suatu aset. 
Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi 
manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten 
dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola 
konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut (prgf 65) 
  
 Sedangkan dalam PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud menjelaskan 
metode amortisasi atas aset tidak berwujud sebagai berikut: 
a) Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis 
oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, 
maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode 
harus diakui sebagai beban kecuali PSAK lain mengizinkan atau 
mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain (prgf 
67) 
b) Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasi jumlah yang 
dapat diamortisasi dari suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang 
masa manfaatnya. Metode- metode itu meliputi metode garis lurus, metode 
saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. Metode yang digunakan 
pada suatu aset ditentukan berdasarkan perkiraan pola konsumsi manfaat 
ekonomis dan diterapkan secara konsiten dari satu periode ke periode 
lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi 
tersebut. Pada umumnya akan sangat sulit ditemukan bukti yang 
mendukung diterapkannya metode amortisasi aset tidak berwujud yang 
akan menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode garis 
lurus. (prgf 68) 
c) Amortisasi biasanya diakui sebagai beban. Namun, kadang-kadang, 
manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset diserap oleh 
perusahaan untuk menghasilkan aset lain dan tidak menimbulkan beban. 
Dalam hal demikian, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok 
aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam nilai tercatatnya. Misalnya, 
amortisasi aset tidak berwujud yang digunakan dalam proses produksi 
dimasukkan ke dalam nilai tercatat persediaan (prgf 69) 
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 Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap perlakukan akuntansi 
Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik, akan diberikan dalam bentuk contoh kasus 
sebagai berikut: 
 Contoh : 7 - 1 (pembelian Obyek Sewa) 
Pada tanggal 1 Maret 2008, Bank syariah membeli mobil Inova, dengan 
harga dan biaya-biaya lain (harga perolehan) sebesar Rp.120.000.000,-- 
Atas pembelian mobil tersebut oleh Bank Syariah dilakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Assets Ijarah Rp. 120.000.000,-- 
Cr. Kas / Rekening pemilik Asset Rp. 120.000.000,-- 
 Contoh 7. - 2 (Transaksi Ijarah) 
Pada tanggal 10 Maret 2008, Bank syariah melakukan transaksi Ijarah 
dengan data-data sebagai berikut: 
Jenis barang yang disewa :Kijang Inova 
Harga barang perolehan :Rp.120.000.000,-- 
Uang muka sewa :Rp. 12.000.000,-- 
Total pembayaran sewa :Rp. 157.981.360,-- 
Nilai sisa / residual value :Rp.  12.000.000,-- 
Harga sewa per bulan :Rp. 4.170.896,-- / bulan 
Jangka waktu sewa :36 bulan (3 tahun) 
Waktu pembelian barang :Bulan ke 36 
Biaya administrasi :Rp. 300.000,-- 
Pengikatan :Notariil 
Atas transaksi Ijarah tersebut, bank syariah pada tanggal 10 Maret  2008 melakukan 
jurnal sebagai berikut: 
Dr. Aktiva Diperoleh untuk Ijarah Rp. 120.000.000,-- 
Cr. Persediaan Ijarah Rp. 120.000.000,-- 
 
 Dalam transaksi Ijarah penyewa dapatmembayar sewa lebih dahulu untuk 
beberapa bulan kedepan. Sewa Diterima Dimuka oleh pemilik obyek ijarah (lessor) 
tidak dapat diperlakukan sebagai uang muka seperti dalam murabahah. Sewa yang 
dibayar oleh penyewa lebih dahulu tidak berbeda dengan sewa diterima dimuka 
pada umumnya. 
 Contoh : 7. – 3 
 Atas transaksi sewa kijang inova tersebut, pada tanggal 10 Maret 2008 bank 
syariah menerima uang muka sewa (sewa dibayar dimuka oleh penyewa) sebesar 
Rp. 12.000.000,-- dari penyewa Atas penerimaan uang sewa tersebut, pada tanggal 
10 Maret 2008 melakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Kas/Rekening penyewa Rp. 12.000.000,-- 
Cr. Titipan uang muka sewa Ijarah Rp. 12.000.000,-- 
Uang muka sewa tidak dapat mengurangi harga perolehan aktiva Ijarah, karena 
aktiva Ijarah tersebut milik bank sedangkan uang muka tersebut milik penyewa 
yang diserahkan lebih dahulu.  
 Pada umumnya dalam transaksi Ijarah penyewa (lessee) dibebankan biaya 
adminitrasi sehubungan dengan transaksi ijarah tersebut. Biaya administrasi yang 
diterima dari nasabah diakui sebagai pendapatan fee ijarah 
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 Contoh : 7 – 4 (biaya administrasi) 
Pada tanggal 10 Maret 2008, nasabah membayar biaya administrasi atas 
transaksi Ijarah sebesar Rp. 300.000,-- 
Atas penerimaan biaya administrasi, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Kas/Rekening penyewa Rp. 300.000,-- 
Cr. Pendapatan fee Ijarah Rp. 300.000,-- 
 Obyek sewa (aktiva Ijarah) merupakan asset bank syariah, sehingga perlu 
dilakukan penyusutan sesuai dengan metode yang berlaku. Besarnya penyusutan 
akan mempengaruhi pendapatan sewa dan pendapatan neto ijarah, sehingga harus 
dipergunakan metode penyusutan tepat dan tidak merugikan satu dengan yang lain, 
seperti mempergunakan metode garis lurus. 
 Dalam melakukan penyusutan, masa penyusutan Aktiva Ijarah ditentukan 
sebagai berikut: 
(a) kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika 
merupakan transaksi ijarah; dan 
(b) masa sewa jika merupakan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik. 
  
 Contoh : 7. - 5 (penyusutan Aktiva Ijarah dng akad Ijarah biasa)  
 Dari contoh tersebut diatas, Inova dengan harga perolehan Rp.120.000.000 
disewakan dengan akad Ijarah (tanpa opsi pemindahan kepemilikan) dan Bank 
menetapkan kebijakan penyusutan Aktiva (Kijang) selama 5 tahun dan tidak ada 
nilai residu 
1. Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus (straight line method) 
Rumus = (Harga perolehan – nilai residu ) : jangka waktu penyusutan / sewa 
Besar penyusutan per bln : (120.000.000 – 00) : 60 = Rp.2.000.000 
2. Atas penyusutan aktiva ijarah, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut: 
Dr. Biaya penyusutan Rp. 2.000.000,-- 
Cr. Akum penyusutan Aktiva Ijarah Rp. 2.000.000,-- 
 Perhitungan penyusutan dengan masa penyusutan berbeda jika aset tersebut 
disewakan dengan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (dengan opsi pemindahan 
kepemilikan). Jika disewakan dengan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) maka 
masa penyusutan sama dengan masa sewa. 
  
 Contoh : 7 - 6 (penyusutan Aktiva Ijarah dengan akad IMBT) 
Dari contoh diatas, jika Inova tersebut oleh bank syariah disewakan dengan 
akad Ijarah Muntahia Bittamlik (opsi pemindahan kepemilikan) untuk masa 
sewa selama 3 (tiga) tahun dengan nilai residu Rp. 12.000.000,-- 
1. Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus (straight line method) 
Rumus = (Harga perolehan – nilai residu ) : jangka waktu penyusutan / sewa 
Besar penyusutan per bln : (120.000.000 – 12.000.000) : 36 = 3.000.000 
2. Atas penyusutan aktiva ijarah, bank syariah melakukan jurnal sebagai 
berikut: 
 
Dr. Biaya penyusutan Rp. 3.000.000,-- 
Cr. Akum penyusutan Aktiva Ijarah Rp. 3.000.000,-- 
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Nilai buku asset Ijarah pada bulan ke 36 sama dengan nilai residu yaitu sebesar 
Rp.12.000.000,-- 
 
     2. Perlakuan akuntansi pendapatan Ijarah 
 Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan beban ijarah sebagai berikut: 
14. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset 
telah diserahkan kepada penyewa. 
15. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir periode pelaporan. 
 Perlakukan akuntansi terhadap biaya langsung awal dicatat sebagai biaya 
yang ditangguhkan untuk dialokasikan (secara sama) pada jangka waktu 
penyewaan, karena sesuai dengan konsep matching (mencocokkan) pendapatan dan 
biaya-biaya. Tetapi, jika biaya langsung awal tidak material maka keseluruhan 
jumlah dibebankan kepada periode dimana terjadinya. Ini sesuai dengan konsep 
materialitas. 
 Contoh : 7 – 7 
Diterima dari penyewa harga sewa obyek ijarah untuk bulan tersebut sebesar 
Rp. 4.170.896,-- 
Dari contoh tersebut diatas jurnal yang dilakukan sehubungan dengan pendapatan 
ijarah adalah sebagai berikut: 
1. Penerimaan / pengakuan pendapatan sewa (dari uang muka) 
Dr. Titipan uang sewa Ijarah Rp. 4.170.896,-- 
Cr. Pendapatan sewa Rp. 4.170.896,-- 
Tidak semua pendapatan sewa Ijarah tersebut merupakan unsur pendapatan 
pada profit distribusi (setelah dikurangi dengan beban-beban yang 
dikeluarkan oleh atas aktiva Ijarah tersebut) 
2. Penerimaan / pengakuan pendapatan sewa langsung (tidak dari uang muka) 
Dr. Kas / rekening penyewa Rp. 4.170.896,-- 
Cr. Pendapatan sewa Rp. 4.170.896,-- 
Untuk tujuan penghitungan dasar distribusi bagi hasil, pendapatan ijarah yang 
dibagikan adalah hasil sewa setelah dikurangi biaya depresiasi dan perbaikan. 
3. Perhitungan pendapatan bulanan yang dibagikan pada distribusi pendapatan 
adalah : 
A. Aktiva Ijarah disewakan dengan akad Ijarah biasa dengan harga sewa 
sebesar Rp.4.170.896,-- (beban penyusutan sebesar Rp. 2.000.000,-- - 
lihat contoh 7.3.5) 
 
B. Aktiva Ijarah disewakan dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan 
harga sewa sebesar Rp.4.170.896,-- (beban penyusutan sebesar Rp. 
3.000.000,-- - lihat contoh 7.3.6) 
    3. Perlakuan Akuntansi Beban Perbaikan dan Pemeliharaan. 
 Dalam transaksi Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang dijalankan 
oleh Bank Syariah, secara prinsip aktiva Ijarah adalah milik bank syariah, sehingga 
biaya pemeliharaan dan perbaikan atas aktiva ijarah tersebut menjadi tanggung 
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jawab bank syariah. Perbaikan dan pemeliharaan aktiva ijarah penting, selain dari 
pada perawatan berkala dan operasional oleh lessee, merupakan tanggung jawab 
dari lessor kecuali kalau itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian lessee, 
sehubungan dengan hal tersebut, biaya-biaya perbaikan dibebankan pada periode 
terjadinya jika tidak material. Tetapi, jika biaya perbaikan diperkirakan material dan 
berbeda jumlahnya dari tahun ke tahun, maka sistem pencadangan untuk perbaikan 
harus ditetapkan dan digunakan yaitu pencadangan bagi perbaikan ditetapkan dan 
dengan demikian biaya perbaikan dibebankan secara merata selama jangka waktu 
persewaan dengan membebankan biaya berkala terhadap pencadangan 
 Sehubungan dengan hal tersebut dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah 
menjelaskan pengakuan biaya perbaikan dan pemeliharaan aktiva ijarah sebagai 
berikut: 
16. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut: 
(a) biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat 
terjadinya;dan 
(b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan 
persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada 
pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; 
17. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, 
biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf 
(a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan 
bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah. 
18. Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. 
Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau 
dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 
Untuk memberikan gambaran yang jelas beban pemeliharaan dan perbaikan aktiva 
ijarah ini dapat diberikan contoh sebagai berikut: 
1. Berdasarkan penelitian dan pengalaman dari bank syariah biaya perbaikan 
rutin dan pemeliharaan aktiva ijarah tersebut diatas diperkirakan sebesar 
Rp.2.000.000,-- yang harus dicadangkan. 
Jurnal pencadangan : 
Dr. Biaya perbaikan aktiva Ijarah Rp. 2.000.0000,-- 
Cr. Cad beban perbaikan Akt Ijarah Rp. 2.000.000,-- 
2. Apabila pada bulan yang bersangkutan dilakukan perbaikan aktiva ijarah 
sebesar Rp. 500.000,-- 
a) dengan sistem pencadangan : 
Dr. Cad biaya perbaikan akt Ijarah Rp. 500.000,-- 
Cr. Kas / rekening Rp. 500.000,-- 
b) dengan sistem langsung (tanpa pencadangan) 
Dr. Biaya perbaikan akt Ijarah Rp. 500.000,-- 
Cr. Kas / rekening Rp. 500.000,-- 
 
     3. Perlakuan Akuntansi Perpindahan hak Ijarah (hanya untuk Ijarah 
Muntahiyah Bitamlik) 
 Dalam Fatwa DSN nomor 27/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan ketentuan 
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tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik bahwa pihak yang melakukan al-Ijarah 
al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad 
pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat 
dilakukan setelah masa Ijarah selesai dan janji pemindahan kepemilikan yang 
disepakati di awal akad Ijarah adalah wa’d yang hukumnya tidak mengikat. Apabila 
janjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang 
dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 
 Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada 
penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan akad ijarah telah berakhir 
atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat 
akad terpisah secara: 
(a) hibah; 
(b) penjualan sebelum akhir masa akad; 
(c) penjualan pada akhir masa akad 
(d) penjualan secara bertahap. 
Sehubungan dengan perpindahan hak aktiva ijarah tersebut dalam PSAK 
107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan perlakuan akuntansinya sebagai berikut: 
19. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada 
penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara: 
(a) hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban; 
(b) penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara 
harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian; 
(c) penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga 
jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian; 
(d) penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: 
(i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek 
ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian; dan 
(ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai 
aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan 
penggunaan aset tersebut. 
Contoh : 7 - 8 
Dalam Neraca Bank Syariah tercantum penyajian aktiva Ijarah Muntahia 
Bittamlik (IMBT) sebagai berikut: 
Aktiva Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) Rp.120.000.000 
Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah (Rp.108.000.000) 
---------------------- 
Nilai tercatat Rp.12.000.000 
1. Pada saat pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui 
hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah diterima dan obyek sewa 
tidak memiliki nilai sisa 
Dr. Akumulasi penyusutan akt ijarah Rp. 108.000.000,-- 
Cr. Beban Hibah Ijarah (residu) Rp.12.000.000,--  
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Cr. Aktiva ijarah Rp.120.000.000,-- 
2. Pada saat pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui 
penjualan obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga jual 
sebesar sisa cicilan sewa. 
A. jika harga jual lebih besar dari nilai buku, misalnya dalam contoh diatas 
penyewa membeli obyek sewa seharga Rp.20.000.000,-- 
Db. Kas/Rekening penyewa Rp. 20.000.000,- 
Db. Akumulasi Penyusutan akt ijarah Rp.108.000.000,- 
Kr. Aktiva ijarah Rp. 120.000.000,- 
Kr. Keuntungan penjualan akt ijarah Rp. 8.000.000,- 
B. jika harga jual sama dengan nilai buku, misalnya dalam contoh diatas 
penyewa membeli obyek sewa seharga Rp.12.000.000,- (nilai residu) 
Db. Kas/Rekening penyewa Rp. 12.000.000,- 
Db. Akumulasi Penyusutan akti ijarah Rp. 108.000.000,- 
Kr. Aktiva ijarah Rp. 120.000.000,- 
C. jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, misalnya dalam contoh 
diatas penyewa membeli obyek sewa seharga Rp.10.000.000,-- 
Db.   Kas/Rekening penyewa Rp.10.000.000,-- 
Db. Akumulasi Penyusutan akt ijarah Rp.108.000.000,-- 
Db. Kerugian penjualan akt ijarah Rp.2.000.000,-- 
Kr. Aktiva ijarah Rp.120.000.000,-- 
3. Pada saat pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui 
penjualan obyek sewa dengan harga sekadarnya setelah seluruh penerimaan 
sewa diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa. 
Db. Kas/Rekening penyewa xxxxx 
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah xxxxx 
Kr. Keuntungan penjualan aktiva ijarah xxxxx 
Kr. Aktiva ijarah xxxxx 
4. Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan 
nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada 
penyewa/lessor : 
Db. Piutang kepada penyewa xxxxx 
Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah xxxxx 
(catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai aktiva 
ijarah) 
5. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian memutuskan 
untuk tidak membeli, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku 
maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian: 
Db. Kas / rekening penyewa xxxxx 
Db. Beban penyusutan aktiva ijarah xxxxx 
Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah xxxxx 
 
     5. Penurunan kualitas obyek sewa 
Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa 
yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah 
cicilan yang telah diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar. Dalam ijarah 
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muntahiyah bittamlik jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen 
sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut 
timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan ijarah 
yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya 
(jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan 
nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan 
sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai. 
Jika terjadi penurunan nilai aset ijarah, maka bank syaria sebagai pemilik 
obyek Ijarah melakukan jurnal sebagai berikut: 
Db. Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa xxx 
Kr. Kas/Hutang kepada penyewa/Rekening penyewa xxx 
(catatan: beban pengembalian ini merupakan offsetting account dari 
pendapatan sewa) 
 
H. Perlakukan Akuntansi - Bank Sebagai Penyewa 
Akuntansi ini dilaksanakan oleh bank syariah pada saat bank syariah 
melakukan transaksi ijarah dengan bank syariah lain atas obyek ijarah, baik dengan 
akad Ijarah (tanpa opsi pemindahan kepemilikan) atau dengan akad Ijarah Muntahia 
Bittamlik (dengan opsi pemindahan kepemilikan) 
    1. Beban Ijarah 
Beban Ijarah, bank sebagai penyewa adalah beban yang dikeluarkan 
sehubungan sewa yang dilakukan oleh bank syariah, dimana dalam PSAK 107 
tentang Akuntansi Ijarah mengatur sebagai berikut: 
20. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah 
diterima. 
21. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat 
yang telah diterima. 
22. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi 
tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 
23. Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamlik 
melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan 
dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah. 
 Beberapa jurnal yang berkaitan dengan akuntansi penyewa yang dilakukan 
oleh bank syariah sebagai pihak penyewa obyek ijarah antara lain sebagai berikut: 
1. Pada saat pembayaran sewa 
A. jika dalam satu periode 
Db. Biaya sewa aktiva ijarah xxx 
Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa xxx 
B. jika lebih dari satu periode 
Db. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah xxx 
Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa xxx 
2. Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka 
Db. Biaya sewa aktiva ijarah xxx 
Kr. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah xxx 
3. Pada saat perbaikan aktiva ijarah atas beban pemilik obyek sewa 
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Db. Piutang kpd pemilik obyek sewa xxx 
Kr. Kas/Rekening xxx 
     2. Perpindahan hak milik obyek sewa 
Dalam PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah mengatur perpindahan 
kepemilikan obyek ijarah yang dilakukan pada akuntansi penyewa. 
24. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada 
penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara: 
(a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai 
wajar objek ijarah yang diterima; 
(b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui 
aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang 
disepakati; 
(c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui 
aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati; 
 Jurnal-jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah sebagai penyewa, jika 
terjadi pemindahan kepemilikan dalam akad Ijarah Muntahia Bittamlik antara lain: 
1. Pada saat penerimaan pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah 
bittamlik: 
A. melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah dibayar dan obyek 
sewa tidak memiliki nilai sisa 
1) jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari modal bank 
Db. Aktiva xxx 
Kr. Pendapatan operasi lainnya xxx 
2) jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari dana investasi 
tidak terikat 
Db. Aktiva xxx 
Kr. Pendapatan operasi utama lainnya xxx 
3) jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari dana investasi 
tidak terikat dan modal bank 
Db. Aktiva xxx 
Kr. Pendapatan operasi utama lainnya xxx 
Kr. Pendapatan operasi lainnya xxx 
B. Melalui pembelian obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan 
harga beli sebesar sisa cicilan sewa/sekadarnya 
Db. Aktiva xxx 
Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa xxx 
2. Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai 
wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada 
penyewa/lessor : 
Db. Beban pembatalan pembelian xxx 
Kr. Kas/Hutang kepada pemilik obyek sewa xxx 
(catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai aktiva 
ijarah) 
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……………………………………………………………………………………… 
SOAL LATIHAN 
Soal Pertanyaan 
1. Salah satu kegiatan yang dilakukan bank syariah dapat menyewakan barang 
a. Jelaskan pengertian dari Ijarah, Ijarah Muntahia Bittamlik, Sewa Lanjut 
b. Jelaskan karakteristik buitr a diatas sesuai ketentuan fatwa DSN 
2. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah ijarah yang diikuti dengan opsi 
pemindahan kepemilikan. 
a. Jelaskan cara pemindahan kepemilikan yang ada dalam IMBT 
b. Jelaskan perbedaan financial lease atau capitak lease yang dilakukan 
Lembaga Keuangan Konvensional dengan IMBT? 
3. Obyek Ijarah adalah penggunaan manfaat aset berwujud dan tidak berwujud. 
a. Jelaskan ketentuan dan aplikasinya penggunaan aset tidak berwujud? 
b. Berikan contoh penggunaan aset berwujud dan tidak berwujud? 
4. Dalam fatwa DSN no 9/DSN-MUI/IV/200 disebutkan bahwa : “ Sesuatu yang 
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.” 
Jelaskan secara tegas dan rinci makna ketentuan tersebut? 
5. Jelaskan pengakuan dan pengukuran obyek ijarah yang dilakukan oleh pemilik 
obyek sewa, sebagaimana diatur dalam PSAk 107- ED 
 
Soal kasus : 1 
Bank Syariah melakkukan saksi ijarah dengan data sebagai berikut : 
Jenis barang yang disewa :Toyota Kijang SSX, Th 1990, BPKB 
No.012345, atas nama Karyo 
Harga barang perolehan :Rp.120.000.000,-- 
Uang muka sewa :Rp.12.000.000,-- 
Total pembayaran sewa :Rp.157.981.360,-- 
Nilai sisa / residual value :Rp.12.000.000,-- 
Harga sewa per bulan :Rp.4.170.896,-- / bulan 
Jangka waktu sewa :36 bulan (3 tahun) 
Waktu pembelian barang :Bulan ke 36 
Biaya administrasi :Rp.300.000,-- 
Pengikatan :Notariil 
Pertanyaan : 
Buat perhitungan dan jurnal atas transaksi sebagai berikut: 
a. masa penyusutan sama dengan masa sewa 
b. masa penyusutan tidak sama dengan masa sewa 
 
Soal kasus: 2 
Bank Syariah Amanah menyewa sebuah Kios dari Pak Haji Zainudin untuk jangka 
waktu satu tahun sebesar Rp.12.000.000,-- Pak Karto pedagang buah-buahan 
membutuhkan kios tersebut dan setelah dilakukan perundingan, Pak Karto sepakat 
untuk membayar sewa Kios tersebut sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan. Beban 
yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Amanah atas kios tersebut berupa pembayaran 
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listrik, pembayaran beban kebersihan dan sebagainya sebesar Rp.25.000,-- per 
bulan. 
Diminta : 
Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut 
 
Soal kasus : 3 
Bank Syariah Baitul Muawanah menyetujui transaksi penyewaan Tower Telkomsel 
untuk daerah Jakarta dan sekitarnya sebanyak 10 unit dengan opsi pengalihan 
kepemilikan dilakukan setelah masa sewa berakhir untuk jangka waktu sewa 5 
tahun.. Harga sewa masing- masing unit sebesar Rp.12.500.000,-- setiap bulan dan 
pembayaran dilakukan secara bulanan. Untuk keperluan tesebut Bank Syariah 
Baitul Muawanah melakukan kontrak pembangunan Tower kepada PT SERBA 
USAHA sesuai spesifikasi yang disepakati, dengan harag kontrak sebesar 
Rp.600.000.000,-- per unit, dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada saat akad 
ditanda tangani. Jangka waktu pembangunan Tower selama sebulan setelah akad 
ditanda tangani. Untuk pemeliharaan tower tersebut Bank Syariah Baitul 
Muawanah mengeluarkan biaya pemeliharaan setiap bln sebesar Rp5 juta per unit. 
Pertanyaan 
1. Gambarkan alur transaksi tersebut diatas 
2. Buatlah perhitungan dan jurnal: 
a. penerimaan harga sewa 
b. pembayaran kontrak pembangunan tower kepada PT SERBA USAHA 
c. penerimaan tower dari PT SERBA USAHA 
d. beban pemeliharaan tower 
e. beban penyusutan tower 
3. Buatlah penyajian atas transaksi tersebut 
 
Soal kasus: 4 
Bank Syariah Mitra Berkah Sejahtera melakukan pembelian mobil Inova sebanyak 
dua buah dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp.115juta. Atas 
pembelian Inova tersebut masing-masing dikeluarkan beban surat kendaraan 
sebesar Rp.5juta. Bank Syariah Mitra Berkah Sejahtera menetapkan kebijakan masa 
penyusutan Inova selama 5 tahun. Atas permintaan Hasanudin, bank syariah 
menyewakan Inova pertama dengan harga sewa sebesar Rp.2,5juta per bulan. 
Sedangkan Inova kedua disewakan kepada Ismail dengan prinsip Ijarah Muntahiya 
Bittamlik selama 2 tahun dengan harga sewa sebesar Rp.6juta per bulan. 
Diminta : Buatlah jurnal dan perhitungan yang terkait dengan 
1. Pembelian Inova yang dilakukan oleh Bank Syariah ? 
2. Penyewaan obyek sewa yang dilakukan oleh Bank Syariah ? 
3. Penerimaan harga sewa dari Hasunudin dan Ismail 
4. Perhitungan penyusutan aktiva Ijarah dan IMBT 
5. Penyajian transaksi Ijarah dan IMBT 
 
Soal kasus : 5 
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Bank Syariah menyetujui transaksi penyewaan Tower Telkomsel untuk daerah 
Jakarta dan sekitarnya sebanyak 10 unit dengan opsi pengalihan kepemilikan 
dilakukan setelah masa sewa berakhir untuk jangka waktu sewa 5 tahun.. Harga 
sewa masing-masing unit sebesar Rp.12,5juta setiap bulan dan pembayaran 
dilakukan secara bulanan. Untuk keperluan tesebut Bank Syariah melakukan 
kontrak pembangunan 10 unit tower kepada PT SERBA USAHA sesuai spesikasi 
yang disepakati, dengan harga kontrak sebesar Rp.600juta per unit, dengan 
pembayaran dilakukan sekaligus pada saat akad ditanda tangani. Jangka waktu 
pembangunan Tower selama sebulan setelah akad ditanda tangani. Untuk 
pemeliharaan tower tersebut Bank Syariah mengeluarkan biaya pemeliharaan setiap 
bulan sebesar Rp.5juta setiap unit. 
Pertanyaan 
1. Gambarkan alur transaksi tersebut diatas 
2. Buatlah perhitungan dan jurnal: 
a. penerimaan harga sewa 
b. pembayaran kontrak pembangunan tower kepada PT SERBA USAHA 
c. penerimaan tower dari PT SERBA USAHA 
d. beban pemeliharaan tower 
e. beban penyusutan tower 
3. Buatlah penyajian atas transaksi tersebut 
 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Zakat 
2. Pengertian Akuntansi Zakat 
3. Landasan Syariah 
4. Syarat dan Wajib Zakat 
5. Pihak-Pihak yang Terkait dengan Zakat 
6. Jenis Zakat 
7. Perlakuan Akuntansi Zakat PSAK 109 
8. Perlakuan Akuntansi Infak/Sedekah PSAK 109 
……...………………………………………………………………………………. 
A. Pengertian Zakat 
 Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari 
“zakat” kata yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.84 Sesuatu itu, “zakat” 
berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu “zakat”, berarti orang itu baik. 
Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 
diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan 
jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yag dikeluarkan dari kekayaa itu disebut zakat 
karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak, membuat lebih berarti, dan 
melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.85 Menurut Qardawi dalam kitabnya 
Fiqhus Zakat, kata zakat dalam bentuk ma’rifah (defenisi) disebut 32 kali dalam 
Al-Qur’an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan 
hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di 
dalam satu ayat. Allah berfirman: “(yaitu) orang-orang yang khusu’ dalam 
shalatnya” (Al-Mu’minun: 2). “Dan orang-orang yang menunaikan zakat” (Al-
Mu’minun: 4) 
 Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di 
dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang 
turun di Madinah. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang zakat antara lain 
mencakup: 
1. “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, 
dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 
demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5); 
2. “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah: 43); 
                                                          
84 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm 
34 
85 Hikmat Kurnia, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta : Qultum Media, 2008). hlm 35 
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3. “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103); 
4. “Jika mereka bertaubah dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat.” (QS. 
At-Taubah: 5); 
5. “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.” (QS. 51: 19); 
6. “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang 
(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mampunyai apa-apa.” (QS. Al-
Ma’arij: 21-25) 
 
 Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan 
donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu 
kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita 
tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, 
mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, 
demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta 
zakat pun telah di atur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi zakat adalah sesuatu 
yang sangat khusu, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk 
alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh 
syariah. 
 
B. Pengertian Akuntansi Zakat 
 Akuntasi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, 
meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang 
berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan 
digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki 
yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat 
berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan 
pengalokasian zakat (Muthaher Osmad, 2012: 184). Dalam penerapannya, 
akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang 
meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang 
menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta 
penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat. 
 Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah 
proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah 
zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian 
disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) seperti yang telah 
ditentukan oleh syariah Islam. 
 Tujuan akuntansi zakat menurut AAO-IFI (Accounting & Auditing 
Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi 
mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk 
informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh 
syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut 
maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syariah (mengeluarkan 
opini syariah). 
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C. Landasan Syariah 
1. Al-Qur’an 
Dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, 
dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. 
“Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat.” (QS. 2: 110). QS. 9 (At-
Taubah) adalah suatu surah dalam Qur’an yang banyak membahas masalah 
zakat. 
Beberapa ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai zakat: 
“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat  itu kamu 
membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. 9: 103) 
“...dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan itu 
mencapai keridhaan Allah, itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya).” (QS. 30: 39) 
“...dan celakalah bagi orang yang mempersutukan(Nya) (yaitu) orang-orang 
yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan 
akhirat).” (QS. 41: 6 dan 7) 
 
2. As-Sunah 
Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: 
“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan 
zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia didatangi oleh seekor ular jantan 
gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di 
atas kedua matanya.” (HR. Bukhari) 
“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa 
kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani) 
“Zakat itu dipungut daro orang-orang kaya di antara mereka, dan 
diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari) 
 
D. Syarat Dan Wajib Zakat 
1. Zakat wajib dilakukan bagi mereka yang mampu. Adapun syarat dan wajib 
zakat, antara lain: 
a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah 
dewasa, berakal sehat atau tidak; 
b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk 
melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam; 
c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan 
zakat dan cukup haul; 
 
2. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat: 
a. Halal 
 Harta kekayaan dikatakan halal apabila harta tersebut diperoleh 
dengan cara yang baik, tidak dengan merampok, menipu atau juga 
korupsi. Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, 
dijelaskan dalam hadits berikut: 
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“Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia 
menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan 
mendapatkan dosa.” (HR. Huzaimah dan Ibnu Hiban dishahihkan oleh 
Imam Hakim) 
 
b. Milik Penuh 
 Artinya kepemilikan disini berupa hak penyimpanan, pemakaian, 
pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya 
tidak ada hak orang lain. Harta tersebut terus bertambah. 
c. Berkembang 
 Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi 
berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu 
terbagi menjadi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak 
secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut 
akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya 
melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan 
bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang 
baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas 
namanya (qardhawi). 
d. Cukup Nisab 
 Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena 
kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan 
keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil 
dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak 
mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator 
tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta 
kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk 
berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu 
melalui infaq dan sedekah. 
e. Cukup Haul 
 Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangani pemilik 
sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini 
hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. 
Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam 
mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat 
setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini 
menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib 
zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang. 
f. Bebas dari Utang 
 Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan 
zakatnya harus bersih dari utang. Karena ia dituntut atau memiliki 
kewajiban untuk utangnya itu. “Zakat hanya dibebankan ke atas pundak 
orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya 
membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting di 
bayar terlebih dahulu dari pada zakat.” (HR. Bukhari) 
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g. Lebih dari Kebutuhan Pokok 
 Lebih dari kebutuhan pokok adalah sesuatu yang betul-betul 
diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan 
sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena 
tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.86 
 
E. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Zakat 
1. Muzakki 
Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran 
zakat. Adapun kewajiban muzakki adalah: 
a. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya; 
b. Menghitung zakat dengan benar; 
c. Membayarkan zakat kepada amil zakat; 
d. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT; 
e. Melafalkan akad pada saat membayar zakat; 
f. Menunaikan infaq dan sedekah jika harta masih berlebih. 
 
2. Mustahik 
Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima 
pembayaran zakat. Zakat harus dibagikan kepada: 
a. Orang-orang Fakir; 
b. Orang-orang Miskin; 
c. Kelompok Amil Zakat; 
d. Kelompok Muallaf; 
e. Kelompok Riqab (budak); 
f. Kelompok Gharimin (orang yang berutang); 
g. Kelompok Fi Sabilillah; 
h. Kelompok Ibnu Sabil. 
 
F. Jenis Zakat 
 Zakat umumnya dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu: zakat fitrah dan 
zakat maal.  
1. Zakat Fitrah 
Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa artinya adalah untuk 
menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain membayar zakat fitrah 
merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan 
perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian 
dari makanan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa 
bulan Ramadhan pada setiap tahun. Bagi setiap muslim yang melihat 
matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan 
syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan 
                                                          
86 Sri Nurhayati, et al, Akuntansi Syariah di Indonesia, ……….., hlm 287 
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yang ditanggung dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan 
sederhana pada hari raya Idul Fitri.  
 
Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah antara 
lain karena: 
a. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari 
keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya; 
b. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan 
hidup selepas terbenam matahari; 
c. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan 
dan tetap dalam Islamnya; 
d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. 
 
Adapun orang yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrah antara lain: 
a. Istri yang durhaka; maka gugur kewajiban suaminya untuk 
menafkahinya; 
b. Istri yang kaya; 
c. Anak yang kaya, karena mampu bayar sendiri, namun boleh juga orang 
tuanya mengeluarkan baginya zakat fitrah; 
d. Anak yang sudah besar (mampu menafkahi diri sendiri atau sudah 
berusaha; 
e. Budak yang kafir; 
f. Murtad (keluar dari Islam); 
 
Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai 
penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha’ atau kira-kira setara 
dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) 
atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab Syafi’i dan 
Maliki). 
 
 
2. Harta (Maal) Yang Wajib Di Zakati 
Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati setiap umat muslim di 
muka bumi ini. Jenis-jenis harta tersebut mencakup: 
a. Zakat binatang ternak 
b. Zakat emas dan perak/zakat uang 
c. Zakat kekayaan dagang 
d. Zakat pertanian 
e. Zakat madu dan produksi hewan 
f. Zakat barang tambang dan hasil laut 
g. Zakat investasi pabrik, gedung, dll 
h. Zakat pencarian dan profesi 
i. Zakat saham dan obligasi. 
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G. Perlakuan Akuntansi Zakat PSAK 109 
 Perlakukan akuntansi zakat mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya 
hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. 
PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun 
amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. 
1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui 
sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar 
jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar 
aset. 
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidaklah 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka 
bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.” (QS. 9: 34) 
 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kas xxx  
Dr. Aset non Kas (nilai wajar) xxx  
 Cr. Penerimaan zakat  xxx 
 
2. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui 
amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat 
menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. 
Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai 
penambahan dana amil. 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kas xxx  
 Cr. Penerimaan dana amil  xxx 
3. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 
a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penurunan nilai aset xxx  
 Cr. Aset non kas  xxx 
 
b. Kerugian dan pengurang dana ami, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kerugian penurunan nilai-dan amil xxx  
 Cr. Aset non kas  xxx 
 
4. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat 
dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika 
disalurkan kepada amil, sebesar: 
a. Jumlah yang diserahkkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
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Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat-dana amil xxx  
Db. Penyaluran dana zakat-mustahik non amil xxx  
 Cr. Kas  xxx 
 
b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran zakat-dana amil xxx  
Db. Penyaluran zakat-mustahik non amil xxx  
 Cr. Aset non kas  xxx 
 
5. Amil berhak mengambil bagian zakat untuk menutup biaya operasional dalam 
menjalankan fungsinya. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Beban-dana fisabilillah xxx  
 Cr. Kas  xxx 
 
6. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari posisi amil. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Beban-dana amil xxx  
 Cr. Kas  xxx 
 
7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah 
diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui 
amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima 
diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan 
berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian 
dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. 
 
Jurnal penyaluran zakat melalui amil antara lain: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Piutang penyaluran zakat xxx  
 Cr. Kas  xxx 
 
Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada mustahik non amil: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran zakat mustahik xxx  
 Cr. Piutang penyaluran zakat  xxx 
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Jurnal pembayaran ujrah kepada amil lain: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Beban-dana amil xxx  
 Cr. Kas  xxx 
 
8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) 
misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai: 
a. Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diaserahkan untuk 
dikelola kepada pihak lain tidak dikendalikan amil. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Aset tetap xxx  
 Cr. Kas  xxx 
 
Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dan-mustahik xxx  
 Cr. Aset tetap  xxx 
 
b. Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap 
tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut 
masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Aset tetap xxx  
 Cr. Kas  xxx 
 
Jurnal penyaluran bertahap: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran zakat-beban depresiasi xxx  
 Cr. Akumulasi penyusutan  xxx 
 
Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Akumulasi penyusutan xxx  
 Cr. Aset tetap  xxx 
 
9. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, 
tetapi tidak terbatas pada: 
a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran 
zakat dan mustahik non-amil; 
b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti 
persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan; 
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 
berupa aset non kas; 
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d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik; 
e. Penggunaan dan zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih 
dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, 
diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana 
zakat serta alasannya, dan 
f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi: 
(a) Sifat hubungan istimewa; 
(b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan; 
(c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total 
penyaluran selama periode; 
g. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan 
atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; 
h. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 
infak/sedekah. 
 
Contoh Pencatatan Transaksi Akuntansi Zakat (PSAK 109) 
1. Penerimaan Zakat 
1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima. 
2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat 
sebesar: 
a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; 
b. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas. 
 
 Contoh: 
Diterima setoran zakat Rp.8.000.000,-. Dalam setoran ini hak amil Rp.1.000.000,- 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kas 8.000.000  
 Cr. Penerimaan dana zakat  8.000.000 
Db. Penyaluran dana zakat 1.000.000  
 Cr. Penyaluran dana amil  1.000.000 
 
c. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga 
pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode 
penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang 
relevan. 
 
 Contoh: 
Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100 kg. harga pasar beras 
ramos Rp.10.000,-/kg/. Amil tidak mengambil haknya atas zakat ini. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Asset non kas beras 1.000.000  
 Cr. Penerimaan dana zakat  1.000.000 
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d. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat 
melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil 
dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini 
berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai 
penambahan dan amil. 
 
 Contoh 
Diterima setoran zakat Rp.10.000.000,- dari seorang muzakki. Muzakki meminta 
zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. 
Muzakki memberi upah Rp.1.000.000,- 
 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kas 10.000.000  
 Cr. Penerimaan dana zakat  10.000.000 
Db. Kas 1.000.000  
 Cr. Penerimaan dana amil  1.000.000 
e. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat non kas, maka jumlah kerugian 
yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau 
pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. 
 
f. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai: 
1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian 
amil. 
2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian 
amil. 
 
 Contoh: 
Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata satu karung berisi 10 kg 
(@Rp.10.000/kg), ternyata telah busuk. (bukan kelalian amil) 
 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat-penurunan nilai 
asset non kas 
100.000  
 Cr. Asset non kas-beras  100.000 
 
Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata hilang satu karung berisi 10 kg. 
Kehilangan disebabkan petugas lalai mengunci ruangan penyimpanan (kelalaian 
amil) 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana amil-penurunan nilai 
asset non kas 
100.000  
 Cr. Asset non kas-beras  100.000 
Dibelikan 10 kg beras ramos @Rp.10.000,-/kg untuk mengganti 1 karung beras 
yang hilang. 
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Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Asset non kas 100.000  
 Cr. Kas  100.000 
 
2. Penyaluran Zakat 
1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai 
pengurang dana zakat sebesar: 
a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; 
b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas. 
 
 Contoh: 
Disalurkan dana zakat Rp.1.000.000,- yang diterima fakir, maka jurnalnya sebagai 
berikut: 
 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat kepada fakir 1.000.000  
 Cr. Kas  1.000.000 
 
Disalurkan 50 kg beras zakat yang kepada fakir (@Rp.10.000) 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat 500.000  
 Cr. Asset non kas  500.000 
 
2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme 
amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk 
menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai 
dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. 
 
 Contoh: 
Dibayarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp.200.000,- untuk kendaraan 
kantor amil zakat. 
 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana amil-biaya BBM 200.000  
 Cr. Kas  200.000 
 
3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik di 
tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan 
ketentuan yang berlaku dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. 
4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. 
Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun 
zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu 
periode (haul). 
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 Contoh: 
Dibayarkan honor bulanan pegawai kantor Rp.10.000.000,- (dipinjam sementara 
dana zakat) 
 
 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat-pinjaman 
sementara amil 
10.000.000  
 Cr. Penerimaan dana amil  10.000.000 
Db. Penyaluran dana amil-honor pegawai 10.000.000  
 Cr. Kas  10.000.000 
 
Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara 
dibayarkan dengan membuat jurnal balik (reversing) dari jurnal terdahulu. 
 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penerimaan dana amil 10.000.000  
Cr. Penyaluran dana zakat-pinjaman 
sementara amil 
 10.000.000 
 
5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan 
dana amil. 
6) Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh 
mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi 
belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat 
telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana 
zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan 
tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan 
bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang 
penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat 
disalurkan secara langsung kepada mustahik non amil. 
 Contoh: 
Dilimpahkan zakat tunai Rp.5.000.000,- dari amil zakat kota kea mil zakat 
kecamatan, penyerahan zakat akan dilakukan 2 minggu kemudia pada suatu acara 
resmi. 
Pembukuan di amil zakat kota 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Piutang penyaluran zakat 5.000.000  
Cr. Kas  5.000.000 
 
Pembukuan di amil zakat kecamatan 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kas 5.000.000  
Cr. Hutang penyaluran zakat  5.000.000 
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Setelah zakat dibayarkan kepada mustahik, maka pembukuan sebagai berikut: 
 
Pembukuan di amil zakat kota 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat 5.000.000  
Cr. Piutang penyaluran zakat  5.000.000 
 
Pembukuan di amil zakat kecamatan 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Hutang penyaluran zakat 5.000.000  
Cr. Kas  5.000.000 
 
7) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan 
untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. 
 
 Contoh: 
Diserahkan dana pinjaman bergulir kepada mustahik miskin Rp.1.000.000,- 
dengan kewajiban mengembalikan secara hari Rp.10.000,- (Dana yang digunakan 
bersumber dari daan zakat). 
 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Piutang-pemberian pinjaman bergulir 1.000.000  
Cr. Kas  1.000.000 
 
Ketika menerima cicilan secara harian 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kas 10.000  
Cr. Piutang-pemberian pinjaman bergulir  10.000 
 
8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (asset 
kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum 
lain, diakui sebagai: 
a. Penyaluran zakat seluruhnya jika asset tetap tersebut diserahkan untuk di 
kelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. 
 
 Contoh: 
Amil zakat membeli 5 buah kios (@Rp.5.000.000,-) dari pengelola pasar dan 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama meminta pengelola pasar menampung orang 
miskin berjualan di kios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan kepada 
pengelola nantinya menghibahkan kios itu kepada mustahik yang berhasil 
menekui usaha menempati kios dimaksud. 
 
Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar saat 
pembelian 
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Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Aset kelolaan-5 buah kios 25.000.000  
Cr. Kas  25.000.000 
 
Saat penyerahan secara total 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat 25.000.000  
Cr. Asset kelolaan  25.000.000 
 
b. Penyaluran zakat secara bertahap jika asset tetap tersebut masih dalam 
pengendalian amil atau pihak yang dikendalikan amil. Penyaluran secara 
bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan 
pola pemanfaatannya. 
 
 Contoh: 
Amil zakat membeli 12 buah kios (@Rp.5.000.000,-) dari pengelola pasar dan 
menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa membayar. Amil zakat 
mensyaratkan akan menyerahkan kios kepada orang miskin setelah setahun 
apabila berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud. 
 
Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar saat 
pembelian 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Aset kelolaan-12 buah kios 60.000.000  
Cr. Kas  60.000.000 
Jurnal setiap bulan (selama 12 bulan), hingga penyerahan kios 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana zakat-beban 
penyusutan kelolaan 
5.000.000  
Cr. Akumulasi penyusutan  5.000.000 
 
Ketika diserahkan sepenuhnya kepada mustahik 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Akumulasi penyusutan 5.000.000  
Cr. Aset kelolaan  5.000.000 
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H. Perlakuan Akuntansi Infak/Sedekah PSAK 109 
1. Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan 
diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai 
tujuan pemberiannya; 
Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi 
jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar. 
Untuk penerimaan aset non kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar 
atau aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, 
dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan, atau barang yang 
memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambilan. Aset non 
kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. 
2. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil di 
nilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. 
Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana 
infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut 
sudah ditentukan oleh pemberi; 
3. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai: 
a. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka 
waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana 
pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah; 
b. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dan 
infak/sedekah; 
c. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan 
penyaluran yang mengurangi dan infak/sedekah sepanjang amil tidak 
akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut; 
d. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana 
bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak 
mengurangi dan infak/sedekah; 
4. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 
a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas 
penyaluran, dan penerima; 
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas 
penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan 
konsistensi kebijakan; 
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 
infak/sedekah berupa aset non kas; 
d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi 
dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan 
persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode 
pelaporan serta alasannya; 
e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) 
diungkapkan secara terpisah; 
f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang 
diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase 
terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; 
206 
PSAK 109 
         Akuntansi Zakat, Infaq, & Shodaqoh 
 
g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat atau 
tidak terikat, dan 
h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil  dengan penerima 
infak/sedekah yang meliputi: 
1) Sifat hubungan istimewa 
2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan 
3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran 
selama periode. 
i. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan 
atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan 
j. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 
infak/sedekah. 
 
 
Contoh Pencatatan Transaksi Akuntansi Infak/Sedekah 
1. Penerimaan Infak/Sedekah 
1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau 
tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: 
a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; 
b. Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas. 
 
 Contoh: 
Diterima infak tunai Rp.80.000.000,- dan amil mendapat hak Rp.10.000.000,-  
 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Kas 80.000.000  
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah 
tidak terikat 
 80.000.000 
Db. Penerimaan dana infak/sedekah tidak 
terikat-amil 
10.000.000  
Cr. Penerimaan dana amil  10.000.000 
 
2. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar 
untuk asset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat 
menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam 
SAK yang relevan. 
3. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset non kas. Asset non 
kas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar. 
4. Asset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil 
diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak 
lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai 
pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset 
tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. 
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Contoh: 
Diterima sebuah ambulan sebagai infak untuk dioperasikan amil zakat. Harga 
perolehan tampak pada faktur Rp.240.000.000,- 
 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Aset tetap non kas-ambulan 240.000.000  
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah 
tidak terikat 
 240.000.000 
 
Diasumsikan umur ekonomis ambulan selama 4 tahun dan disusutkan dengan 
metode garis lurus, maka penyusutan perbulan adalah Rp.5.000.000,- 
 
Jurnal penyusutan setiap bulan (selama 48 bulan) sebagai berikut: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana infak/sedekah 
terikat-penyusutan ambulan 
5.000.000  
Cr. Akumulasi penyusutan  5.000.000 
 
5. Amil dapat pula menerima asset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi 
untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset 
ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau asset yang 
memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan. 
 
 Contoh: 
Diterima infak 500 kotak mie instan (@Rp.40.000,-/kotak), untuk segera 
disalurkan kepada korban banjir. 
Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah: 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Asset non kas lancar-mie instan 2.000.000  
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah 
terikat 
 2.000.000 
 
Pada saat diserahkan 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana infak/sedekah 
terikat 
2.000.000  
Cr. Asset non kas-mie instan  2.000.000 
 
1) Asset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset non kas 
tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. 
2) Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: 
a. Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 
b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 
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Contoh: 
Misalnya amil zakat dapat infak/sedekah berupa 10 buah kursi roda 
@Rp.1000.000,-/buah, yang selanjutnya akan disalurkan kepada penderita cacat 
yang miskin. 
Pembukuan ketika diterima 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Asset tetap non kas-kursi roda 10.000.000  
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah 
terikat 
 10.000.000 
 
Beberapa waktu kemudian ternyata salah satu diantara kursi tidak dapat 
dipergunakan karena kesalahan tekhnis pembuatannya. Maka untuk satu buah 
yang tidak dapat digunakan ini dicatat penurunan nilai sebagai berikut: 
 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana infak/sedekah-
penurunan nilai 
1.000.000  
Cr. Asset tetap non kas-kursi roda  1.000.000 
 
Apabila salah satu kursi roda ternyata hilang dicuri orang lain karena tidak di 
simpan dengan baik, maka untuk penggantiannya menjadi beban amil dan 
mengurangi dana amil. 
 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana amil-kerugian 
kehilangan kursi roda 
1.000.000  
Cr. Asset tetap non kas-kursi roda  1.000.000 
 
Selanjutnya amil membeli satu buah kursi yang baru diasumsikan dengan harga 
yang sama. 
 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Asset non kas-kursi roda 1.000.000  
Cr. Kas  1.000.000 
 
3) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu 
sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan di 
akui sebagai penambah dana infak/sedekah. 
 
 Contoh: 
Misalkan dana infak/sedekah Rp.100.000.000,- sementara waktu ditempatkan 
dalam bentuk deposito di Bank Syariah dan memperoleh bagi hasil pada bulan 
pertama Rp.800.000,- maka pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan menjadi 
penambah dana infak/sedekah dan dibukukan sebagai berikut: 
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Pembukuan deposito 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Rekening pada bank-Deposito 100.000.000  
Cr. Rekening pada bank-Tabungan  100.000.000 
 
Pembukuan bagi hasil yang masuk ke tabungan di bank 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Rekening pada bank-Tabungan 800.000  
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah 
tidak terikat 
 800.000 
2. Penyaluran Infak/Sedekah 
1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana 
infak/sedekah sebesar: 
a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; 
b. Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset non kas. 
 
 Contoh: 
Diserahkan infak/sedekah tidak terikat untuk santunan biaya pendidikan anak 
yatim miskin Rp.2.000.000,- 
Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Db. Penyaluran dana infak/sedekah 
terikat-santunan yatim 
2.000.000  
Cr. Kas  2.000.000 
 
2) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai 
penambah dana amil. 
3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah 
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika 
dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. 
4) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran 
yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima 
kembali asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. 
5) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir 
dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana 
infak/sedekah. 
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…………………………………………………………………………………….... 
Soal Latihan 
1. Jelaskan apa yang disebut dengan zakat? 
2. Apa perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak, jelaskan? 
3. Coba Anda uraikan apa-apa saja sumber hukum zakat? 
4. Apa syarat dan wajib zakat bagi seseorang? 
5. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat? 
6. Jelaskan apa kedudukan niat dalam zakat? 
7. Jelaskan apa-apa saja jenis zakat? 
8. Coba Anda jelaskan siapa saja penerima zakat? 
9. Coba anda jelaskan syarat kekayaan yang wajib dizakati? 
10. Jelaskan satu persatu harta (maal) yang wajib dizakati? 
11. Bagaimana Anda memandang pentingnya penerapan akuntansi zakat di 
Indonesia? 
12. Buatlah sebuah contoh laporan keuangan amil zakat? 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Asuransi Syariah 
2. Landasan Syariah 
3. Sejarah Asuransi Syariah 
4. Prinsip Asuransi Syariah 
5. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional 
6. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (Psak 108) 
……………………………………………………………………………………… 
Pendahuluan 
 Konsep asuransi Islam berdasarkan konsep Takaful yang merupakan 
perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Takaful berasal 
dari bahasa Arab yang berakar dari kata “kafala yakfulu” yang artinya tolong 
menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful yang 
berarti saling menanggung/memiliki resiko antar umat manusia merupakan dasar 
pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan 
atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, satiap orang 
mengeluarkan dana kebajikan (tabarru) yang ditujukan untuk menanggung resiko 
tersebut. 
 
A. Pengertian Asuransi Syariah 
Asuransi syariah adalah Saling pikul ini dilakukan atas dasar saling tolong 
menolong antar sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru 
dana ibadah sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.87 
Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 111) 
Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan 
sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas 
kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian 
peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus 
dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi 
syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana 
peserta.88 
 
 
 
                                                          
87 Muhamad Syakir Sula, Asuransi Syariah konsep dan sistem Operasional, 
(Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 1. 
88 Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi, Akuntansi Transaksi 
Asuransi Syariah, PSAK No. 111, (Jakarta: DSAK-IAI, 2007), hlm 2. 
212 
PSAK 111 
         Akuntansi Asuransi Syariah 
B. Landasan Syariah 
1. Al-Qur’an 
Apabila dilihat sepintas ke seluruh ayat Al-Qur’an, tidak terdapat satu ayat 
pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang inin. 
Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang 
menjelaskan tentang konsep asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai dasar 
yang ada dalam praktik asuransi dijelaskan sebagai berikut. 
 
a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan 
 Allah SWT dalam Al-Qur’an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk 
senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Allah SWT 
berfirman: 
“Yunus berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana 
biasa. Maka, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali 
sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun 
yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 
menghadapinya (tahun sulit), kecuali dari sedikit (bibit gandum) yang kamu 
simpan. Kemudian, akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 
(dengan cuku) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS. Yusuf: 47-49) 
 
b. Perintah Allah untuk saling menolong dan kerjasama 
 Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2: 
“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan janga tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 
(QS. Al-Maidah: 2) 
 
 Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam 
bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) 
perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana 
sosial. 
 
c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah 
 Allah SWT sangat concern dengan kepentingan keselamatan dan keamanan 
dari setiap umat-Nya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk saling 
melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Sebagaimana firman Allah: 
“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar 
dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 4) 
 
 
d. Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha 
 Allah berfirman: 
“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorng keciali dengan izin 
Allah...” (QS. At-Taaghabun: 11) 
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 Allah SWT telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala 
musibah atau peristiwa kerugian (peril) yang akan terjadi dimasa mendatang 
tidaklah dapat deketahui kepastiannya oleh manusia. 
 Akan tetapi, terdapat nilai implisit dari ayat di atas, yaitu dorongan bagi 
manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha 
meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan 
memperbanyak do’a kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, 
agar tehindar dari bencana serta kerugian ekonomi. 
 
2. As-Sunah 
Asuransi syariah dalam sunah Nabi dijelaskan berikut: 
“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda 
Rasulullah SAW: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu 
(ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka 
dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia 
lainnya.” (HR. Bukhari) 
 
Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kehidupan yang akan 
terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal 
yang harus diperlukan untuk kehidupan dimasa yang akan datang. Hal ini 
sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi 
mempraktikkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas di atas dengan cara 
mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan 
sebagai tabungan dan dapat di kembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat 
terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau 
kecelakaan diri. Selain itu Rasulullah juga memberikan tuntunan kepada 
manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang 
akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada 
Allah SWT. 
 
C. Sejarah Asuransi Syariah 
 Lembaga asuransi sebagaimana di kenal sekarang sesungguhnya tidak di 
kenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam yang menyimpulkan 
bahwa asuransi tidak dipandang sebagai praktik yang halal. Walau secara jelas 
mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat 
aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip 
asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem 
aqilah. Sistem tersebut telah berkembang dimasyarakat arab sebelum lahirnya 
Rasulullah SAW kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa awal 
Islam sistem tersebut dipraktikan diantara kaum Muhajirin atau Anshar. Sistem 
aqilah adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu 
tabungan bersama yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungan ini bertujuan untuk 
memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak 
sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya. 
 Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu 
mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam yang 
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berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk 
itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat 
Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan. Dengan adanya 
keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep 
asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan 
asuransi berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan perusahaan syariah 
ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan non Islam 
ikut terjun kedalam usaha asuransi syariah. 
 Pada dekade 70an dibeberapa negara Islam atau di negara-negara yang 
meyoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya 
mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan 
Islam. Pada tahun 1997 Faisal Islamic Bank of Sundan memprakarsai berdirinya 
perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. di sundan dan Islamic 
Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini diikuti oleh 
berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Genava, Swiss dan Takaful Islami di 
Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di 
Bahrain pada tahun1983. Di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri 
pada tahun 1984. Sedangkan di Indonesia Asuransi Takaful baru muncul pada tahun 
1994 seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian 
mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 
1994 dan PT. Asuransi Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran 
didirikannya asuransi berlandaskan syariah sudah muncul tiga tahun sebelum 
berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat 
Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya bank-bank syariah dirasakan 
kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. 
Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan se-Indonesia (ICMI). Pada 27 
Juli 1993 melalui Yayasan Abda Bangsanya bersama Bank Muamalat Indonesia 
(BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian 
asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia 
(TEPATI). TEPATI inilah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir 
berdirinya Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful 
Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). 
Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pasal 3 
UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa 
perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara 
terpisah. Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk asuransi 
takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia 
Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai 10 September 1993. Hasil 
studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 
1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. 
Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan konsep asuransi takaful serta 
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah 
perusahaan asuransi. Akhirnya pada 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia 
berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room 
Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional ini didapat dari Departemen Keuangan 
melalui surat keputusan Nomor: Kep.385/KMK/.017/1994 tertanggal 4 Agustus 
215 
PSAK 111 
         Akuntansi Asuransi Syariah 
1994. Saat ini perusahan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai 
perusahaan sebagai perusahaan sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu 
Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah. 
Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang 
syariah seperti MAA, Great Eastern, Triparkarta, Beringin Life, Bumi Putra, 
Dharmala, dan Jasindo. 
 
D. Prinsip Asuransi Syariah 
 Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau 
asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu saling bertanggung jawab, 
saling bekerjasama atau saling membantu dan menghindari unsur gharar, maysir 
atau riba. 
 
1. Saling Bertanggung Jawab 
Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama 
untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau 
kerugian dengan niat ikhlas. 
 
2. Saling Bekerjasama atau Saling Membantu 
Diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling 
bekerjasama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang 
dialami karena sebab musibah yang di derita. 
 
3. Menghindari Unsur Gharar, Maysir dan Riba 
Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi 
dapat terhindar dari unsur gharar, maysir dan riba. 
 
E. Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional 
 Sistem akuntansi pada asuransi syariah menggunakan cash basis, yaitu 
mengakui pendapatan dan beban saat kas sudah benar-benar masuk ataupun keluar 
atau mengakui apa yang benar-benar dimiliki perusahaan. Sedangkan sistem 
akuntansi pada asuransi konvensional menggunakan accrual bsis, yaitu mengakui 
ketika terjadinya suatu transaksi tanpa mempedulikan adanya aliran kas masuk 
ataupun keluar. Akuntansi asuransi syariah tidak diperkenankan menggunakan 
accrual basis. Hal ini karena accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah 
karena telah mengakui suatu transaksi yang telah mengakui suatu transaksi yang 
telah terjadi. Padahal belum tentu transaksi tersebut dapat terealisasi di masa yang 
akan datang karena berbagai kemungkinan bisa terjadi. 
 Penetapan bentuk akad akan berdampak langsung pada sistem akuntansi 
yang diterapkan dalam asuransi syariah. Akad adalah perjanjian antara dua pihak 
atau lebih. Ada dua akad dalam akuntansi syariah, yaitu akad mudharabah dan akad 
wakalah. Akad mudharabah ada pemisahan pengelolaan dana antara dana 
pemegang saham dengan peserta asuransi. Dana yang dikelola oleh operator 
merupakan milik peserta dan dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk 
kepentingan pemegang saham. Sistem akuntansi yang digunakan harus dipisahkan 
antara akuntansi dana pemegang saham dan peserta asuransi. 
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 Akad wakalah tidak terdapat pemisahan pengelolaan dana seperti pada akad 
mudharabah. Perusahaan menerima dana tabarru dari peserta dan dana tersebut 
dapat dipergunakan untuk semua kegiatan perusahaan. Dana yang diperoleh dari 
pemegang saham dan dari peserta asuransi dapat dicampur sehingga tidak harus 
dipisahkan antaran akuntansi pemegang saham dan peserta asuransi. 
 Premi asuransi syariah terdiri atas dua unsur yaitu tabungan dan tabarru. 
Tabarru adalah derma kebijakan atau iuran kebijakan yang telah diniatkan oleh 
peserta untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. 
Dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai biaya komisi agen dan uang jalan bagi 
agen. Jika peserta, mengundurkan diri, uang premi akan dikembalikan sepenuhnya, 
kecuali dana tabarru. Premi asuransi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika 
diterima secara tunai. Dalam praktik akuntansi konvensional, premi asuransi diakui 
sebagai pendapatan, walaupun premi asuransi belum dibayarkan. Sedangkan dalam 
asuransi syariah, angsuran atau premi dan laba dari investasi benar-benar diakui 
sebagai pendapatan jika perusahaan telah menerimanya secara tunai. 
 Pada praktik asuransi konvensional beban retakaful yang terjadi selama 
masa perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang dikover. Sedangkan dalam 
akuntansi syariah beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai utang 
sampai angsuran atau premi takaful tersebut dibayarkan. Beban retakaful diakui 
sebagai pendapatan apabila dibayar lebih awal. Akuntansi asuransi konvensional 
dana asuransi yang terhimpun akan dikelola untuk kepentingan bisnis perusahaan. 
Keuntungan yang diperoleh akan dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham. 
Sedangkan pada akuntansi asuransi syariah, dana asuransi takaful yang terhimpun 
akan dikelola dengan konsep mudharabah. Dengan konsep mudharabah ada 
pemisahan pengelolaan dana antara dana pemegang saham dengan peserta asuransi. 
Dalam asuransi konvensional surplus dari investasi di transfer ke pemegang saham 
sebagai pendapatan. Sedangkan pada asuransi syariah hanya laba dari dana 
investasi yang dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Akuntansi asuransi konvensional keuntungan yang didapatkan oleh 
perusahaan asuransi diakui sebagai laba perusahaan. Sedangkan pada akuntansi 
asuransi syariah apabila terdapat keuntungan dibagikan berdasarkan rasio 
pembagian keuntungan yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta. 
 
F. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108) 
 Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan 
pedoman standar akuntansi yang mengharuskan perusahaan memisahkan 
pencatatan dana tabarru’ dan dana perusahaan. Standar akuntansi ini berlaku efektf 
mulai 1 Januari 2010. Prinsip tolong menolong yang ada pada asuransi syariah dan 
sistem operasional yang dijalankan oleh perusahaan Asuransi Syariah agar 
terhindar dari Gharar (penipuan), Maisir (perjudian) dan Riba harus jelas 
alokasinya. Sehingga keberadaan PSAK 108 yang mengatur mulai pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah lebih 
memantapkan praktik asuransi syariah di Indonesia. 
 Menurut PSAK 108 Asuransi Syariah adalah sistem menyeluruh yang 
pesertanya (men-tabarru’-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang 
digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, 
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badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut 
merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara 
kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. 
 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.108 bertujuan untuk 
mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi 
syariah. Ruang lingkup dalam PSAK No.108 terkait transaksi asuransi syariah yaitu 
transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit 
underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana tabarru’. Transaksi asuransi 
syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah 
yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi 
umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari 
entitas asuransi dan reasuransi konvensional. 
 Untuk laporan entitas keuangan entitas asuransi harus mengacu pada PSAK 
101 lampiran 2 (dua) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Asuransi 
Syariah yang terdiri dari: 
1. Laporan posisi keuangan (neraca); 
2. Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’; 
3. Laporan perubahan dana tabarru’; 
4. Laporan laba rugi; 
5. Laporan perubahan ekuitas; 
6. Laporan arus kas; 
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; 
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan; 
9. Catatan atas laporan keuangan. 
 
 PSAK 108 paragraph 03 menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta, 
alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana 
tabarru’. Untuk lebih rincinya aturan pada PSAK 108 adalah sebagai berikut: 
1. Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana 
peserta. Dana peserta terdiri dari dana tabarru’, dana investasi, hasil investasi 
dan cadangan surplus underwriting. Hal ini berbeda dengan asuransi 
konvensional dimana kontribusi peserta (premi) merupakan pendapatan bagi 
perusahaan asuransi, mengingat akadnya adalah jual beli. Sedangkan pada 
asuransi syariah, kontribusi peserta merupakan milik peserta sendiri, 
mengingat pada peserta memang bersedia berbagi risiko pada kalangan mereka 
sendiri; 
2. Kontribusi peserta untuk investasi merupakan bagian dari dana peserta dan 
diakui sebagai dana syirkah temporer untuk akad mudharabah atau 
mudharabah musytarakah dan sebagai kewajiban jika menggunakan akad 
wakalah; 
3. Bagian kontribusi untuk ujrah/fee bagi pengelola akan diakui sebagai suatu 
pendapatan pada laporan laba-rugi dan sebagai beban pada laporan surplus 
defisit underwriting dana tabarru’. Perlakuan ini memperjelas posisi entitas 
asuransi hanya sebagai pengelola dana tabarru’ dan bukan sebagai pemilik dari 
dana tersebut; 
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4. Surplus dan defisit underwriting dana tabarru’. Underwriting adalah proses 
penaksiran/penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon 
tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko 
tersebut. Sesuai dengan syariah, maka underwriting dilakukan oleh entitas 
asuransi atas nama dana tabarru’. Besaran bagi hasil underwriting sesuai 
aturan dan perjanjian antar pihak. Bagian yang menjadi hak peserta maupun 
pengelola akan dilaporkan sebagai pengurang surplus dana tabarru’ dalam 
laporan perubahan dana tabarru’. Bagian yang diterima oleh pengelola 
dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba-rugi, dan yang diterima oleh 
peserta dilaporkan sebagai kewajiban di neraca. Jika terjadi defisit dalam 
underwriting, maka pengelola harus meminjamkan terlebih dahulu sebagai 
pinjaman qardh dan underwriting, maka pengelola harus meminjamkan 
terlebih dahulu sebagai pinjaman qardh dan akan dilaporkan sebagai kewajiban 
di neraca serta pendapatan dalam laporan surplus dan defisit dana tabarru’. 
Pengembalian pinjaman qardh tersebut harus berasal dari surplus dana 
tabarru’ yang akan datang; 
5. Penyisihan teknis terdiri dari penyisihan atas kontribusi yang belum menjadi 
hak, penyisihan atas klaim yang masih dalam proses dan penyisihan atas klaim 
yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Dua bentuk penyisihan yang 
disebutkan terakhir dibentuk sejumlah estimasi yang dianggap akan mencukupi 
serta berdasarkan pengalaman masa lalu dan termasuk beban penanganan 
dikurangi klaim reasuransi jika ada. Penyisihan teknis diakui pada akhir 
periode sebagai beban pada laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’; 
6. Cadangan dana tabarru’ merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutup 
defisit yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan memitigasi risiko 
yang ditimbulkan. Cadangan ini diakui pada saat dibentuk dengan jumlah 
sebesar yang dianggap memenuhi prinsip kehati-hatian dengan bersumber dari 
surplus dari defisit underwriting dana tabarru’; 
7. Penyajian: 
a. Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada 
peserta disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting 
dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus yang 
didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos 
bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada 
pengelola dalam laporan perubahan dana tabarru’; 
b. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca 
(laporan posisi keuangan); 
c. Dana tabarru’ disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas 
dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan); 
d. Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan perubahan 
dana tabarru’. 
 
8. Pengungkapan: 
a. Kebijakan asuransi atas kontribusi yang diterimanya dan perubahannya 
dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya; 
b. Piutang kontribusi dan peserta, entitas asuransi dan reasuransi; 
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c. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi; 
d. Jumlah dan persentase komponen kontribusi; 
e. Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’; 
f. Jumlah pinjaman dana qardh untuk menutup defisit underwriting dana 
tabarru’ (jika ada); 
g. Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi dari peserta, serta 
rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad; 
h. Kebijakan pembentukan jenis penyisihan teknis serta dasar yang 
digunakan untuk pembentukan tersebut dan perubahan basis jika 
dilakukan; 
i. Kebijakan pembentukan cadangan dana tabarru’ serta dasar yang 
digunakan serta rincian pembentukan sesuai jenis cadangan dana tabarru’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Soal Latihan 
1. Jelaskan apa dasar hukum dari penerapan akuntansi syariah menurut undang-
undang? 
2. Jelaskan apa pengerian asuransi syariah? 
3. Uraikan sumber hukum asuransi syariah menurut Al-Qur’an dan As-Sunah? 
4. Bagaimanakah perkembangan sejarah asuransi syariah, jelaskan? 
5. Jelaskan apa saja prinsip asuransi syariah? 
6. Jelaskan apa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional? 
7. Jelaskan bagaimana pengukuran akuntansi transaksi asuransi syariah (PSAK 
108)? 
8. Bagaimana pembinaan dan pengawasan asuransi syariah di Indonesia agar bisa 
berjalan efektif? 
Akuntansi Syariah 
                (Rahmat Daim Harahap, S.Ei., M.Ak) 
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Tujuan Pembelajaran  
Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan : 
1. Pengertian Wakaf 
2. Jenis Wakaf 
3. Landasan Syariah 
4. Dasar Hukum Perwakafan Di Indonesia  
5. Rukun Wakaf 
6. Sasaran, Tujuan, Fungsi, dan Peruntukan Wakaf  
7. Aspek Akuntansi Dan Auditing Lembaga Wakaf  
8. Permasalahan Dalam Praktik Perwakafan 
……………………………………………………………………………………… 
A. Pengertian Wakaf 
Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata 
“Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap 
berdiri”.89 Sedangkan menurut syara wakaf berarti menahan harta dan 
memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Pengertian wakaf di atas 
mengemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: 
1. Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan objek yang dimilikkan. 
Penahanan berarti ada yang menahan yaitu Wakif dan tujuannya yaitu mauquf 
‘alaihi (penerima wakaf). 
2. Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. 
3. Yang mungkin memanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat 
harta yang diwakafkan. 
4. Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa 
harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. 
5. Disalurkan kepada yang mudah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu 
disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, 
menyalurkannya kepada yang haram adalah haram. Dalam makna yang sama, 
para fuqaha memahaminya bahwa wakaf: “Menahan Asalnya dan 
menyalurkan manfaatnya”. 
 
Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang 
tahan lama kepada seseorang atau Nazhir (penjaga wakaf), baik berupa 
perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau 
manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari 
defenisi di atas, para fuqaha saling berpendapat tentang kepemilikan barang yang 
telah diwakafkan tersebut, apakah mauquf tersebut tetap milik wakif, atau 
berpindah tangan kepada mauquf ‘alaih, atau justru menjadi milik Allah SWT. 
Para ahli fiqih berbeda dalam mendefenisikan wakaf menurut istilah, sehingga 
                                                          
89 Departmen Agama, Fikih Wakaf, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan 
Wakaf, 2005), hlm 1. 
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mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai 
pandangan tentang wakaf menurut istilah tersebut sebagai berikut: 
 
Abu Hanifah 
 Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si 
wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan 
defenisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia 
dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wakaf, 
harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari 
wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi 
mendefenisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, 
yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya 
kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”. 
 
Mazhab Maliki 
 Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang 
diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif 
melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut 
kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak 
boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat 
hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang 
dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan 
seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf 
untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik 
harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan 
pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda 
secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku 
untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf 
kekal (selamanya). 
 
Mazhab Syafi’i Dan Ahmad Bin Hambal 
 Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta 
yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. 
Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: 
perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan 
tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat 
diwariskan oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang 
diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang 
mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. 
Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar 
memberikannya kepada mauquf ‘alaih. Karena itu mazhab Syafi’i mendefenisikan 
wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus 
sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu 
kebajikan (sosial). 
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Kompilasi Hukum Islam 
 Sesuai dengan pernyataan dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 
disebutkan: 
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan 
hukum memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 
selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Islam” 
 
 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 disebutkan: 
“Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah” 
 
 Terdapat perbedaan sifat wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
dan Undang-Undang tentang perwakafan, perbedaan tersebut terletak pada jangka 
waktu peruntukan wakaf. Walaupun terdapatnya perbedaan, pada dasarnya wakaf 
bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu 
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 
ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
 
B. Jenis Wakaf 
 Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 
Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, dimana dalam peraturan 
pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. 
Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam 
peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindarkan kekaburan 
permasalahan perwakafan. Macam-macam wakaf menurut fiqih dijelaskan 
berikut. 
1. Wakaf Ahli (Keluarga atau Khusus) 
 Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu 
seseorang atau lebih lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya 
apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada 
cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka 
yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) 
kadang-kadang juga disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan 
bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkup keluarga (famili), lingkungan 
kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan 
berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas 
bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. 
 Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan 
mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan 
dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada 
sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau 
anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak 
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mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika 
anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, 
sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? 
Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar 
harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang 
jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini 
untuk anak cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli 
kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung 
diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima 
wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan 
kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata. Pada perkembangan 
slanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat 
bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di 
beberapa negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk 
keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-
tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandnagan 
KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah 
selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan. 
 
2. Wakaf Khairi 
 Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama 
(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang 
diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, 
panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang 
dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf 
Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir 
miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha 
menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas 
penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan 
kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa 
untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. 
Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya 
dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang 
ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling 
sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini 
juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari 
harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, 
atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut 
sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan. 
 Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari 
cara membelanjakan (manfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau 
dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, 
baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, 
kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut 
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benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak 
hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. 
 
C. Landasan Syariah 
1. Al-Qur’an 
 Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf bersumber dari pemahaman 
teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunah. Namun, tidak ada dalam ayat Al-Qur’an 
yang secara tegas dan jelas mengenai ajaran wakaf. Bahkan tidak ada satu ayat 
Al-Qur’an pun yang menyinggung kata “waqf”. Ayat-ayat yang dapat dipahami 
berkaitan dengan wakaf adalah berikut: 
 
QS. Al-Hajj 22: 77 
“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.” 
 
 Berdasarkan ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa wakaf 
merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (secara harfiah berarti 
kebaikan). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi dalam 
kitabnya yang berjudul “Kifayat al Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar” 
menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk 
melakukan wakaf. 
QS. Ali Imron 3: 92 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 
 
 Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dasar utama disyariatkannya 
wakaf lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Qur’an sebagai sebuah amal 
kebaikan. 
 
QS. Al-Baqarah 2: 261 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang jarang 
menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.” 
 
QS. Al-Baqarah 2: 267 
“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari 
harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 
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2. As-Sunah 
 Hadits yang menjelaskan tentang wakaf antara lain: 
“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal 
perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat 
dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim) 
 
 Apa hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah 
wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di 
Khaibar: 
“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang 
tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon 
petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di 
Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang 
engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu 
tahan (pokonya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar 
melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. 
Berkata Ibnu Uma: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum 
kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau 
tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari 
hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta.” (HR. Muslim) 
 
D. Dasar Hukum Perwakafan Di Indonesia 
 Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu 
dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial 
ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di 
berbagai negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah 
wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunah serta 
Ijma’. Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-
Undang Pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan 
diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria adalah: 
1. Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk 
usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-
badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk 
bangunan dan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial; 
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam 
pasal dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak 
pakai; 
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
 Tujuh belas tahun kemudian, dibentuklah peraturan-pemerintah nomor 28 
tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Setelah peraturan pemerintah 
nomor 28 tahun 1977 diberlakukan, pemerintah mengeluarkan peraturan-
peraturan pelaksana lainnya adalah sebagai berikut: 
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1. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 
November 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan 
Tanah Milik; 
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1978 Tentang Penambahan 
Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum 
Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978; 
4. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik; 
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 
Kep/D/75/78 Tentang Pormulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-
Peraturan Perwakafan Tanah Milik; 
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian 
Wewenang Kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi atau Setingkat Diseluruh Indonesia Untuk 
Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); 
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk 
Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978; 
8. Surat Direksi Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor 
D.II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat 
Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 Tentang Penentuan Jenis Formulir 
Wakaf Yang Bebas Materai Dan Yang Tidak Bebas Materai; 
9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor 
D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Formulir 
Perwakafan Tanak Milik; 
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi 
Hukum Islam; 
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Dimuat Dalam 
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 Pada Tanggal 27 Oktober 2004 
Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
 
 Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan 
oleh pemerintah belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 
 
E. Rukun Wakaf 
 Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam 
fiqih Islam dikenal ada empat rukun wakaf, yaitu: 
1. Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, 
diantaranya usia balig, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam 
fiqih Islam dikenal balig dan rasyid. Balig lebih dominan kepada faktor 
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usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan 
akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan 
bersifat rasyid. Berdasar pada syarat-syarat di atas, diperbolehkan pula 
wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan 
ibadah mahdha, dan ini beda dengan ibadah nadzar. Sebaliknya, tidak 
dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta 
orang yang dipaksa. 
2. Mauquf (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan merupakan barang 
yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya 
yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan 
wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah 
barang. Dibolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut 
menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang 
buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat. Harta wakaf 
dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan 
berupa apa saja. Yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah 
dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan 
kemashlahatan dan keuntungan. 
3. Mauquf ‘alaihi (yang diberi wakaf). Pada syarat berikut, terbagi kepada 
dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf ‘alaih tertentu bisa 
jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah 
yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki 
pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan 
memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan 
mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki 
anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorang pun anaknya 
yang miskin. Tidak dibenarkan juga berwakaf kepada orang gila, binatang, 
burung-burung kecuali burung merpati yang banyak dijumpai disekitar 
Masjidil Haram Mekah, atau wakaf buat diri sendiri. Yang kedua adalah 
ditujukan kepada masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada aspek 
berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridha Allah, sebagaimana wakaf 
yang secara umum dapat kita saksikan. 
4. Sighat wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya). Syarat-
syarat sighat wakaf ialah wakaf disighatkan, baik lisan, tulisan maupun 
dengan isyarat. Wakaf di pandang telah terjadi apabila ada pernyataan 
wakif (ijab) dan kabul dari mauquf ‘alaih tidaklah diperlukan. Isyarat 
hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau 
tulisan. Semua ahli fiqih sepakat memandang semuanya harus terwujud 
dalam setiap wakaf. Namun mazhab Hanafi menilai hanya sighat 
(pernyataan pemberian wakaf) aja yang menjadi rukun wakaf. Sedangkan 
jumhur (mayoritas) ahli fiqih memandang semua unsur tersebut menjadi 
rukun wakaf. Perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan istilah saja, 
karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud 
dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti wakif, 
misalnya, maka berarti tidak ada wakaf. 
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F. Sasaran, Tujuan, Fungsi, dan Peruntukan Wakaf 
1. Sasaran Wakaf 
a. Semangat Keagamaan 
Sasaran wkaaf ini berperan sebagai sarana untuk mewujudkan sesuatu 
yang diniatkan oleh seorang pewakaf. Dengan wakaf, pewakaf berniat 
untuk mendapatkan ridah Allah dan kesinambungan pahala yaitu selama 
harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal 
dunia. 
b. Semangat Sosial 
Sasaran ini diarahkan pada aktivitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran 
manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, 
wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan 
masyarakat. 
c. Motivasi Keluarga 
Motivasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan 
rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup di 
masa depan. Namun wakaf tidak dapat diperuntukkan untuk diri pewakaf 
sendiri ataupun pada janin yang masih dalam kandungan. 
d. Dorongan Kondisional 
Terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak 
ada yang akan menanggungnya. Atau, seorang perantau yang jauh 
meninggalkan keluarga. Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan 
hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. 
e. Dorongan Naluri 
Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya. Setiap 
orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau kakeknya 
dari kehancuran atau kemusnahan. Dengan wakaf, maka dia akan 
terdorong untuk membatasi pembelanjaan. Dengan berniat wakaf kepada 
seseorang atau lembaga tertentu, dia bisa menyalurkan hartanya dengan 
baik, tidak kuatir terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan. 
 
2. Tujuan Wakaf 
 Menurut Ulama Thohir bin Asyura, tujuan disyariatkannya wakaf 
mengandung arti sebagai berikut: 
a. Memperbanyak harta untuk kemashlahatan umum dan khusus, sehingga 
menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga 
datang kematian. Berdasarkan hadits Nabi “Ketika manusia meninggalkan 
dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Diantaranya adalah 
shadaqah jariyah…”; 
b. Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang 
tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan 
bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena 
adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikit pun. Dan berpengaruh pada 
pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah; 
c. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang 
memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud dari 
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kemuliaan jiwa yang mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan 
kemuliaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada keselamatan bagi 
orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor, sebagaimana 
Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur’an bahwa syaithan selalu 
menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran; 
d. Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti 
pada hak-hak waris sebagaimana kebiasaan adat Jahiliyyah dan akan 
memberikan dampak social yang lebih untuk perbaikan masyarakat. 
Sedangkan tujuan wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 yaitu sebagai berikut; “Wakaf 
bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”; 
e. Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub 
kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. 
Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya dari 
pada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih 
besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah 
meninggal. 
 
3. Fungsi Wakaf 
 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 
dijelaskan bahwa “Fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat 
ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum”. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu: 
a. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah 
keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif; 
b. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, 
berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah 
teratasi; 
c. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan 
perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya; 
d. Fungsi Akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana 
setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu 
tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya. 
 
4. Peruntukan Wakaf 
Wakaf diperuntukan untuk:  
a. sarana dan kegiatan ibadah;  
b. sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;  
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;  
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan  
e. kemajuan kesejahteraan umum lain. 
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G. Aspek Akuntansi Dan Auditing Lembaga Wakaf 
1. Aspek Akuntansi 
Akuntansi bukanlah “ilmu baru” dalam kehidupan umat manusia. 
Sejarah mencatat, bahwa akuntansi sudah ada dan dipraktikkan sejak sekitar 
8000 tahun sebelum Masehi. Dalam pengertian yang paling sederhana, 
akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, 
baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. Sebagaimana peradaban 
manusia, akuntansi juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. 
Perkembangan ini meliputi tujuan, dan filosofi, maupun aspek teknis 
praktisnya. Semua bentuk perkembangan tersebut sangat terkait dengan 
perkembangan peradaban masyarakat. Masyarakat yang mengalami kemajuan 
di bidang kehidupan sosialnya, cenderung memiliki kemajuan secara relatif di 
bidang akuntansinya. Itulah sebabnya barangkali sering dikatakan bahwa 
accounting is socially construsted (Methews & Parera, 1996). 
Dengan sedikit melihat kilas balik sejarah perkembangan akuntansi, 
maka terlihat jelas bahwa perkembangan orientasi akuntansi dari dulu sampai 
saat ini. Pada awalnya, akuntansi lebih diwarnai dan relatif terbatas pada 
aspek pertanggung jawaban belaka. Namun dalam perkembangannya, 
akuntansi mengalami transformasi sebagai salah satu sumber informasi dalam 
pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa konsekuensi, misalnya pada 
bentuk dan kandungan laporannya. Bila dalam tahapan awal ada penekanan 
yang berlebih pada aspek neraca, misalnya, kemudian beralih kepada aspek 
laba-rugi. Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi 
dapat dipilah menjadi dua, yakni akuntansi untuk organisasi yang 
bermotifkan mencari laba (profit oriented organization) dan akuntansi untuk 
organisasi nirlaba (non-profit oriented organization). Bentuk yang pertama 
diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersil, baik yang bersifat menjual 
jasa (perbankan, transportasi, hotel dan lain sebagainya), perdagangan (toko, 
super market, swalayan dan lain sebagainya), dan perusahaan-perusahaan 
manufaktur, yakni perusahaan yang berfungsi merubah bahan baku menjadi 
produk jadi, seperti pabrik sepatu, mebel, kendaraan dan lain-lain. Sedang 
bentuk kedua diwakili oleh organisasi pemerintah di segala tingkatan (pusat, 
provinsi, kabupaten dan seterusnya), lembaga pendidikan pada umumnya, dan 
organisasi massa serta sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi dan badan 
hukum yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Ada sejumlah perbedaan 
mendasar antara akuntansi untuk kelompok entitas yang pertama, kendati 
secara teknis ada beberapa kesamaan. 
 
2. Aspek Auditing 
Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai 
pemeriksaan. Padahal, secara harfiah istilah ini konon berasal dari istilah 
audire yang berarti to hear atau to listen (Mathews, 1996). Yang dimaksud 
adalah bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah 
yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah 
mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak 
tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. 
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Praktik ini, konon sudah dimulai sejak sekitar masa akuntansi manorial atau 
dinasti Chou, sekitar tahun 1122-1256 sebelum Masehi. Sebagaimana halnya 
akuntansi, auditing juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 
Perkebangan ini pun meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik dan 
prosedurnya. 
Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup, misalnya, bila dulu ada 
batasan audit sekedar untuk memberikan opini auditor terhadap aspek 
finansial sebuah entitas atau organisasi, maka saat ini misalnya auditing sudah 
melebar jauh sampai kepada audit operasional, audit manajemen, investigasi 
khusus, bahkan audit forensik dan audit lingkungan. Dengan perkembangan 
ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga mengalami 
perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap penyajian laporan 
keuangan), sampai kepada tujuan-tujuan tertentu yang dapat bersifat sangat 
spesifik. Adalah logis, aspek teknis dan prosedur juga mengalami 
perkembangan sesuai dengan perkembangan ruang lingkup dan tujuan, 
ditambah lagi dengan kemajuan teknologi luar biasa cepat dan kecanggihan 
seseorang dalam berbuat kejahatan. Khusus dari kacamata prosedur secara 
umum, auditing dan akuntansi berawal dari adanya transaksi, diikuti oleh 
proses pencatatan, sampai pada akhirnya pembuktian kebenaran adanya nilai 
transaksi tersebut. 
Dalam konteks lembaga wakaf, bagaimana peran dan fungsi akuntansi 
dan auditing? Baik akuntansi dan auditing, keduanya merupakan alat yang 
dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seyogyanya tujuan 
keberadaan sebuah entitas dijadikan titik tolak penggunaan, baik (alat) 
akuntansi, maupun auditingnya. Persoalannya adalah apakah tujuan lembaga 
wakaf? Secara umum, semua lembaga wakaf dibentuk atau didirikan adalah 
mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya 
dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan mungkin menolong 
mereka yang kurang mampu khususnya. Pengertian inilah yang secara sangat 
umum dianut oleh masyarakat muslim Indonesia dan sekaligus 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dengan merujuk secara sederhana pada pembangunan akuntansi 
konvensional, maka bentuk entitas seperti ini dapat “dilayani” oleh akuntansi 
nirlaba, atau sering juga disebut istilah dengan fund accounting atau akuntansi 
dana. Secara teknis, praktik akuntansi seperti ini relatif sederhana untuk 
dipelajari dan diterapkan. Namun demikian, bilamana pemikiran 
pemberdayaan kekayaan wakaf dalam bentuk mengarahkannya kepada 
pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, dapat diterima dan 
akan diterapkan, maka sekali lagi dengan merujuk pola yang ada dalam dunia 
akuntansi konvensional, maka dapat dipakai model akuntansi komersial. 
Namun perlu dicatat, seiring dengan wacana Islamisasi, maka seyogyanya 
pula praktik akuntansi yang akan dipakai nanti sepenuhnya harus 
memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih 
mendekati atau sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, baik dari aspek 
tujuannya maupun pada aspek metode dan tekniknya. Hal yang sama berlaku 
untuk proses auditingnya. Artinya, sebatas secara jelas tidak melanggar asas-
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asas syariah, tujuan dan prosedur auditing dalam perspektif konvensional 
dapat dipakai, setidaknya untuk sementara waktu. Ini juga berlaku, baik untuk 
tujuan, ruang lingkup dan prosedurnya. Sebuah konsekuensi lain yang 
mendesak adalah bahwa dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh 
berbagai kritik pakar terhadap kelemahan dan keterbatasan akuntansi dan 
auditing konvensional, maka untuk mengiringi dan memfasilitasi berbagai 
lembaga keuangan dan ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf sudah 
saatnya disegerakan lahirnya sebuah standar akuntansi yang lebih Islami, 
seperti apa yang sedang dilakukan terhadap perbankan syariah. 
Perbedaannya, tentu saja bahwa standar ini harus meliputi akuntansi dana 
Islami, karena mayoritas lembaga wakaf dan lembaga-lembaga Islam lainnya 
lebih berbentuk Yayasan dan bersifat non-profit oriented, disamping tentunya 
standar akuntansi Islami untuk entitas komersial, yang juga meliputi bentuk 
usaha jasa, perdagangan dan manufaktur atau mungkin kombinasi dari 
ketiganya. 
Sedangkan dalam realitasnya menunjukkan bahwa sebagian besar 
lembaga wakaf memakai format Yayasan yang memang lebih bernuansakan 
sosial dan nirlaba, dari pada komersial. Untuk keperluan ini, sesungguhnya 
dapat dipakai pendekatan akuntansi dana. Selanjutnya, bila wakaf akan 
dikelola secara lebih produktif dalam bentuk usaha komersil, misalnya, maka 
dapat dipakai akuntansi konvensional. Namun, perlu dicatat bahwa memang 
terdapat sejumlah permasalahan dalam akuntansi konvensional, baik karena 
sifat bawaannya, maupun bila dilihat dari perspektif Islam. Oleh karena itu 
diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-
bagian yang dipandang tidak Islami, dapat dikurangi atau kalau dapat 
dieliminasi. Sesungguhnya akuntansi hanya sebatas alat, sedapatnya juga 
bersifat Islami. Prinsip yang sama juga berlaku bagi sistem auditing. 
 
H. Permasalahan Dalam Praktik Perwakafan 
 Ada beberapa hal terkait dengan permasalahan dalam praktik perwakafan. 
Permasalahan ini biasanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang 
hukum wakaf maupun pengelolaan dan manajemennya.90 (Sri Nurhayati dan 
Wasilah, 2018). 
 
1. Masalah Pemahaman Hukum Wakaf 
 Pada umunya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik 
dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya 
wakaf. Selain itu, masih cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda 
yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan 
dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Dengan demikian peruntukannya pun 
menjadi sangat terbatas, seperti masjid, mushalla, rumah yatim piatu, madrasah, 
sekolah dan sejenisnya. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat 
perlunya dikembangka wakaf benda bergerak, selain benda tidak bergerak. 
                                                          
90 Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syariah Di Indonesia. (Jakarta : Salemba 
Empat, 2015). hal 54-56 
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 Pewakaf pun kurang mempertimbangkan kemampuan para nazhir untuk 
mengelola harta wakaf sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan perekonomian 
dan kesejahteraan umat tidak optimal. Sementara dimasa lalu cukup banyak wakaf 
yang berupa kebun yang produktif, yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka 
yang memerlukan. Untuk itu kompetensi pengelolaan wakaf harus diperhatikan 
agar sasaran wakaf dapat tercapai optimal. 
 
2. Pengelola dan Manajemen Wakaf 
 Pengelola dan manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan 
pengelolaan harta wakaf tidak optimal, harta wakaf terlantar, bahkan harta wakaf 
dapat hilang, untuk mengatasi masalah ini paradigma baru dalam pengelolaan 
wakaf harus di terapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan 
menggunakan manajemen modern. Selain perumusan konsepsi fiqih wakaf dan 
peraturan perundang-undangan pengelola wakaf juga harus dibina dan dilatih 
menjadi pengelola wakaf profesional untuk dapat mengembangkan harta yang 
dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Disamping itu, untuk 
mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus untuk 
melakukan pembinaan pengelola wakaf, antara lain badan wakaf Mesir, badan 
wakaf Sudan, badan wakaf Indonesia, dan lain-lain. 
 Pengelola wakaf adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. 
Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan pengelola 
wakaf. Apabila pengelola wakaf kurang cakap dalam mengelola harta wakaf, 
dapat mengakibatkan potensi harta wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat muslim tidak optimal. Bahkan dalam berbagai kasus 
ada pengelola wakaf yang kurang memegang amanah, seperti melakukan 
penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan 
kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan harta wakaf tersebut 
berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaklah calon pewakaf 
sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, 
dan dalam memilih pengelola waktu hendaknya dipertimbangkan kompetensinya. 
 
……………………………………………………………………………………… 
SOAL TEORI 
1. Apakah yang disebut dengan wakaf? 
2. Apa yang menjadi landasan dasar dari penerapan syariah? 
3. Jelaskan jenis-jenis wakaf? 
4. Coba Anda uraikan sasaran dan tujuan wakaf? 
5. Coba Anda jelaskan apa dasar hukum perwakafan di Indonesia? 
6. Sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi wakaf? 
7. Jelaskan apa rukun wakaf? 
8. Mengapa penting pedoman pengelolaan wakaf yang baik? 
9. Jelaskan aspek akuntansi dan auditing dari lembaga wakaf? 
10. Apa saja permasalahan dalam praktik perwakafan? 
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